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Penelitian ini mengenai analisis aspek perencanaan dan pengendalian pada 
kegiatan pengeloJaan angganm di Kantor Wilayab Departernen Hukum dan Huk 
Asasi Manusia Bunten. 

Teori-teori yang dignnakan dalam penelitian ini adalah: teori fungsi manajcmen 
khususnya aspek perencanazn dan pengendalian; teori anggaran yang melipuli 
tahapan perencanaan, pe!aksanaan, dan pelaporan; serta teori mengenai stratcgi 
pengendalian. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analistis dengan pendekatan 
kua1itatif. rnfonnan dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Bag-ian 
Penyusunan Program dan Laporan, pejabat struktural di Sub Bagian Keuangan 
dan Perlengkapan, staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan PerJengkapan, 
dan pejabat dun pegawai pada unit pelaksana teknis yang bertugas m.enangani 
kegiatan pengelolaan anggaran. Pengumpulan data dilakukan dcngan wawancara 
dan kajian pus:taka, sedangkan analisis yang dilakukan mcngacu pada teori dan 
konsep yang digunakan. 

Dari analisis alas hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa: (1) aspek 
perencanaan clan pengendaliim manajemen untuk kegiatan pengelolaan anggaran 
pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten secaru 
umum belum be1jalan optimal; (2) beberapa hambatan yang dihadapi antara lain 
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tidak transparan, 
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This research analyzes the planning and controiUng aspects in budget 
management activities on Bantcn Regional Office of The Ministry of Law and 
Human Rights. 

Theories used in this research are: the theory of management functions in 
particular aspects of plarming and controlling; the thce>ry of the budget stages 
which includes plaruling, implementation, and reporting; as well as theory about 
control strategies. 

Tb.is research uses analytical descriptive method with qualitative approaches. 
Informants in this research are: officer of program and report preparation section, 
officer of finance and supplies sub section, staffs of finance and suppHes sub 
section, officers and e-mployees on technical and operational units ~ who arc in 
charge of budget management activities. The data was coliedcd through 
interviews and literature review, while the analysis perfom1cd refers to the 
theories and concepts that are used. 

From the analysis of interview results, it can be concluded that: (1} planning and 
controlling in terms of budget management activities on Banten Regional Office 
of The Ministry of Law and Human H:ights, in general has not run optintally; {2) 
severaJ obstacles that faced including policy issues, lack of socialization) 
disbursement mechanisms, lack of coordination and working relationships; (3) 
there's still no transparency on budget management. 

The results of this research suggest Banten Regional Office of The Ministry of 
Law a.11d Human Rights to- improve budget management performance by 
overcoming obstacles with reference to the planning and control rnore mature. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan, akan dideskripsikan pokokHpokok 

permasa!ahan dari peneHtian yang akan disajikan dalam sub lopik rncliputi latur 

belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan peneliticm, dru1 sistcmalika 

penelitian. 

1.1. LATARBELAKANG 

Dalam dua dasawarsa terakhir, telah terjadi perkembangan yang pcsat 

pada akuntansi seklor publik. Muncui beberapa istilah scpcrti akuntnnsJ publik. 

value for money, reformasi sektor publik~ privatisasi, good gorvernance, dan 

sebagainya. Terjadinya reformasi di beberapa negara terrnasuk juga di Indonesia, 

memberlkan da,mpak signlfikan dalam perkembangan akuntansj pada organisasi 

sektor publik, World Bank dalam Mardiasmo (2004: 18) mcndefcnisikan good 

governtmce sebagai suatu penyelenggaraan manajemen. pembangunan ;'ang 

sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran sa1ah alokasi dana investasi, 

pencegahan korupsi balk secara politik dan administratif. 

Isu yang muncul dalam sektor publik merupakan suatu rangkaian yang 

merupakan tuntutan untuk terciptanya good public and corporate governance, 

pemerintahan dituntut agar dikeloJa secara profesional, efektif, dan efisicn, Para 

aparat pemerintahan juga dituntut untuk 1ebih tanggap dengan lingkungannya 

dengan berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik secara transparan dan 

akuntabeL Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen 

yaitu transpararisi, partisipasl dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar 

kebebasan memperoJeh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan 

keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung 

maupun tidal< langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 

aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjaw-aban kepada publik 

atas setiap aktivitas yang diiakukan. 
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Untuk me\VUjudkan good governance yang diinginkan. dlbutuhkan 

refonnasi kelembagaan, refonnasi manajemen publik, reformasi sistem 

penganggaran. refonnasi sistem akuntansi, reformasi sistem pemeriksaan) don 

reformasi sistem rnanajemen keuangan. Pembangunan nasional dan regional di 

segala bidang kehidupan membutuhkan berbagal analisis dan pcnggunn:an 

indikator yang tepat dalam menentukan sebuah kebljakan. 

Dnlam melakukan transaksi-transah>i ekonomi dnn kcuungan, urganisu!>i 

sektor publik memiliki perbedaan dengan sektor swasta. Perbedaan tersebut 

mellputi tujuan organisasi, surnher pcntbiayaan, pola pertangguogjmvaban, 

slruktur organisasi, karakteristik anggaran, stakeholders, dan sistem akuntansi 

yang digunakan. Narnun, baik organisasi pemerintah maupun swasta sama-sama 

menghendaki tujuan, visl dan misi organisasinya dapat tercapui dengan bctdaya 

guna dan berhasil guna. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu 

mjuan, visi dan rnisi yang telah ditentukan, antara lain dipengaruhi oleh faktor 

penentuan kegiatan yang akan dHaksanakan secara rasional dan matang. Proses 

penentuan kegiatan itu meliputi apa yang akan dilaksanakan, siapa yang akan 

melaksanakan, kapan di!aksanakan. dl mana dilaksanakan, dan bagaimana 

rnelaksanakannya, Di dalam penentuan kegiatan tersebut, perlu diperkirakan juga 

kemampuan sumber daya yang dimiHki, balk sumber daya manusia, organisasi, 

dana yang dapat disediakan, mat1pun prasarana dan sarana. 

Dua fungsi utama seorang manajer suatu organisasi adalah merencanakan 

dan mengendahkan operasi, Perencanaan dan pengendalian didefinisikan oleh 

Welsch, Hilton, dan Gordon (1988) seba.gai suatu pendekatan sistematis dan 

formal untuk roenjalankan tahapan penting dari :fungsi pcrencanaan dan 

pengendalian manajemen3
• Secara khusus, hal ini mencakup : 

1) pengembangan dan aplikasi dari tujuan jangka panjang organisusi; 

2) spesiftkasi dari berbagai sasaran organisasi; 

3) suatu perencanaan laba jangka panjang yang dikembangkan dalam arti luas; 

4) suatu perencanaan jangka pendek dengan uraian mengenai pihak yang 

bertanggungjawab; 

3 Welsch, Glenn A., Hitlon, Ronaid W., dan Gordon, Paul N. (1988). Budgeting: Planning and Profit Control. 
New Jersey: Prentice-Hal!, Inc. 
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5) suatu sJstem pelaporan kinerja periodik dengan uraian mcngcnai pihak yang 

bertanggungjawnb; dan 

6) prosedur tindak lanjut. 

Menurut Freeman (2003), anggaran adaiah sebuah proses yang dilakukan 

oleh orgnnisasi sektor publlk untuk rnengalokasikan smnbcr daya yang 

Uimilikinya ke dalam kebutuhan~kebutuhan yang tidak tcrbatas (the process o/ 

allocating resources to unlimited demands{ Pengertian tersebut mcngungkup 

peran slrategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan scbuah orgunisasi publik. 

Anggaran m~·n1pakun alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomL 

Sebagai instrumen kebjjakan eko11omi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan 

pertumbulum dun stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapahm dafam 

rangka mencapai tujuan bemegara, 

Pengelolaan anggo.ran scktor pub!ik terdiri dari kegialan : (1) penentuan 

rencana anggaran mengikuti langkah-langkah penyu:runan tujuan, kegiatan, scrta 

sumber pembiayaan~ (2) pelaksanuan anggan:m, mengenai transaksi penerirnaan 

dan pengeluaran yang dllakukan~ dan (3) pelaporan, sebagai salaJ1satu alat 

evaluasi unggaran, Transparansi datam proses penyusunan anggaran serta 

akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya ekonorni sangat dibutuhkan demi 

penge)olaan keuangan yang tepat, eftsien, efek:tif dan bertanggung jawrtb. 

Pengelolaan anggaran yang akan penu1is hahas dalam penelitian ini, mengacu 

pada teori fungsi manajemen dari Robbins dan Coulter (2002) di mana disebutkan 

bahwa manajemen merniliki fungsi-fungsi seperti merencanakan, mengorganisasi, 

mernimpin, dan mengendalikan. 

Tuntutan akuntabHitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan 

transparansi dan pemberian infonnnsi kepada publik dal.am rangka pemenuhan 

hak-bak publik. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adatah 

kewajiban pihak pemegang arnanah (agent) untuk mernberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan menglll1gkapkan segala 

aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

4 Freeman, Robert J. dan Shoulders, Craig D, (2003). Govemmenfal and Nonprofi! Accounting- Theory and 
Practice, 7lh Edition. New Jersey: Pearson Educalion, Inc. 
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pertanggungjawabru1 tersebu~. Akuntabilltas pub1ik itu sendiri terdiri atas dua 

macrun, yaitu akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban atas pengelolaan dana 

kepada otoritas yang iebih tinggi) dan akuntabilitas horizontal 

(pertanggungjawaban kc:pada musyarakat luas). 

Lebih Ianjut, Mardiasmo menjelaskan bahwa anggaran mcrupakan 

pemyataa.J.l mengenai cstimasi kinerja yang ingin dicapai dalam periode waktu 

tertentu yang dinyatakan dalam ukumn finansial. Tahapan pcnganggaran 1nenjaJi 

sangat penting, karena anggaran merupakan rencana manajerial atas kegiat~n 

unluk mencapal tujuan organisasL Aspek-aspek yang hams tercakup dalam 

anggaran sektor publik melipuli aspek pcrencanaan. aspek pcngendalian, dnn 

aspek akuntabilitas publik. 

Aspek penyusunan yang baik dan tepat sangnt dlperlukan untuk mencapai 

target yang sesuai dengan sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan suatu 

pembangunan. Setiap tahapan penyusuna.n pembangunan mcrupak:an investasi, 

sehingga sumber daya yang digm1akan harus dapat lcbih efisien dan efektif sesuai 

dengan tujuan pcmbangunan dengan analisis yang sistematis terhadap dampak 

ekonomi dari probttarn pembangunan terhadap perekonomian. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara sa,a."I-Jsatunya mengatur berbagai ketentuan mengena1 

penyusunan dan penetapan APBN/ APBD yang meliputi penegasan lujuan dan 

fungsi penganggaran pemerintah, pencgasan peran DPR/DPRD dan pemerinla.h 

dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem 

akuntahiiitas kinerja dalam sistem penganggaran~ penyempumaan klasifikasi 

anggaran~ penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka 

mene.ngah dalam penyusunan anggaran. 

Penyusunan hams dilihat sebagai hagian yang integral dari setiap proses 

pernbuatan impJementasi keputusan. Sebagai konsekuensinya, penyusunan tidak 

akan ada artinya bila tida..'c diikuti desentraiisasi dalam implernentasinya. 

Desentralisasi itu sendiri adalah tanggung jawab bagi penyusunan dan atau 

alternatif pelaksanaan balance of power antara pusat dan daerah dalam menyusun 

5 Mardlasmo. (2002}. Akuntansi Sektor Pubfik. Ycgyakarta: Andl {hat. 20) 
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penyusunan terhadap apa yang ak:an dihadapi untuk pembangunan pada saat ini 

dan masa yang ak:an datang. 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HE~k Asasi Manusia Banten 

merupakan instansi pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia RI di wilayah Propinsi Banten. Dalam melaksanakan sebagian 

tugas-tugas pokoknya, Kamor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Banten dibantu oleh beberapa satuan kerja selaku unit pelaksana teknis 

seperti lembaga pemasyarakatan, rumah tahamm negara, rurnah penyimpanan 

benda sitaan negara, balai pemasyarakatan, dan kantor imigrasi yang herada di 

wilayah Propinsi Banten. Demi mewujudkan sasaran maupun tujuan 

pembangunan serta menyelcnggarakan pclayanan bagi masyarakat, Kantor 

Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mcmbutuhkan 

anggaran yang memadai guna menunjar:.g kegiatan-kegiatan yang dilakukan, 

untuk itu diperlukan penyusunan program secara efektif dan penyusunan anggaran 

yang efisien. 

Anggaran berbasis kinerja (perfOrmance budgeting) merupakan suatu 

sistem penyusunan, penganggaran, dan evaluasi yang menekankan pada 

keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. Hal ini mengandung 

konsekuensi bahwa setiap alokasi dana harus dapal diukur pencapaian 

output/outcome yang hendak dicapai dari input yang ditetapka.n. Penerapan 

penganggaran kinerja dimulai dengan penyusunan kinerja (memuat komitmen 

tentang kinerja yang akan dihasilkan) yang kernudian dijabarkan ke dalam 

program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya setiap 

instansi menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan program-program dan 

kegiatan-kegiatan yang direncanakan dengan format rencana kerja dan anggaran 

kementerian/lembaga (RKA-KL), yang akan dibahas dengan otoritas anggaran 

(Departemen Keuangan, Bappenas, dan DPR). RKA-KL dari keseluruhan 

kementerian /lembaga inilah yang kemudian menjadi bahan penyusunan RAPBN 

bagi pemerintah. 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

juga mengatur tugas dari pimpinan suatu kementerian negara / lembaga selakt1 

pengguna anggaran, antara lain : 
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a) menyusun rancangan anggaran kementerian ncgara / Icmbaga yang 

dlpimpinnya; 

b) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; 

c) melaksanakan anggaran kementer!an negara /lembaga yang dipimpinnya; 

d) melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukon pajak dan 

menyetorkannya ke kas negara; 

e) mcngelola piuta:ng dan utang negara yang mt:njadi tanggung jawab 

kementerian negara I iembaga yang dipimpinnya; 

f) mengelola barang miHk I kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

k.ementerian negara I lembaga yang dipimpinnya; 

g) menyusun dan menyampaikan faporan keuangan kementcrian negara I 

lembaga yang dipimpinnya; 

h) melaksanakan tugas-t:ugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan 

ketentuan undang~undang. 

Pemerintah telah menetapkan standar tahap~tah.:1p pengelolaan anggaran 

yang hams dipcnuhi. Standar-standar tcrsebut dituangkan dalam beragam 

peraturan perundangan yang dikeluarkan oleb instansl-instansi lerkait seperti 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta unit~unit dari 

Deprutemen Keuangan seperti Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat JenderclJ 

~erbendaharaan~ serta Kantor PeJayanan Perbendaharaan Negara. Setiap unit 

pelaksana teknis memiliki strateginya masing-masing dalam memenuhi dan atau 

menyesuaikan dengan standar-standar tersebut di atas. 

Penyelenggaraan pemerinta.han negara untuk mewujudkan tujuan 

bemegara rnenimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam 

suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung 

terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan 

keuangan. negara perlu diseienggarakan secan1 profesional~ terbuka) dan 

bertanggungjawab sesuat dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 meJiputi asas-asas akuntabilitas berorientusi pada 

hasil 1 profesionatitas, proporsionalilas, keterbukaan dalam pengelolaan kemmgan 
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nega:ra, serta pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan 

mandiri. 

Pengelolaan dan pertm.lggungjawaban keuangan negara diatur dalarn 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara 

lain mengenai : 

• Ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara 

o Kewenangan pejabat perbendaharaan negara 

• Pelaksanaan pendapatan dan bclanja negara I daerah 

• Pengelolaan uang negara I dacrah 

• Pengelolaan piutang dan utang ne-gara I daerah 

• Pengelolaan investasi dan barang miHk negara I daerah 

• Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN I APBD 

• Pengendalian internal pemerintah 

• PenyeJesaian kerugian negara I daerah 

• Pengelolaan keuw1gan badan layanan umum. 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dcpartcmcn 

Keuangan Republik Indonesia Nomor: Per-66/PB/2005 tentang Mekanjsme 

Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Neg""' 

telah ditetapkan beberapa hal antarn lain: 

1) Bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupak:an rencana 

keuangan tahunan pemerintah negara yang telah disetujui oleh Dewan 

Perwakilan R.akyat berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 

tahun berkenaan. 

2) Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIP A) mempakan suatu dokumen 

pelaksanaan anggaran yang dibuat oieh menteri ! pimpinan icmbaga atau 

satuan kerja yang bersangkutan serta disahkan ofeh Direktur Jenderal 

Perbendaharaan I Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan 

pembiayaan kegiatan. 
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Konsep daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA} disusun untuk masing­

masing satuan kerja. Pada prinsipnya satu DlPA untuk satu satuan kerja, namun 

khusus untuk Departemen Hukum dan Hak Asasl Manusia, Kejaksaan Agung, 

Departemen Keuangan. Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian 

Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pusat Statistik. satu 

dokumen DIPA dapat meliputi beberapa satunn kerja pada masing-masing 

propinsi/kantor wilayah, 

Dalam rnngka menciptakan aklUltabilitas sektor pubHk. laporan keuangan 

dalam lingkungan sektor publik juga mengambil pcranan yang tak kalah 

pentingnya. Semakin besarnya tuntutan tcrhadap peiaksa..r1aan akuntabilitas sektor 

pub!ik, memperbcsar kc:butuhan akan transparansi informasi kcuangan scktur 

publik. Informasi keuangan ini juga bcrfungsi sebagai dasar pertimbangan dalum 

proses pengrunbilan keputusan. Penyusunan laporan keuangan bagi organisasi 

sek:to:r puhlik di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 

Kegiatan pengelolaan anggaran yang dilakukan olch Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yaug mellputi tahapan 

penyusunan, pe!a.t::sanaan, pertanggungjawaban serta pcngawasan, merupakan 

suatu proses yang berjenjang. Selaku unit wilayah, Kantor \Vilayah Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten selain bertugas mengelola anggaran untuk 

kantur yang bersangkutan, juga bertugas menghimpun usulan anggaran dan 

menghimpun serta mengawasi Japoran realisasi anggaran dari seluruh unit saturu1 

kerja di wilayahnya, untuk selanjutnya disampaikan atau diteruskan kepada unit 

eselon I. 

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan anggaran tersebut, Kantor 

Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten masih rnenghadapi 

berbagai hambatan, antara lain : 

1) Penyampaian usulan anggaran belum sesuai dengan sthndar penyusunan 

usulan anggaran serta data dukung yang lidak lengkap (Sumber: konsep 

usulan anggaran para satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah 

Deparlemen flukum llan Hak Asasi lvfanusia Banlen); 
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2) Banyaknya pengajuan revisi dari para satuan ketja unit peJaksana teknis 

mengenai usul revisi sub kegiatan, aktm, uraian kegiatan, vo!ume maupun 

harga satuan (Sumber: usulcm revisi dari para satuan kerja dl lingkungan 

Kantor Wi/ayah Departemen Hukum dan HakAsasi fttfanusia Banten); 

3) Pada beberapa saluan kerja, ada kegiatan yang anggarannyn tidak terealisasi 

(Sumber: Data Laporan Reaiisasi Anggaran /Jelcmja Tahun 2008); 

4) Penyampaian laporan keuangan dan laporan barang milik negara dari beberupa 

satuan kerja yang bdum tepat wakru (Sumber: Laporan SAKPA dan SAKPB). 

Penelitian ini diharapkan dapar memberikan gambanm serta kajian secara 

tcoritis maupun empjris mengenai proses pengelolaan anggaran yang meliputl 

penyusunan, peJaksanaan, dan pelaporan anggaran. Berdasarkan pemikiran 

tersebut, penuHs tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang proses 

ponyusunan anggaran~ pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran 

pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak: Asasi Manusia Banten dengan 

mengacu pada teori Robbins dan Coulter (2002) mengenai aspek perencanaan dan 

pengendalian dari fungsi rnanajemen. Analisis ini ditujukan unluk meHhat proses 

pengelolaan anggaran dalam rangka meningkatkan efisiensl dan efektifilas. 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten 

mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan1 koordinasi pengelolaan dan 

pelaksanaan anggaran pada satuan kerja unit pelaksana teknis di lingkungan 

wilayah Propinsi Banten agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menging.at 

kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran) pelaporan, serla 

pengawasan dl lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asosi 

Manusia Banten masih memiliki beberapa harnbatan, diperlukan sebuah rencana 

strategis guna mengatasi hambatan-hambatan ten;ebut 

Sebagaimana telah penulis uraikan dalam Iatar belakang masalah tersebut 

di atas, maka dapat dirumuskan pokok pennasalahan sebagai berikut : 

Universitas Indonesia 

Analisis Pengelolaan..., Rahadyanto, Pascasarjana UI, 2009



10 

I) Bagalmana analisis aspek perencanaan dan pengendallan pada kcglatan 

pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Banten? 

2) Strategi apa yang dapat diupayakan agar pengeiolaan anggaran tersebut dnpat 

bCJjaian lebih baik? 

1.3. TUHJAN PENELITlAN 

Peneiitian ini bertujuan untuk : 

1) Menganalisis penerapan aspek pereneanaan dan pengendalhm manajemen 

pada kegiatan pengclolaan anggaran di Kantor WiJayah Departcmen Hukum 

dan Halt Asasi Man usia Banten. 

2) Menjabarkan strategi yang perlu dilakukan sebagai upaya agar pengelolaan 

anggaran dapat berjalan iebih baik. 

1.4. MANFAAT PENELI11AN 

Penelitian ini dlharapkan dapat memberika.-1 manfaat sebagai berikut : 

I) Munfaal Praklis : 

Memberikan masukan, analisis serta tanggapan dalam rangka penlngkatan 

kinerja kegiatan pengeloJaan anggaran pada Kantor \Vilayah Departemen 

Hukurn dan Hak Asasi Manusia Banten untuk berjalan lebih optimaJ. 

2) Manfaat Akademis : 

Memberikan sumbangan saran dan pengetahuan yang roungkin dapat berguna 

bagi penelltian yang dilakukan selanjutnya. 

1.5. KERANGKA PENELITIAN 

Sebagai kerangka awal, kegiatan yang akan dilakukan selama proses 

penelitian ini adaiah: 

a) Pengurupulan data tekstual~ melalui berbagai peraturan perundang-Wldangan, 

buku, tesis, jurnal maupun secara online terkait dengan kegiatan pengeJoiaan 

anggaran yang meliputi penyusunan. pe)aksanaan, dan pelaporan. 

b) Wawancara dengan para infommn yang bertugas pada urusan kcmmgan dan 

penyusunan anggaran pada kantor wilayah dan unit-unit pelnksana teknis (.H 
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lingklmgan Kantor Wilayab Deperlemen Hukum dan Hak Asasl :!'vfanusit~ 

Banten. 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan gnmbaran singkat dad keseluruhan materi tesis ini, 

penulis menyajikan sistem pembahasan da[am cnam bab dengan uraian Im!Sing­

mesing bnb adalah sebagai berikut ; 

BAB I PENDA!lliLUAN 

Bah ini menguraikan tentang lalllf belakang, pokok pcrmasalahan, 

t~iuan penelitian, manfaat pcnelitian baik secara praktis maup1m 

ukademis~ kerangka penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN LITERA TIJR 

Bah ini menguraikan tentang landasan teori yang relevan dengan topik 

penelitian. Kerangka teori yang digunakan meliputi aspek perencanaan 

dan pengendalian dari fungsi manajemen, konsep dan fungsi anggaran 

yang meliputi peoyusunan anggaran, pe1aksanaan anggtuau, 

pertanggungjawabim anggaran, se1ta konsep stratcgi pengendalian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam peneHtan ini mulai dari pendekatan penelitian, sumber data dan 

instrumen penelitian, proses pengumpulan data, proses analisis data, 

serta operasionalisasi konsep. 

BAB IV GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Bab ini menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi Kantor Vlilayah 

Departemen Hukurn dan Hak Asasi lvfanusia Banten~ khususnya 

mengenai tugas sub bagian penyusunan progr-am selaku perencana dan 

penyusun anggaran, scrta sub bagian kcuangan sdaku pengelola 

anggaran. 
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BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan hasH dari wawancara dengan pihak-pihak terkah dengan 

kegiatan pengelolaan anggaran meliputi penyusunan, peluksanaan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan. Menguraikan basil pengamatan 

atas studi dokumentasi melalui peraturan pcrundangan, buku-b11ku, dan 

litcratur Jainnya. Selain itu, mclakukan amtllsis atas pennasalahan yang 

dihadapi sebagai dasar untuk pengambilan stralegi pengelolaan 

anggaran yang lebih baik pada Kantor Wilayah Depart em en Hukum dan 

Hak Asasi Y1anusia Bantcn. 

BAB Vl KES!MPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan kesjmpulan serta saran-saran yang dapat dlgunakan 

seba.gai pendukung pengambHan Jangkah~langkab optimalisasi kegiatan 

penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasun 

anggaran pada Kantor Wilayah Departemcn Hukum dan I-Iak As.asi 

Manusia Banten. 
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TINJAUAN LITERA TUR 

Sebelum membahas tentang pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, penulis akan menjelaskan 

tcrlebih dahulu secara teoritis mengenai konsep pengelolaan <..litinjau dari aspck 

pcrencanaan dan pengendalian dari fungsi manajemen. Selain itu, penulis juga 

akan menjelaskan tentang konsep anggaran, dan konsep rnanajemen strategi. 

2.1. KONSEP FUNGSI MANAJEMEN 

Pengelolaan atau manajemen merupakan sebuah proses pengkoordinasian 

kegiatan-kegiat<ln pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara 

efisien dan efektif Proses adalah cara sistematik yang sudah ditetapkan dalam 

melakukan kegiataa. Dinamakan sebagai suatu proses karena kegiatan 

pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus 

mencrus. Kegiatan pengelolaan bukanlah kegiatan yang mudah bagi para 

pimpinan dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. 

Konsep fungsi manajemen dalam penelitian ini mengacu pada teori yang 

dinyatakan oleh Robbins dan Coulter (2002). Dalam bukunya, mereka 

menjelaskan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut: 

Mendefinisikan sasa­
ran, menetapkan stra­

tegi, dan menyusun 
bagian-bagian rencana 
untuk mengkoordinasi­
kan sejumlah kegiatan 

Menen\ukan apa yang 
perlu dilakukan, bagai­
mana cara melakukan, 
dan siapa yang harus 

melakukannya 

Mengarahkan dan 
memotivasi selurutJ 
pihak yang terlibat 

dan menyelesaikan 
konflik 

Sumber: Robbins dan Coulter da/am Management, 71h Edition (2002). 

13 

Meman\3u kegiatan guna 
meyokinkan bahwa 
kegiatan tersebut 

disetesaikan seperti yang 
direncakanan 
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Dua fungsi utama bagi seorang manajer, yakni membuaf perencanaan dan 

melakukan pengendalian. Dalam keglatan dunia usaha, sistem perencanaan da.Jl 

pengendalian banyak: digunakan dalam rangka menjalankan tanggWig jawab 

perencanaan dan pengendalian manajemen. 

Perencanaan dan pengendalian merupakan integrasi yang tidak dapat 

dipisahkan dalam akuntansi manajemen. Tahap~tahap penting dari proses 

perencanaan dan pengcndalian yaitu : 

1) Perencanaan strategis bempa penyusunan tujuan dan sasaran yang bersifat 

fundamental dan jangka panjang, 

2) Pe.rencanaan operasional. 

3) Proses penganggaran. 

4) Pengendalian dan pengukuran. 

5) Pelaporan, analisis, dan umpan balik. 

Keberhasilan suatu organisasi akan diuk.ur dalam bentuk pencapaian 

sasarannya. Manajemen menurot Justine T. Sirait (2006), dapat dideflnisikan 

sebagai proses penetapan sasara.n organisasi dan melaksanakan kegiatan untuk 

mencapai tujuan tersebut melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

organisasi 4
• Oleh karena itu, dalam manajemen suatu organisasi harus &eialu 

menjalankan tanggung jawab manajernen, yang sering disebut sebagai fungsi 

mana:jemen. 

Menurut Deddi Nordiawan (2008), akuntansi manaJemen mencakup 

aktifitas inti sebagai berikut: 

1) Partisipasi dalam proses perencanaan pada tingkatan strategis dan operasional. 

Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan, penentuan rencana sarnpai dengan 

penyusunan anggaran yang dinyatakan secara kuantitatif 

2) Pembuatan dari panduan untuk keputusan manajernen. Hal ini mencakup 

pembuatan, analisis) penyajian, dan interpretasi dari infonnasi relevan yang 

memadai. 

3) Memberikan kontribusi kepada pengawasan dan pengendaHan kinerja melalui 

pemhuatan laporan atas kinerja organisasi yang mencakup perbandingan 

4 Sirait, Justine T. (2006). Arrggaran Sebagai Alaf Banlu Manajemen. Jakarta: Grasindo. 
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antara kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan I Jianggarkan. Di 

samping itu juga mencakup analisis dan interpretasinya5. 

2.1.1. Aspek Perencanaan 

Perencanaan merupakan fungsi utarna manajemen yang meliputi proses 

mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi, dan menyusun bagian-bagim1 

rencana untuk kemudian mengkoordinasikan sejumlah kcgiatan. Pcrencanaan 

meliputi pcmilihan kegiatan yang perlu dikerjakan serta pemilihan cara yang tepat 

untuk melakukannya. 

Definisi perencanaan menurut Robbins dan Coulter (2002) adalah: 

''proses yang mencakup pendejinisian sasaran organisw;i, penetapan 
strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran tersebut, serta 
penyusunan serangkaian rencana yang menyeluruh untuk 
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sejumlah pekerjaan"6

. 

Lebih lanjut Robbins dan Coulter mengungkapkan alasan bagi para 

pemimpin organisasi melakukan perencanaan adalah : 

I) perencanaan memberikan arah dengan mcnctapkan usaha yang terkoordinasi; 

2) perencanaan mengurangi dampak perubahan; 

3) perencanaan meminimalkan waktu dan sumber daya yang terbuang serla 

pekerjaan ganda; 

4) perenc.anaan menjadi standar yang digunakan dalam pengendalian. 

Sedangkan Justine T. Sirait (2006) menyatakan bahwa perencanaan adalah 

proses pembuatan tujuan perusahaan dan memilih tindakan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan, melalui (1) penetapan tujuan organisasi; (2) pembuatan asumsi 

mengenai lingkungan di mana tujuan akan dicapai; (3) memilih tindakan untuk 

mencapai tujuan tersebut; (4) memulai kegiatan yang diperlukan untuk 

menjabarkan rencana menjadi tindakan; dan (5) melakukan perencanaan ulang 

untuk memperbaiki kekurangan yang ada. 

5 Nordiawan, Deddi. (2008). Akuntansi Sek/or Publik. Jakarta: Sa!emba Empat 
s Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. (2002). Management, 71h Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 
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Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert It. (1995), seorang manajer tidnk 

dapat mengetahui bagaimana mengorganlsasikan orang dan sumber daya secara 

efektif tanpa adanya sebuah rencana. Mereka mungkin bahkan tidak mempunyai 

ide yang jeJas mengenai apa yang perlu mereka organisasikan. Tanpa rencana. 

ma.najer dan bawahannya hanya mempunyai peluung kecil untuk rnencapai 

sasnran atau mengetahui kapan dan di mana mereka keluar dari jalur, 

Sasaran adalah hasil yang diinginkan untuk individu, kelompok, dan 

seluruh organisasi. Sasaran sering pula discbut scbagai dasar perem::anaan, karena 

sasaran dapat memberikan arah bagi s~;:mua keputlt.'lan rnanajemen dan 

membentuk krlteria yang digunaknn untuk mengukur penyelesaian pekerjaan. 

Empat alasan bahwa sasaran merupakan suatu hal yang penting, adaiah sebagai 

berikut: 

I) Sasaran membcrikan arah; 

Tanpa sasaran, individu dan organisasinya cenderung tidak menenttt, bereaksi 

terhadap perubahan lingkungan tanpa aiasan yang jelas rnengenai apa yang 

sebenarnya mereka inginkan. Dengan menetapkan sasaran, individu dan 

organisasinya mendukung motivasi mcreka dan memperoleh stunber inspirasl 

yang membantu mereka: mengatasi hambatan yang akan dihadapi. 

2) Sasaran memfokuskan usaha kita; 

Set!ap individu dan organisasi pasti memiliki keterbatasan sumber daya dan 

sejumlah besar cara memanfaatkannya. Dalam memiilih sasaran tunggal atau 

sejumtah sasaran yang saling berkaitan, kita menetapkan prioritas dan 

memberikan komitmen mengenai cara ldta akan menggunakan sumber daya 

yang Jangka. Hal ini sangat penting bagi organisasi~ dimana seorang pimpinan 

atau manajer harus mengkoordinasikan tinadakan banyak orang. 

3) Sasaran menjadi pedoman rencana dan keputusan ki1a; 

Individu da1am organisasi akan menghadapi :situusi untuk mengambil sebuah 

keputusan penting, di mana keputusan itu akan dibentuk darj sebuah rencana 

jangka pendek dan jangka panjang yang diambil berdasarkan sasaran yang 

ingin dicapai. 
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4) Sasaran membantu kita rnengevaluasi kemajuan yang kita capai; 

Sasaran yang dapat diukur pada tanggal tertentu menjadi standar prestasi yang 

membuat individu dan manajer dapat mengevaluasi kemajuan mereka7
• 

Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr. (1995) menyebutkan bahwa dalam 

menetapkan sasar:m, dikenal ada dua jenis pendekatan. Pertcmw adnlah penetapnn 

sasaran tradisional, dimana sasaran dltetapkan di lingkatan puncak dan. kcmudian 

dipeeah~pecah ke sejumlah sub sasaran pada tiap-tiap tingkatan dalam organJsasL 

Kedua adalah manajemen berdasarkan h1juan arau management by objectives 

(MBO), Dalam sistem MBO , sasaran kinerja yang rinci ditcntukan bcrsama~sama 

oteh para karynwan dan para manajer. Kemajuan ke amh pcncapAian sasanm, 

dikaji secara bcrkala dan imbalan dibagikan berdasarkan kemajuan itu. MBO 

menggunakan sasaran sekaligus untuk memotivasi karyawannya. 

Langkah-langkah dalam proses _penetapan sasaran menurut Robbins dan 

Coulter. terdiri dari lima langkah yattu (a) rnengkaji misi organisasi; (b) 

mengevaluasi sumber daya yang tersedia; (c) menenLUkan sasaran sccara individu 

atau dengan masukan dari orang Jain; (d) mcnulisk<m sasaran dan 

mengkomunikasikannya kepada semua yang perlu mengetahuinya; dan {e) 

mengkaji basil untuk melihat apakah sasaran telah tercapai. 

2.1.2. Aspek Pengendalian 

Pengendalian dalam fungsi manajemen didefinlsikan oleh Robbins dan 

Coulter (2002) sebagai suatu proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa 

kegiatan itu diselesaikan seperli yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan 

bahan eva.Juasi untuk mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Kegiatan 

pemantauan dan evaluasi kinetja perlu dilakukan oleh para pimpinru1 agar dapal 

mengukur k:inerja aktual apakah sudah berjalan sesuai dengan sasaran yang telah 

ditentukan atau belum. Tujuan pengendalian adalah untuk meyakinkan bahwa 

semua aktivitas dilaksanakan dengan cara-cara yang mengarah pada pencapaian 

tujuan-tujuan organisasi. 

7 Sloner, James A.F., Freeman, R Edw-.:.rd, Gilbert, Jr" Daniel f<. (1995}. Management, 8ih EdJlion New 
Jersey: Prentice-H?.II, Inc. 
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Dcfinisi Robert J. Mockler rnengenai pcngendalian menunjukkan clemcn e,sensial 

dari proses pengendalian : 

"Pengendalian manajemen adalah usaha sistema/is untuk 
mcnetapkan standar prestasi kelja dengan tujuan perencanaan, 
untuk mendesain sistam umpan batik informasi, untuk 
membandinglwn prestasi yang sesungguhnya dengan standar yang 
te'lah ditetapkan tcrlebih dahulu, untuk menetapkan apakah ada 
de.viasi dan untuk mengukur signifikasinya, serta mengambil 
tindakan yang diperlukan WJWk menwstikan bahwa semua sumber 
daya perusahaan digurmkan dengan cora yang seefoktifdan se(!fisien 
mungkin untuk mencapai tujuan organ;sasi'--H 

Gambar 2:.1. 

langkah~Langkah Dasar Dalam Proses Pengcndalian 

Telapkan sl.andar dan 
me!oOO mengukur 

prestasi kerja 

M<:mgukur 
preslasi 

kerja 

Apakah prestas! 
ke;ja sesuai 

de:1ga11 s!andat? 

Ya 

T!dak 
rnelakukan 
apa-apa 

Tldak Ambil findakan 
korektlf dan evaluasi 

ulang siandar 

Sumber: Robert J. Mrekier dafam Stoner. Freemt~fl, & Gilbert Jr. ~Msnagemenr, f3li' Edilioff {1995). 

8 Robert J. Mockler dalam Stoner, Freeman, Gl~ert Jr. {1995). Management, fPil Edition. New Jersey; 
Prentice-Hall, Inc. 
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Definisi Mockler tersobut membagi pengendallan menjndi empat Iangk!th 

seperti pada Gambar 2.1. Langkah-langkah itu adalah : 

a. Menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja; 

Ideafnya, sasaran dan tujuan yang ditetapkan ketika berlangsung proses 

perencanaan dinyatakan dalam istilah yang jelas, dapat diukur termasuk batas 

waktunya. 

b. Mengukur prostasj ket:ia; 

Pengukuran merupakan proses yang berulang~u!ang dan berlangsung ten1s 

n1enerus. Frekuensi pengukuran tergantung pada tipe aktifitas yang diukur, 

c. Menetapkan apakall prcstasi kcr:ja sesuai dengan standar; 

Membandingkan h:tsil pengukuran dengan target atau standar yang tclah 

ditetapkan. Apabila ada perbedaan antara standar dan kinerja sesunggt1hnya, 

maka harus diJakukan penyesua.ian ldnerja, penyesuaian standar, atau mungkin 

tidak melakukan tindakan apapun. 

d. Mcngambil tindakan korektif. 

Bagian penting dari proses pengendalian adalah mengambil lindakan k<.lrekti[ 

yang dipe:rlukan, Langkah ini diambil bila prestasi yang dicapai lebih rendah 

dari standar dan analit;ls menunjukkan ada tindakan yang diperlukan, 

Tindakan korektif dapat termasuk perubahan dalam satu atau beberapa 

aktifitas operasi organisasi. 

Pengendalian merupakan kegiatan yang sangat penting. karena 

pengendalian dapat membantu para manajer dalarn memonltor keefektlfan 

ak.tifitas perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan mereka. Menurut 

Certo (1991), pengembnngan model umum pengendalian slrategi digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.2, 

Pengembangan Model Umum Pengendal!an Strategl 

Pekerjaan njak perlu 

dilanju!kan <:= langkah Ya 
perbaika'1 

• • • 
• • • 
t 

Pengendatian Mengukur M&mbandingk:an = Kinerja 

dimulai = kinerja. = has!! pengukuran Memenuhl 
Cengan standar = standar 

I • • • • • • • 

/ • 
Melakukan lmreksi: 

S!tuasl ketja perubahan rencana, 
yang baru <:= organisasi, 

dimu!ai mempengaruhi Tldak 

metode 

Sumber: Cerlo, Samuel dan Peter, J. Paul dB/am Strategic Management: Concepts and Appffcalions. (1991) 

Pengendalian strategi adalah bentuk khusus dad pengendalia:u organisasi 

yang mernfokuskan kepada pcngawasan dan evaluasi proses manajemen strategi 

dengan tnaksud untuk meyakinkan bahwa hal terseb\lt secara fungsi bisa. berjalan. 

Tujuan dari dilakukannya pengendalian strategi antara lain adalah : 

• Membantu manajemen puncak untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

pengawasan dan evaluasi proses manujemen strategi, 

• Agar lebih yakin bahwa pihak-pihak terkait memahami bisnis yang digeluti. 

• Untuk mengevaluasi strategi bisnis terhadap keabsahan dan rcal1tas, 

mengujinya ierhadap tujuan organisasi, keberadaan sumber daya dan kerangka 

umum. 

• Untuk mengevaluasi timbal balik yang akan didapat manajemen dari 

mengubah lingkungan, tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 

• Untuk mengcmbangkan wawasan orong-orang yang ada di organisasL 
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2.2. KONSEP ANGGARAN 

Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan 

perencanaan strategik yang telah dibuat Tahapan pengangga:ran menjadi sangat 

penting karena anggaran yw1g tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja 

akan dapat menggagalkan perencanoan yang sudah disusun. 

Dcddl Nordiawan (2008:48) menyatakan bahwa angganm sebagai 

pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dkapai sclama peri0de waktu 

tertentu daiarn ukuran finansiaL Anggaran sebagai sebuah rencana finansial 

menyatakan : 

1. Rencana~rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktifltas Jain 

yang dapat mengembanglr..an kapasitas organisasi dalam pclayanan. 

2. Estimasi besarnya biaya yang barus dikeluarkan dalarn merealisasikan rcncana 

tcrsebut. 

3. Perkiraan swuber-surnber mana saja yang akan mengha">i!kan pemasuknn ser!a 

seberapa besar pemasukan tersebut 

Lebih lanjut Deddi Nordia\.van (2008) menyebutkan bcbcrapa fungsi 

anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik sebagai berikut: 

1) Anggaran sebagai alat perencanaan 

Agar dapill mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan 

yang dibuat. 

2) Anggaran sebagai aiat pengcndalian 

Agar dapat menghindari pengefuacan yang tertalu besar atau yang tidak 

semestinya. 

3) Anggaian sebagai alai kebijakan 

Agar dapnt menentukan arab atas kebijakan tertentu, 

4) Anggaran sebagai alat politik 

Agar dapat dilihat kornitmen pengelola dalam meJaksanakan program­

program yang telah dijanjikan. 

5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi 

Agar dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan 

dHakukan dengan sub organisasi yang ada. 
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6) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja 

Agar dapat menjadi ukuran apakah suatu bagian I unit kerja telah memennhi 

target baik berupa terlaksananya aktifitas maupun tcrpenuhinya efeslensi 

biaya. 

7) Anggaran sebagai alat motivasi 

Agar nilai-nilai nominal yang ada dapat digunakan menjadi lal'get pencapaian. 

Sedangkan Indra Bastian (2006) menyebutkan kebutuhan identifikasi 

anggaran dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel2.1 

ldentifikasi Kebutuhan Anggaran 

Anggaran digunakan sebagal alat untuk menetapkan 
kehendak pemerintah untuk meningkalkan kescjahteraan 
masyarakat (public welfare} dengan ja!an memanfaa!:kan 
sumber day a dan dana untuk mendukung kegiatan 
pembangunan ]angka panjang dalam beotuk. anggaran 

c;,: He'" tahunan (annual budget) 

·:, Anggaran digunakan sebagai alat pengenda!ian yang efekiif, 
· sehingga harus dilakukan secara melekat {built~in ODlltrolj 

dalam tubuh organisasi atas bertangsungnya pelaksanaan 
kegia1an 

senap i 
periodik maupun insidentil, yaitu : 

Apakah sudah sesuai dengan rencana kegiatan 
anggaran? 
Apakah tidak menyimpang dari peraturan perundang -
undangan? 
Apakah sudah dl!aksanakan secara efisien dan efektif 

yang 

Sumber: J:xira Bastian daJam Alwntansi Sektor Pub!ik; Suatu Ptmganfar (2GQ6) 

Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan 

dalam satuan moneter sekaligus dapat dipergunakan sebagai alat pengendalian dan 

pengawasan. Agar fungsi tersebut dapa~ berjalan dengan baik, maka sistem 

anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengelu"ran harus dilaksanakan 

dengan cermat dan sistematis (IV1ardiasmo, 2002:75). 
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lndra Bastian (2006) Jebih tanjut menyehutkan tentang karakterlstik 

anggaran sektor publik adalah sebagai berikut : 

a) Anggaran dinyatakan dalarn satuan keuangan dan satuan non keuangan. 

b) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa 

bulan. 

c) Anggaran berisi komit:men atau kesanggupan manajemen untuk mencapai 

sasaran yang ditetapkan. 

d) Usulan anggaran ditclaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 

tinggi dari penyusun anggaran. 

e) Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 

Siklus anggaran adalah masa atau jangka wak:tu mulai saat anggaran 

disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang­

undang. Siklus anggaran berbeda dengan tahun anggaran. Tahun anggaran adalah 

masa satu tahun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran aiau 

waktu di mana anggaran tersebut dipertanggungjawabkan, Jelasiah, bahwa siklus 

anggaran bisa mencakup tahun anggaran atau melebihi tahun anggarun. karena 

pada dasamya berakhlmya suatu siklus anggaran diakhiri dengan perhitungan 

anggaran yang disahkan oleh undang-undang. Siklus anggaran terdiri dari 

beberapa tahap, yaitu : 

• Tahap penyusurum anggaran 

• Tahap pengesahan anggaran 

• Tahap pelaksanaan anggarnn 

• Tahap pegawasa11 peaksanaan anggaran 

• Tahap pengesahan perhitungan anggaran 

2.2.1. Penyusunan Anggaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara I Daerah memberikan informusi 

rinci tentang program-program yang direncanakan pemerlntah untuk 

meningkatkan kuaHtas kehidupan rakyat, dan bagalmana program-program 

tersebut dibiayai. Proses penyusunan anggaran padu scktor pubiik umumnya 
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disesuaikan dengan peraturan lcmbaga yang lebih tinggi. Proses penyusunan 

anggaran menurut Mardiasmo (2002:68) mempunyai tujuan : 

l) Mernbantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi 

antarbagian dalam lingkungan pemerintah. 

2) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan 

jasa pub!ik melalui proses pemrioritasan. 

3) Mcmungkinkan bagi pemerintah untuk memcnuhi rriorilas belanja. 

4) Mcningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pcmerintah kepada DPR 

I DPRD dan masyarakat luas. 

Pada tahap perencanaan anggaran, ada 2 jcnis pendekal.an utama, yaitu 

pendekatan tradisional dan pendekatan new public management. Perbedaan an tara 

kedua pendekatan tersebut adaJah sebagai herikut: 

a, Pendekatan Tradisional 

Dalam pendekatan· tradisionaJ ini, terdapat dua ciri utama, yaitu penyusunan 

berdasarkan pos-pos belanja (berdasarkan sifat dari pcnerimaan dan 

pengeluaran) dan penggunaan konsep inkrementalis (perhltungan anggaran 

talmn sebelunmya dengan tingkat kenaikan tertentu). 

b. Pendekatan Anggaran New Public Management 

Sebagai reaksi terbadap berbagal masalab fundamental yang dihadapi oieh 

pendekatan tradisionai. maka munculah penganggaran baru seperti "Planning, 

Programming, Budgeting System {PPBS)1
', "Zero Based Budgeting (ZBBY', 

dan "Performance Budgetin!f'. 

Sistem penganggaran telah berkembang sesuai dengan peningkatan 

pencapaian kualitas. Berikut ini adalah jenis-jenis anggaran sektor publik, an tara 

lain: 

a) Sistem Anggaran Tradisionaf 

Sistem anggaran tradisional adalah suatu cara penyusunan anggaran 

yang tidak didasari oleh pemlkiran dan analisis rangkaian kegiatan yang perlu 

dilakukan untuk mencapai tujuan. Proses penyusunannya lebih berdasarkan 

kepada kebutuhan rutin atas obyek pengeiuaran (line-item budgeting), Sistem 
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anggaran ini didasarkan pada. dan darimana dana berasal (pos-pos pcnerimaan) 

dan untuk apa dana tersebut digunakan {pos-pos pengeluaran) seperti belanja 

pegawai, be!anja barang. belanja pemeliharoan, dan pengeluaran rutin 1ainnya. 

Kenaikan niiai anggaran dllakukan secara inkremental. bcrdasar atas 

pengeluaran pada tahun scbclumnya dengan penambahan nilai dan sedikit 

penyesuaian. 

Anggaran pengeluaran yang dljadikan dasar unluk pengukuran bcsar 

kecilnya kegiatan, mengaklbatkan hubungan yang tidak jelas antara input dan 

output Sistem anggaran tradisional ini juga tidak mampu mengidentifikasi 

besaro.n dana yang akan diketuarkan unluk kcbutuhan suatu jenis pelayamm 

tertenlu. Selain itu, sistem anggaran tradisional t!dak dapat mengidentifikasi 

apakah suatu jcnis pengeluaran itu masih dibutuhan atau tidak. karena tidak 

ada evaluasi untuk itu. Secara umum, sistem anggaran tradisional ini kurang 

mampu memberikan gambaran sebenarnya kebutuhan yang ideaL 

b) Sistern Anggaran Planning, Programing, Budgeting System (PPBS) 

Planning, Programing, Budgeting System (PPBS) lebih menckankan 

pada penyusunan rencana dan program. Rencana yang disusun, disesuaikan 

dengan tujuan organisasi .<;ecara jelas. Proses implementasi PPBS ini mc!alui 

beberapa tahapan, yaitu : 

1) Menentukan tujuan organisasi yang hendak dicapai di::ngan jelas; 

2) Meng!dentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuun 

yang telah ditetapkan; 

3) Mengevaluasi berbagai altematif program dengan menghitung cost-benefit 

dari tiap-tiap program; 

4) Memilih program yang memiHkl rnanfaat besar denga.t biaya minimum; 

5) Alokasi sumber daya ke masing~masing program yang disetujui. 

Namun PPBS juga mempunyai kelemahan, antara lain: 

1) Tujuan·tujuan sulit difenisikan dalam kegiatan pemerintah pada umumnya. 

Kebuttthun masyarakal yang sangat beragam., memerluk3n pcrhatian 

khusus. 
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2) Output dari pelayanan umumnya sulit diukur, karena jarang memiliki 

sistem pengendalian untuk menunjukkan sejauh mana efektifitas dan 

eflsiensi program bersangkutan. 

c) Sistem Anggaran Zero Based Budgeting (ZBB) 

Konsep Zero Based Budgeting (ZBB) ini dimaksudkan untuk mengatasi 

kelemahan yang ada padu sistem anggaran tn~disiom1L Pcnyusunan anggv.mn 

dengan kons.ep ZBB, dapat menghilangkan line-item dan inkrementalisme 

karena penganggaran diasumsikan kern bali dari noL 

Dalarn menyusun anggaran tahun ke depan, konsep ZBB tidnk mengacu 

pada anggaran tahun lulu, tetapi mengacu pada kebutuhan saat ini. Proses ZBB 

terdiri dari : 

1) Membagi semua kegiatan ke dalam unit-unit keputusan. yang dapat berupa 

program dan kegiatan. Dalam hal ini ZBB mengikuti pola otganisasi 

seperti pada PPBS; 

2) Membagi masing~masing \.lnit keputusan tersebut menjudi paket-paket 

keputusan dasar. berupa kegiatan dan pelayanan tertentu atau afternatif 

kegiatan untuk mencapai tujuan program; 

3) Memilih -alternatif terbaik, berdasarkan anaUsis biaya manfaat atau analisis 

lainnya; 

4) Menyusun tingkatan keputusan anggaran dari bawah ke atas, pada tlap 

tahap dilakukan pembahasan keputusan berdasarkan prioritas; 

5) Membagi altematif yang terpilih ke dalam tingkatan pelayanan. 

Konsep ZBB ini memiliki kendala waktu, karena memerlukan waktu 

yang lama untuk menyusun urutan unit dan paket keputusan. Disamping itu. 

cukup sulit untuk menghitung biaya alternatif pe1ayanan. ltu sebabnya, 

penerapan ZBB ini umumnya dimodifikasL Peninjauan terhadap beberapa 

kegiatan yang biasanya dilakukan tiap tahun, dilakukan beberapa tahun sekali. 
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d) Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budget System) 

Anggaran berbasis kinelja merupakan sistem anggaran yang bcrkaitan 

dengan visi, misi, dan rencana strategis, serta berodentasi kepada output 

organisasi. Sistem ini juga berorientasi pada pendayagunaan dana yang ada 

untuk mencapai hasil optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. 

Sistem ini berdasar pada tujuan!rencana tertentu yang pelaksanaannya 

perlu didukung dengnn anggaran bJaya yang cukup dan dapat berjalan efcktif 

dan efisien. Hal tersebut merupakan sa!ahsatu bentuk pefaksanaan prinsip 

akuntabilitas, karena memberikan ourput yar:g jelas ntas suatu proses kegiman 

birokrasi. 

Karena anggaran berbasis kinerja berkaitan dengan visi, misi, dan 

rencana strategi, untuk itu maka misi dan rencana strategls perlu dirinci 

sehingga rnenghasilkan program~ sub program yang re!evan dengan tujuan 

jangka panjang. Penganggarnn berbasis kinerja bertujuan untuk mcningkatkan 

transparansi dan akuntabihtas pelayanan publik serta cfektifitas dari 

pe)aksanakan kebijakan dan progran1. 

Sistem penganggaran berbasis k!nerja sejafan dengan bcberapa 

penyemputnaan di bidang manajemen keuangan negara~ seperti penerapan 

anggaran terpadu dan kerangka penge!uaran jangka menengah yang berusaha 

untuk menghubungkan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Hal yang 

mendnsar daJam penyempurnaan manajemen keuangan negara adalah 

kewcnangan dan tanggung jawab yang lebih bes(lf bagi kementerianflembaga 

daJam mengelola program dan kegiatan yang ada. 

Menurut Justine T. Sirait (2006:8), syarat-syarat yang perlu diperhatikan 

dalam menyusun anggaran, yakni : 

1) Reatistis; tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis. 

2) Luwes; tidak terlalu kaku dan mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan 

keadaan yang mungldn berubah. 

3) Kontinu; membutuhkan perhatian yang terns menerus, dan tidak merupakan 

usal1a insidentil. 
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Mengacu pada uraian Schiavo-Campo dan Tommasi (1999: 110~114), 

sistem penyusunan anggaran dapat dibagi da1am dua kategorl. y<iint top~down 

approach dan bo({om-up approach. 

I) Top-down approach (pendekatan dari atas ke hawah) 

Penyusunan anggaran dengan cara ini dilakukan apabila peran pemerintah 

terlalu dominan dan kuat. Penyusunannya dengan cara: 

a. Pemerintah (kahinel) mentapkan pfafon angguran, pcrencanaan angganm 

dilakukan oleh Menter:i Keuanga.n dan Ketua Bappenas; 

b. Pemerintah membagi~bagikan plafon anggaran tersebut kepada 

kernenterianllcmbaga; 

c, Kementcrianliernbaga mernbagikan p!afon anggaran kcpada unit 

bawahnya, yaitu Direktorat Jenderal atau unit setingkat, untuk kemudian 

diteruskan ke direktorat~direk:torat, kantor atau unit terbawah dalam gads 

struktural; 

2) Bottom-up approach (pendekatan dari bawah ke atas) 

Penyusunan anggaran dcngan sistem ini disebut penyusunan berdasarkan 

keinginan unit tcrbawah, sistem ini dapat berhasil bila keadaan ckonoml dan 

politik stabil. Penyusunannya dengan cara: 

a. Kantor atau tmit terbawah yang melaksanakan pemerintahan dan 

menyangkut kegiatan keuangan mengajukan usuh:m anggaran pendapatan 

dan belanja negara ke unit struktural di pusat, yaitu tingkat direktorat; 

b. Direktorat-direktorat menyampaikan usulan anggaran ke unit strukturaluya 

yang lebih tinggl 1 yaitu direktorat jenderal atau unit yang setingkat dalam 

departemen; 

c, Direktorat jenderal atau unit setingkatnya menyampaikan kepada 

menteri/kepala lernbaga yang bersangkuta."1 w1tuk disusun menjadi rencana 

anggaran kementerian/lembaga; 

d. Menterilkepala lembaga menyampaikan rancangan anggaran 

kemenlerian/lembaga maslng-masing kepada Departemen Keuangan untuk 

disusun menjadi rancangan anggaran secara nasional (RAPBN). 
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2.2.2. J>etaksnm~:m Anggaran 

Pada hakikatnya, anggaran merupakan bagian yang penting untuk 

perencanaan efektif jangka pendek dan kontro! dalam organisasi. Pelaksanaan 

anggaran meliputi waktu satu tahun dan ru.enyatalcan pemasukan dan penge1uarau 

selama satu tahun, Mardiasmo (2002;72) menyatnkan bahwa dalam tahop 

pelaksana.un anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan ole:h sconmg 

manajcr kcuangan publik ada\ah dimilikinya sistem informasi akunlansi dan 

sistem pengendalian manajemen. 

Menurut Welsch, Hihon, dan Gordon (1988), persiapan pelaksanaan 

anggaran mempunyai tujuan antara Iain9 
: 

a. Untuk menycs.uaikar. perencanaan stratejik; 

b. Untuk membnntu mengkoordinasi kegiatan dari beberapa bagian organisasi; 

c. Untuk memberikan tanggung jawab kepada para manajer {pimpinan), guna 

mengotorisasi jumlah yang dapat mereka guno.kan dan untuk membe.ritahukan 

hasil yang diharapkan; 

d. Untuk mencapai kerjasama yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kini'J:rja 

aktual dari para manajer (pimpinan). 

Pelaksanaan anggaran belanja dilakukan dengan mempcrhatikan prins:ip­

prinsip yang teJah diatur dalam. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 42 

Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, yaitu : 

a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang 

disyaratkan. 

b. Efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana1 program I kegiatan 

setiap Departemen I Lembaga Pemerintah Non Departemen, 

c. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan potensi nasionat 

Sebuah sistem pelaksanaan anggaran menurut Schiavo-Campo dan 

Tommasi (1999:143-144)~ harus memenuhi tiga sasaran utama dari sistem 

manajemen pembiayaan pub!ik, yaitu : (!) pengawasan jumlah biaya; (2) strategi 

9 Welsch, Glenn A, Hilton, Ronald W., dan Gordon, Paul N. (1988). Budgeling: Plaming and Proli! Control. 
New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 
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pengalokasian sumbcr daya; dan (3) efisiensi peJaksanaan opernsional. 

Prosedumya harus benar-benar seimbang untuk menghindari atau menyelesaikan 

konflik antara sasaran-sasaran ini. 

2.2.3. Akuntansi dan Pclaporan 

Pelaksanaan anggaran tidak bisa dilepaskan dari proses pelaporan dan 

evaluasi atas aktifitas yang tclah dilaksanakan. Ilal tersebut mcnjadi sangal 

penting karena dapat menjad! salah ~atu ukuran keberhasilan anggaran kinerja 

adalah kemarnpuannya untuk diukur dan dicvaluasi guna mcndapatkan mnpan 

balik. 

Akuntansi merupakan aktifitas jasa untuk menyediakan infonnasi yang 

diperiukan dalam pengamhi!an keputusan. Menurut Madiasmo (2002), pada 

dasarnya akumansi terbagi atas dua bagian, yaitu akuntaosJ keuangan dan 

akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan didefinisikan sebagai suatu prinsip, 

metode, dan teknik pencatatan dan pengorganisasian data kcuangan atas kegiatan 

untuk menghasilkan dan memberikan infonnasi yang digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan ckonomi yang rasional. 

Pengembangan akuntanst sektor publik diiakukan untuk memperbaiki 

praktik yang saat ini dUakukan, hal ini terkait dengan upaya yang diiakukan dalam 

meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik yang mampu untuk 

menyajikan infonnasi keuangan secara relevan dan dapat diandalkan. 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansl, 

yaitu meliputi aktifitas pengumpulan dan pengolahan data keuangan untuk 

disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat 

digunakan untuk membantu para pemakainya dalam mengambil keputusan. 

Penyusunan laporan keuangan agar dapat dipertanggungiawabkan dan diterima 

secara umum, didasari oleh prinsip-prinsip akuntansi, prosedur--prosedur, metode­

metode. serta teknik~teknik dari segala sesuatu yang tercakup dalam ruang lingkup 

akunlansi. Aturan-aturan dalam penyusunan suatu laporan keuangan disebut 

sebagai siklus akuntansi. Menurut Indra Bastian (2006:213), sildus al...--untansi 
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merupakan suatu proses: peoyediaan laporan keuangan organisasi unluk suatu 

periode tertentu10• 

Laporan keuangan scktor pubiik merupakan represcntasi terstruktur dad 

posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Secara umum, pelaporan 

keuangan sektor publlk bertujuan unruk menyediakan informasi untuk 

pcngarnbilan keputusan dan rnendcmonstrasikan akuntabilitas ekuitas atas sumber 

daya yang dlpercayakan, dengan : 

a. Menyediakan infonnasi mengenai snmber-sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya finansial; 

b. Menyediakan infonnasi mengenai bagaimana entitas mcndanai aklifitasnya 

dan memenuhi persayaratan kasnya; 

c. Mcnyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan 

entitas untuk rncndanai aktifitasnya dan memenuhi kewajiban serta 

komitmennya; 

d. Menycdiakan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitac; dan perubahan 

di dalamn:ya; dan 

e. Menyediakan informasi menyeiumh yang berguna dalam mengcvoluasi 

kinerja entitas atas hal biayajasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. 

Menurut Mardias:mo dalam Indra Bastian (2006). tujuan dan fungsi 

pelaporan keuangan pemerintah adalah terpenuhinya beberapa karakteristik 

sehagai bcrikut: 

1. Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship); Laporan keuangan 

pemerintah dimaksudkan untuk dapat memberik.an jaminan kepada pemakai 

iafonnasi dan otoritas lainnya b!!hwa pemerintah telah melakukan pengelolaan 

sumber daya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang 

ditetapkan. 

2. Akuntahilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and retrospectft'e 

reporting); Laporan keuangan pemerintah hendaknya dapat digunakan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada pubiik. Dep.gan laporan keuangan tersebut 

DPR/DPRD dan masyarakat dapat memonitor dan mengevaluasi kinetja 

t£ Bastian, lndra (2006}. Alfunlansi Sek!orPub!ik: Suatu Penganfar. Jakarta: Eliangga 
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pemerintah~ memberi dasar tmtuk mengamati perkcmbangannya dari waktu kc 

waktu atas pencapaian target, dan membandingkannya dengan kinerja 

pemerintah lain. 

3. Laporan keuangan pemerintah hendaknya dapat memberikan informasi 

keuangan yang akan digunakan untuk perencanaan dan penganggaran, serla 

untuk mengetahui pengaruh investasi dan alokasi sumber dana terlladap 

pencapaian hQuan operasionaL 

4. Laporan keuangan pemerintah hendaknya dapat digunkan untuk memprediksi 

aliran kas. saldo anggaran (surplus/defisit). dan kebutuhan sumber pendanaan 

pemerintah dan unit kcrja pemerintah. 

5. Laporan keuangan pemerintal1 hendaknya dapat memberikan informasi yang 

dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, polilik 

dan sosiaL 

Untuk menghasHkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan 

dapat diandalkan. masih ada bebernpa kendala yang dihadapi akuntansi sektor 

publik yaitu : 

I) Obyektifitas; 

Masalah obyektifitas disebabkan oleh adanya benturan kepentingan anturu 

manajemen dan stakeholder. Manajemen memiliki dorongan untuk memilih 

dan menerapkan teknik ukuntansi yang bisa menglnfonnasikan Japoran 

keuangan secara iebih baik sebagai ukuran kinerja organisasi. Untuk itu, 

teknik akuntansi yang digunakan manajemen harus memiliki derajat 

obyektifitas yang dapat diterima semua pihak yang menjadi stakeholder. 

2) Konsistensi; 

Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang 

sama tmtuk menghasHkan laporan keuangan organisasi selama bebcrapa 

periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan 

dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke talmo. Konsistensi penerapan 

metode akuntansi merupakan hai yang sangat penting, karena organisasi 

memiliki orientasi jangka panjang, sedangkan laporan keuangan hanya 

melaporkan kineaja selama satu periode. 

Universitas Indonesia 

Analisis Pengelolaan..., Rahadyanto, Pascasarjana UI, 2009



3) Daya banding; 

" .Ll 

Daya banding di sini berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk 

membandingkan kinerja organisasi dengan kinerja orga.nisasi lain yang 

sejenis. Kendala daya banding terkait dengan obyektifitas dan konsistensi, 

karena semakin obyektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi 

daya bandingnya, selain itu semakin banyaknya altematifpenggunaan metode 

akuntansi juga dapal menyuliLkan tercapainya daya banding. 

4) Tepat waktu; 

Penyajian laporan keuangan tepat waktu ditujukan agar dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk 

menghindari tertundanya pengam'bi!an keputusan terse-but. Namun semakin 

banyak kebutuhan akan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. 

5) Ekonomis dalam penyajian laporan; 

Semakin banyak. informagi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang 

dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti 

bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan 

untuk menghasilkan laporan terse but 

6) Materialitas; 

Suatu informasi yang dapat mempengaruhi keputusan maka informasi tersebut 

dianggap material. Penentuan materialitas ini bersifat pertimbangan yang 

subyektif, namun tidak dapat dilakukan berdasarkan selera pribadi. 

Pertimbangan yang dilakukan secara profesional dan berdasarkan pada teknik 

tertentu. 

Diperlukan adanya sebuah standar akuntansi guna menjamin konsistensi 

dalam pelaporan keuangan. Karena jika tidak ada standar akuntansi yang 

memadai, maka akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas 

dan obyektifitas informasi yang disajikan. Menurut Madiasmo (2002), dalam 

penetapan suatu standar akuntansi diperlukan pertimbangan-pertimbangan sebagai 

berikut: 
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a) Standa.r memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam 

laporan posisi keuangan. kinerja. dan aktifitas sebuah organisasi bagi se[uruh 

pengguna informasi. 

b) Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang 

memungkinkan pengujian secara hati~hati dan independen saat menggunakan 

keahlian dan integritasnya dalam mengaudit Japoran suatu organisasi seita sant 

membuktikan kewajnrannya. 

c) Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajiknn 

berkaitan dengan berbagal variabel yang pntut dipertimbangkan da1am 

perpajakan, reguJasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatnn 

efisiensJ ekonomi serta rujua.n sosiaJ 'lainnya. 

d) Standar menghasilkan prinsip dan tcori yang penting bagi sduruh pihak yang 

berkepentingan dalam disiplin ilmu a.kuntansi. 

2.3. KONSEP STRATEGI MANAJEMEN 

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Haberberg dan 

Rieple (2008), strategi didefinisikan sebagai sebua:h cara bagi sebuah orgaoisasi 

dcngan sumber daya yang dimiliki untuk berkembang dan mencapai tujuan 

ekonomi dan tujuan organisasi lainnya, 

Strategi organisasi menjadi acuan utama dalam mencapai tujuan 

organisasi. Strategi yang baik adalah bersifatjangka. panjang, terukur dan reaUslis, 

memperhatikan keseimbangan ekstemal dan internaL Faktor ekstemal dan faktor 

internal merupakan elemen terpenting di mana strategi seharusnya disesuaikan 

dengan tingkat kemampuan dan kapasitas internal, sehingga tidak terjadi 

kesalahan ataupun salah pengertian dalrun penentuan tujuan. 

ivfenurut Mintzberg (1998), strategi adalah pola alau rencana ynng 

terintegrasi dari tujuan orga:nisasi, kebjjakan-kebijakan1 dan urutan pelaksanaan 

kegiatan. Perumusan strategi yang baik dapat membantu menyusun da.1 

mengalokasikan sumber daya organisasi secara unik dan tahan lama berdasarkan 

keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan, antisipasi perubahan 

lingkungan, dan gerakan-gerakan lainnya. 

Universitas Indonesia 

Analisis Pengelolaan..., Rahadyanto, Pascasarjana UI, 2009



35 

Konsep mengenai stratcgi te.rus berkembang. DaJam buku yang dimlis 

oJeh Freddy Rangkuti (1998), dikemukakan berbagai konsep mengenai strategi 

dari para ahli, antara lain : 

Chandler (1962) : 

Strategi merupakan a/at untuk mencapai tujuan perusahaan dalam 
kailannya dengan tujuan jangka panjang, program findak lanjul, 
serf a prioritas alokasl .wmber daya. 

Steiner dan Miner (1977), Mintz berg (1979), Argyris (1985) : 

Strategi merupakan respon-secara tarus menerus maupun adaptlf:­
terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kakuatan dan 
kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organi.sasi. 

Lebih lanjut Freddy Rangkuti (199&) mengemukakan bahwa pada 

prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipc strategl, ya:itu : {l) 

strategi manajemen~ (2) strategi investasi; dan (3) stratcgi bisnls, Strategi 

Manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan 

mientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya strategi pengembang<m 

produk, strategi penerapan harga, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya 11
• 

PengambHan suatu kcputusan stratcjik tidaklah semudah membuat 

keputusan biasa. Berbagai dimensi dan informasi perlu dipertimbangkan, tidak 

terkecuali apakah keputusan itu dibuat oJeh pemerintah. swasta1 atau organisasi 

nonprofit. AnaUsis rnengenai faktor-faktor stratejik sangat berguna dalam 

merumuskan berbagai alternatif yang akan rnemudahkan para pengambil 

keputusan dalam memilih alternatif terbailc 

Sebagaimana dikutip dari buku yang ditul.is oleh Jemsly Hutabarat dan 

Marta.ui Huseini (2006)~ berbagal defmisi mengenai manajemcn stratejik yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli. autara lain : 

• Suatu proses manajemen, hubungan antara perusahaan dan lingkungan. terdiri 

dari perencanaan stratejik1 perenca.naan kapabilitas dan manajemen perubahan 

(H.I. Ansofl). 

• Suatu cara yang menuntun perusahaan pada sasaran utama pengembangan 

nilai korporasi, kapahilitas manajerial, tanggung jawab organisasi, dan sis!em 

11 Rangkuti, Freddy (1998). AnaUsis SWOT: Teknik M&mbedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia 
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administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan stratejik dan 

operasionai pada seluruh tingkatan lrirarki, dan melewati seluruh lini bisnis 

dan fungsi otoritas perusahaan (Arnoldo C. Hax dan NichoJas S. Majluk). 

• Seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan furmulasi dan 

implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan (Jolm A. 

Pearce II don Richard B.Ri2 

Sec&ra umum terlihat bahwa manajemen stratejik mempunyai dimensi 

sebagai berikut : membutuhkan kep11tusan m~najemen puncak, melibatkan 

sejumlah sumber daya organisasi, bcdaku jangka panjang, orlentasi mc.sa 

mendatang, multi fungsional, dan perhatian kepada lingkungan ekswrnal 

organisasi. 

Sedangkan menurut Husein Urnar (2001). manajemen stratejlk mentpakan 

suatu senl da...i ilmu untuk: pembuatan (formulating), penerapan (implementing), 

dan evaluasi (evaluating) berbagai keputusan strategis antarfungsi yang 

memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan di masa datang13
. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa manajemen stratejik adalah pengelolnan 

orgrurisasi yang menyangkut desain, formasi, dan tmnsformasi serta implementasi 

dari strategi yang berlaku untuk k'Urun waktu terteritu. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen strategis rnengundung dua hal penting, yaitu : 

I) Manajemen stratejik terdiri dari: 

a, Pembuatan strategis, rneliputi pengembangan misi dan tujuan jangka 

panjang, pengidentifkasian peluan&. dan ancaman dari luar serta kekuatan 

dan kelemahan organisasi, pengembangan alternatif strategi dan penentuan 

strategi yang sesuai untuk diadopsi. 

b. Penerapan strategis, mcliputi penentuan sasaran-sasaran operasional 

tahunan, kebijakan organisasi, memotivasi kar:yawan dan mengalokasikan 

sumber-surnber daya agar straetgi yang telah ditetapkan dapat 

diimplementasikan, 

12 Hutabarat, J. dan Huseini, M. (2006}. Manajemen Slralegik Kontemporer. Jakarta: E\ex Media 
Komputiruio. 

13 Umar, P.usein {2001). Strategic Manngemeni in Action. Jakarta: Grame;.lla 
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c. Evaluasi I kontrol strategi, mencakup usaha-usaha untuk memotori seluruh 

hasil-hasil dari perubuatan dan penerapan strategi, termasuk di dalamnya 

mengukur kineija tndividu dan organisasi langkalt-langkah perbaikan jika 

diperlukan. 

2) Manajemen stratejik berfokus kepada penggabungan aspek-aspek pemasaran, 

riset dan pengembangan keuangan dan opcrasiomll produksinya da]{lm 

organisasi 
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METODE PENELITIAN 

Untuk mcnjawab permasalahan yang dirumuskan dalam pokok 

pennasalahan, diperlukan mctotle penelitian guna mengu:mpulkan scjumlah data 

yang digunakan. Agar pennasalahan dapat terjawab dengan baik dan tepa~ maka 

data-data yang dikumpulkan haruslah lengkap. Metode peneJitian yang digunakan 

dalam penulisan in! terdir! dari sistematika sebagai berikut ; 

3.1. PENUEKATAN PENELITIAN 

Datam meiak:ukan penelitian ini. penuJis rnenggunakan metode deskriptif 

analitis dengan pendekatan kualitatif. Alasan penulis dalam memiHh roetode 

pendekatan kualitatif adalah sifat penditian kuaHtitatif yang eksploratif dan 

menggunak:an ide pemilihan informan yang dianggap dapat memberikan jawaban 

terbaik atas pertanyaan penelitian melalui wawancara yang mendalam, dianggap 

akan mampu menerangkan gejala atau fenomena secara lengkap dan menyeluruh. 

John W. Creswell (2003), mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai 

berikut: 

"Pendekatart kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk 
memahami masalah sosial a/au masa/ah man usia, berdasarkan pada 
penciptaan gambar holislik yang dibentuk kata-kata, melaporkan 
pandangan informan dan disusun dalam sebuah Jatar ilmiah ". 

Penelitian kualitatif sangat bergantung dengan hasil pengamatan peneliti 

yang tidak terbatas pada urusan data dokurnen dan objek penelitian saja. Dalarn 

pendekatan kualitatif; teori tidak menjadi pernbirnbing sentral bagi pene1iti dalam 

merancang penelitian dan mena:fuirkan data penelitian. Teori di daJam penelitan 

ini digunakan untuk membantu memperjelas karakteristik data. 

Sumber pokok jawaban permasalahan penelitian justru ada pada data-data 

yang dikumpulkan peneliti di lapangan. Data yang didapat, dikumpu!kan dari 

deskripsi kejadian faktual yang berlaku dan menjadi permasalaban penelitian, 

uraian detil yang menjelaskan sesuatu seperti yang sedang terjadi serta memberi 
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gnmbaran jelas tentang proses pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. 

3.2. SU!'<ffiER DATA DAl'l INSTRUMEN PENELITIAN 

Sumber data yang menjadi sasaran penulis dalam peneHtian inl~ adalah 

melalui informan. Proses pcmilihan informan itu sendiri didasari kaidah penelitian 

kua!itif, yaitu mereka yang menjadi prak.tisi pada kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta menurut penulis dapat rnemberikan 

informasi yang berman:fuat bagi peneJitian ini. 

Sesuai langkah-langk:ah yang dirumuskan oleh CresweU (2003), bahwa 

pengurnpulan data melibatlwl : 

a. Menerapkan batas-batas penelitian 

b. Mengumpulkan informasi melalui pengamatan. \vawancara, dokurnen, dan 

bahan-bahan visual 

c. Menetapkan aturan untuk mencatat ir.forrnasi 

Data yang dfdapat dalam penelitian in.i, dikumpulkan dari data pr.imer dan 

data sekunder. Data primer diperolch dengan melakukan wawancara mendalam 

(in~deplh interview). Wawancara yang di!akukan bersifat terbuka, berkaitan 

dengan pengetahuan, pengalaman, serta pandangan para informan di bidang 

tugasnya masing-masing. 

Irawan (2006) menyebutkan bahwa instrumen terpenting dalam penelitian 

kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen ini disebut 

participant-observeru. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan 

alat bantu berupa alat perekam (tape recorder), dan pedoman wawancara. 

3.3. PROSES PENGUMPULAN DATA 

Dalam mendapatkan infonnas.i sebanyak~banyaknya untuk menjawab 

pertanyaan penelitian, penutis menggunakan pendckatan lrualitatif, anal.isis data 

sekunder dan wawancara mendalam dengan para infonnan, Karena sumber data 

14 lt!YNM, Prasetya (2006). Pooelitiarr Kualila!if dan Kuanlilalif Unluk flmu..JJmu SosiaT. Jakarta: Univefflltas 
lndOflasia. 

Universitas Indonesia 

Analisis Pengelolaan..., Rahadyanto, Pascasarjana UI, 2009



40 

dan jumlah data akan sangat banyak, penulis merasa perlu untuk membuat sistem 

pencatatan yang rapi dan sistematik. 

Wawancara mendalam yang diial.ukan adalah bertujuao untuk 

mendapatkan infonnasi sebebas~bebasnya dari infonnan. Namun untok 

wawancara tersebut, penulis telah mernpersiapkan suatu pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara yang dibuat1 disusun berdasarkan parameter yang 

dibuluhkan dan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Pertanyaau­

pertanyaan dalam pedoman wawancara tersebut, diberikan kepada sejumlah 

informan yang dianggap kompeten dan representatif berdasarkan tujuan 

penelitian. 

Infonnan yang dimaksud adalah para pejabat struktural dan staf peJaksana 

di sub bagian keuangan dan perlengkapan. subbagian penyusunan program pada 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, serta 

informan lain dari para satuan kerja unit peiaksana teknis yang tugas pokok dan 

fungsinya terkait dengan pengelolaan anggaran; dengan rinciau sebagai berikut ; 

• Pejabat strukturaJ dj Bagian Penyusunan Program dan Laponm pada Kantor 

Wilayah Departemen Hukum dan HA1V1 Banten, 1 (satu) orang; 

• Pejabat struktural di Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 1:;ada Kantor 

Wilayah Departemen Hukum dan HAM Banten, 1 (satu) orang; 

• Staf pelaksana pa.da Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan pada Kantor 

Wilayah Departemen Hukum dan HAM Banten, 2 (dua) orang; 

• Pejabat dan pegawai pada satuan kerja unit pelaksana teknis (lembaga 

pemasyarakatan, rumah tahanan negara, rumah penyimpanan benda sitaan 

negara. balai pemasyarakatan, dan kantor imigrasi di Iingkungan Kantor 

Wilayah Departemen Hukum dan Hfu\1 Banten) yang menangani kegiatan 

keuangan dan perencanaan anggaranj 4 (empat) orang. 

Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan seputar tugas pokok 

dan :fungsi para lnfonna.n terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan 

anggaran, atau peJaporan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM 

Banten maupun pada para unit satuan kerja di lingkungan Kanwil Banten. 

Pertanyaan tersebut dapat dikembangk:an pada saat wawancara sesuai dengan 
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konteks penelitian. Dengan demikian sangat dimungkinkan bagi peneliti untuk 

menggali pertanyaan lebih mendalam kepada infomum walaupun pertanyaan 

tersebut tidak termasuk dala.m pedoman wawancara, sampai kepada jawaban 

dimana peneliti merasa cukup untuk dapat menjawab permasalahan peneHtian. 

Melalui \vawancara mendalam tersebut, penulis berrnaksud unluk 

mcngetahui lcbih jauh mengenai : 

• kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran pada tingk:at wiJayab dan 

satuan ke~ia. 

• pelaksanaan kegiatan dari masing-masing divisi atau pengelo!a. program 

kegiatan pada Kantor Wilayah Departemen Hokum dan Hak Asasi Manusia 

Ban ten 

• proses pengajuan pembayaran atas program-program keglatan pada bendahara 

pengeluaran 

• kegiatan pelaporan realisasi anggaran pada tingkat wiiayah dan satuan kerja. 

Untuk data sekunder diperoleh dari berbagai studJ kepustakaan atas 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jumal, dan dokumen sumber 

referensi lainnya yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, peJaporan, dan 

pengawasan a.nggaran. Studi kepustakaan tersebut dilakukan peneliti untuk 

mempelajarJ dan mc.nelaah berbagai literatur, untuk menghimpun sebanyak 

mungkin pengetahuan sesuai dengan permasaJahan penelitian sehingga dapat 

mendukung analisis peneliti. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kerangka 

teori dalam menentukan arah penelitian, serta konsep dan bahan teoritis lain 

sesua:i dengan konteks penelitian. 

3.4. PROSES ANALISIS DATA 

Anal isis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hlpotesis kerja (Mo1eong, 2007:280)15
• Sedangkan menurut 

Amirin (2000), analisis kualitatif pada dasamya mempergunakan pemikirao logis) 

anatisis dengan logika, dengan induksi, deduksit analogi, dan komparasi. Data 

1s W.oleong, Lexy J. (2007) MhfodekJgi Penelilian KuaJitalif. Bandung: Rosdakarya. 
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kualitatif merupakan sumber darJ deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh) 

serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalrun lingkup 

setempae6
• 

Prinsip pokok penulis dalam teknik analisa kualitatif adalah dengan 

mengolah dan menganalisa data..<Jata yang terkumpul menjadi data yang 

sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai mak.na. Seperti dijelaskan oleh 

Prasetya Irawan (2006) mengenai langkah-langkah dalam proses analisis data 

untuk penelitian data kua1itatif17• dalam melakukan penilitian ini penuJis akan 

melakukan anallsis data dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

vlan Pengump 
OataM.e nlah -I 

t 
Penylmpulan 
Semenlara 

Gambar3.1. 

Proses Anall5is Data 

Transkrip r Pembualan 
Data Koding 

r-1 Triangulasi r 
l) Pengumpulan Data Mentah 

--> 
Kalegorisasi 

Dala 

I 

Penyimpulan 
Akhir 

Pada tahap ini, penulis rnengumpulkan data mentah ruelalui wawancara, 

pengarnatan, dan kajian pustaka. Dal.am proses wawancara, penulis akan 

menggali inforrnasi berdasarkan kejadian faktual yang teljadi berkaitan 

dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelapora.n. tingkat 

keberhasilan!pencapaian, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam tiap­

tiap proses pengelolaan anggaran tersebut. 

1£ Amirin, Tatang M. {2000}. Men'ltfsun Rencana Prme!itf<m. Jakaia: Raja Grafmdo Pemada. 
:1 lrawan. Prasetya (2000). PenolililW Kuallratif dan Kmmtitafif Unluk 1/mu-Jfmu Sosial. Jli•un1e: Universitas 

Indonesia. 
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2) Transkrip Data 

Pada tahap ini, penulis akan merubah catatan yang didapat daJam bentuk 

rekaman suara melalui Jape recordar, ke dalam bentuk tertulis kata demj kata 

persis sepcrti adanya (verbatim). 

3) Pembuatan Koding 

Pcnu1is akan membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskip dengan teliti. 

Pada bagian tertentu dari transkdp tersebu~ akan dicatat haJRhal penting yang 

mungkin mucul dan diberikan kode sebagai kata kunci. 

4) Kategorlsasi Data 

Kategorisasi bcrarti penyusunan kategori. Kategori tidak Jain adaL!!h salah satu 

tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikinm, imuisi, 

pendapat, atau krlteria tertentu, Selanjutnya LincJon dan Guba menguraikan 

kalegorisasi adalah {1) mengelompokk:an kartu-kartu yang telah dibuat 

kedalam bagianRbagjan isi y<~.ng secarajeias berkaitan) (2) merumuskan aturan 

yang meoguraikan kawasan kategori dan yang akhimya dapat digunakan 

untuk menetapkan inklusi setiap kartu pada kategori dan juga sebagai dasar 

untuk pemeriksaan keabsahan da~ dan (3) menjaga agar setiap kategori yang 

telah disusun satu dengan yang lain megikuti prinsip taal asas.Setelah itu 

penulis akan melakukan pengelompokan data. Data yang berhubungan akan 

disatukan, dan data yang tidak berhubungan tidak dimasukk:an agar 

memudahkan dalam mengoJahnya. -

5) Penyimpulan Semenlara 

Pada tahap ini, penulis akan membuat kesimpulan yang sifatnya baru 

semen tara. 

6) Triangulasi 

Dalam tahapan ini, penulis akan melak.tkan proses check and recheck antara 

satu sumber data dengan sumber data lainnya guna mendapatkan validitas data 

untuk _mempertahankan keakuratan data. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keubsahan data yang mernanfaatkan sesuatu yang lain di luar 
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data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap 

data itu (Moleong, 2004: 178). 

Triangulasi menumt Patton {dalam Moleong, 2004:178-179) dibagi 

menjadi 4 (empat)j yaitu: 

a) Triangu [asi Sumber; 

Mcmbandingkan dan mengecek balik derajat kepereayaan suatu infonnasi 

yang diperoleh mclalui waldu dan aiat yang berbeda dalam metode 

kualitatit: Data yang diperoleh berupa wawancara yang dilakukan lebih 

dari satu kali dalam periode wak:tu tertcnw. 

b) Triangulasi Metode; 

Menggunakan dua strategii (1) pengecckan terhadap dcrajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian dengan beberapa tcknik pengumpulan data, {2) 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber. data dengan metode 

yangsama. 

c) Triangu1asi Peneiiti; 

Memanfaarkan peneHti atau pengamat lainnya untuk keperluan 

pengecl!:kan kemba!i derajat kept:::rcayaan. Pcngambifan data dilakukan 

oJeh beberapa orang. 

d) Triangulasi Teori; 

Melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisa 

dengan menggunakan beberapa perspektif teori yang berbeda. 

Dalam penelitian ini variasi teknik yang digunakan adalah triangulasi 

model sumber. Hal ini dilakukan karena pengarnbHan data dalarn peneHtian ini 

menggunakan wawanca~ pengamatan, dan dokumentasi. 

7) Penyimpulan Akhir 

Pada akhimya. pemdis ak:an mcnarik kesimpulan akhir atas penilitian yang 

dilakukan. 
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3,5. OPERASIONALISASI KONSEP 

Konsep yang akan dioperasional isasikan dalarn penelitian ini adalah 

konsep perencanaan dan pengendalla:n manajemen dalam kegiatan pengelolaan 

anggaran, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, dan pe1aporan pada Kantor 

Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Dalarn penelitian 

ini yang diteliti adalah proses penyusunan anggaran pada kantor wilayah dan unit 

pelaksana teknis) faktor~faktor yang mcnjadi kendala dalam pcnyusunan 

anggaran, mekanisme dan kegiatan pelaksanaan anggaran, faktor-faktor kcndala 

pelaksanaan anggard11. kegiatan pelaporan angganm, faktor-faktor kendala 

pelaporan anggaran. 

Dari faktor-faktor terscbut, penulis ingtn mengetahui apakah implemcntasi 

dari kebijakan yang berkenarm dengan kegiatan pengelolaan anggaran yang telah 

ditentukan telah dijalankan dengan bailc Jika kebijakan yang ditentukan telah 

dijalankan dengan baik khususnya oleh pelaksana kebijakan maka kegiatan 

pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Hanten dapat bcrjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin 

dicapai. 
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GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Bah ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fimgsi, struktur organisasi 

serta rencana strategis dari Kantor Wilayah Departcmen Hukurn dan Hak Asasi 

Manusia Banten, 

4.1. PROFIL KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HlJKUM DAN HAM 
BAi'iTEN 

Berdasarkan Peraturan Menter! Hukum dan Hak Asasi Manusia RepubHk 

Indonesia Nomar : M-0 l.PR.07 .10 T ahun 2005 ten tang Organisasi dan T ata Kerja 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik fndonesia~ 

Kantor Wilayah Departemen Hokum dan Hak Asasi Manusia Banten adalah 

instansi vertikal dad Dcpattemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Repuhlik 

Indonesia yang mempunytli tugas untuk ruelaksanakan tugas pokok dan fungsi 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah 

Propinsi Banten. 

4.2. TUG AS POKOK DAN FUNGSI 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten 

berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi 

antara Jain : 

a, Pengkoordinasian, perencanaan, pengendaHan program, dan pengawasan; 

b. Pemblnaan di bidang hukum dan hak asasi manusia~ 

c. Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi 

hukum umum, dan bak kekayaan intelektual; 

d, Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan peng.f10rmatan hak asasi 

manusia; 

e. Pelayanan hukum; 
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f. Pengembangan budaya hukutn dan pemberian informasi hukum, penyuluhan 

hukum, dan diseminasi hak asasi manusia; 

g. Pelaksa.naan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di 

lingkungan kantor wilaya.h, 

Dalarn melaksanakan sebagian tugas-tugas tersebut di atas, Kantor 

Wilayah Dcpru1cmen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten dibantu olch unit­

unit pelaksana teknis yang berjumlah 15 (lima belas) satuan kcrja. yaitu: 

I) Lembaga Pemasynrakntan K)as 1 Pria Tangerang; 

2) Lembaga Pcmasyarakara11 Klas UA Pemuda Tangerang; 

3) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wan ita Tangerang; 

4) Lembaga Pemasyarakatan Klas 11A Serang; 

5) Lernbaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Pria Tangerang; 

6) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang~ 

7) Rumah Tahanan Negara K1as 1 Tangerang; 

8) Rumah Tahanan Negara Klas liB Sera.ng; 

9) Rumah Tahanan Negara K.Jas liB Pandegla.ng; 

10) Rumah Tahanan Negara Klas llB Rangkasbitung; 

11) Rumah Penyhnpanan Benda Sitaan Negara Serang; 

12) Balai Pemasyarakatan Serang; 

13) Kantor Imigrasi Serang; 

14) Kantor Imigrasi Tangerang; 

15) Kantor Imigrasi Cllegon. 

Kepala Kantor Wilayah. dalam melaksanak.an tugasnya, dlbantu oleh para 

kepala divisi1 para kepala bagian/ kepala bidang, para kepala subbagian I kepala 

subbidang, serta para kepala unit pelaksana teknis. Kepala Kantor WUayah wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dun sinkronisasi baSk di lingkungan 

masing-masing maupun antar satuan mlr-misasi dalam kantor wilayah, antnr 

instansi vertikal departemen serta unsur pemerlntah daemh. 

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kantor wilayah 

bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya 
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masing-masing, memberikan blmbingan dan petunjuk serta wajib mengawasi 

bawahannya rnasing-masing dan mengambil langkah~langkah yang diperlukan 

bila teQadi penylmpangan sesuai dengan peraturan perundang~undangan yang 

berlaku. Selain itu, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengjkuti dan 

mematuhi petunjuk-pctunjuk dan bertanggung jawab kcpada atasan masing­

masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

4.3. SUSUNAN ORGANISASJ 

Pada setiap propinsl, dibentok l (satu) Kantor Wilayah Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sampai saat lni, jumlah kantor wiJayah di 

seiuruh Indonesia ada 33 (tiga putuh tiga). Masing-masing kantor wilayah terdiri 

dari 4 (empat) divisi, yaitu : 

a. Divisi Admlnistmsi; 

b. Divisi Pernasyarakatan; 

c. Divisi Kdmigrasian; 

d. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Gambar4.1. 

Struktur Organisasi Kantor Wilayab 

I KANTOR'hV.YAH I 
I OMS I I AOMINISTRASl 

I I 

I DIVIS I I I DMSI I I OlVISl l 
PEMASYARAKATAN KEIMlGRASIAN PEl.AYNMNHUXUMS HAM 

&Imber : Lampiran PemturBI'l Men!eri Htlkurn dan HAM Rl Nomor: M-01.f'RJJ7,10 iahun 2005 tentang 

Oryanisasi d'an Tata kerja Kantor Wilayah Oepartemen Hukum dan HAM Rl 
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4.3.1. Divisi Administrasi 

Divisi Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah 

dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan pelaksanaan teknis di wilayah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan 

kebijakao yang ditetapkan oleh Sekretaris: Jenderal1 dengan menyelenggarakan 

fungsi: 

a) Koordinasi penyusunan pc!aksanaan kebijakan teknis, rencana dan program 

serta laporan; 

b) Pdaksanaan urusan keuangau dan perlengkapan~ 

c) Pengclolaan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha dan rumah 

tangga di lingkungan kantor wilayah. 

Divisi Administrasi terdiri dari Bagian Penyusunan Program dan Laporan, 

dan Sagian Umurn. 

a. Bagian Penyusunan Program dan Laporan 

Bagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan di bidang penyusunan rencana dan program. pengolahan data dan 

penyajian inforn•asi1 hubungan masyarakat dan protokoler, serta evaluasi dan 

laporan di lingk.ungan kantor wilayah, dengan menyelenggarakan fungsi ; 

l) penyusunan rencana dan program di lingkungan kantor wilayah; 

2) pengumpulan dan pengoJahan data serta penyajian infonnasi; 

3) evaluasi dan laporan basH pelaksanaan kegiatan di !ingkungan kantor 

wllayah; 

4) peJaksanaan hubungan mas:yarakat dan protokoler. 

Bagian Penyusunan Program dan Laporan terdiri dari : 

a) Subbagian Penyusunan Program; 

Mempurtyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana 

dan program, pengumpulan dan pengolahan data. 

b) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Laporan~ 

Meropunyai tugas melakukan pemberian informa.si dan komunika.si kepada 

masyarakat dan protokoler~ serta penylapan bahan evaluasi dan laporan, 
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pemantauan perkembangan program kegiatan-kegiatan di lingkungan kantor 

wilayah. 

b. Bagian Umum 

Bagian Umum rnempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang urusan 

kepegawaian, tata usaba dan rumah tangga, keuangan dan pedengkapan di 

lingkungan kamor wiJayah berdasarkan peraturan perundang-w1dangan yang 

berlaku, dengan menye!enggarakan fungsi : 

I) pengelolaan urusan kepegawaian; 

2) pengelolaan urusan lata usaha dan rumah tangga; 

3) pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan. 

Bagian Umum terdiri dari : 

a) Subbagian Kepegawaian dan Tnta Usaha; 

Mempunyai tugas melakukan urusun kepegawaian) tata usaha dan rumah 

tangga. 

b) Subhagian Keuangan dan Perlengkapan; 

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan di 

lingkungan kantor wilayah. 

Gambar4.2. 

Struktur Organisasi Dlvlsi Administrasi 

£lA{jiAN UM\JM 

SUB BAGlAN 
KEPEGAWA!AJ.I & TATA USAHA 

Sumber : lamplroo Peraluran Menteri Huku:n dan HAM Rl l'{om:n; M.flLPR.07.10 Tahun 2005 lentang 
Organlsasi dan Tala kelja Kanlor \'lllayah Departemen Hukum dan HAM RI 
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4.3.2. Divisi Pcmasyarakatan 

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor 

Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas kantor wilayah di bidang 

pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan olen Direktur 

Jendcra( Pemasyarakatan, dengan menyelenggarakun fungsi : 

a) Pembinann dan birnbingan teknis di bidang pemasyarakatan; 

b) Pcogkoordinasian pelaksanaan tcknis di bidang pemasyarakatan; 

c) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan. 

Divlsi Pemasyarakatan terdiri dari Bidang Keamanan dan Pembinaan, dan 

B idang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus Narkotika. 

a. Bidang Keamanan dan Pcmbinaan 

Bidang Keamanan dan Pembinaan mempunyai tugas meJaksanakan kegiatan 

pembinaan, pengevaluasian, pemantauan dl bidang keamanan dan ketertiban 

serta pembinaan sesuai dengan peraturan perundang~undanga.n yang berlaku~ 

dengan menyelenggarakan fungsi : 

1) pembiuaan dan pelaksanaan di bidang keamanan dan ketertiban; 

2) pengevaluasian di bidang keamanan dan ketertiban; 

3} pemantauan di bidang keamanan dan ketertiban; 

4) pembinaan dan pelaksanaan di bidang bimbingan kemasyarakatan, latlhan 

kerja dan produksi; 

5) pengevaluasian di bidang bimbingan kemasyarak.atan, Jatihan kerja dan 

produksi; 

6) pemantauan dl bidang bimbingan kemasyarakatan, latiha:n kerja dan 

produksi. 

Bidang Keamanan dan Pembinaan terdirl dari : 

a) Subbidang Kearnanan dan Ketertlban; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan 

kebljakan, pengevaluasian dan pemantauan di bidang pengawasan dan 

pengendalian~ dan pembinaan teknis keamanan dan ketertiban. 
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b) Subbidang Bimbingan Kemasyarakatan, Latihan Kcrja dan Produksi; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan 

kebijakan, pembinaan., pemblmbingan. pengevaluaslan dan pemantauan di 

bidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi, pendidikan 

tahanan serta warga binaan pemasyarakatan, pelatihan ketcrampilan kerja, 

produksi dan pendayagunaan tcnaga kerja bagi tahanan dan warga binaan 

pemasyarakatan serta pengembangan kemitraaan dan pemasaran, 

b. Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus Narkotika 

Bidang Registrasi. Perawaltm, dan Bina Khusus Narkotika mempunyai tugas 

melaksanakan kegtatan pembinaan, pengevaluasian dan pemantauan dj bidang 

registrasi, statistik, perawatan, dan pembinaan khusus narkotika warga binaan 

pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perondang-undangan yang berlaku. 

dengan menyelenggarakan fungsi : 

1) pembinaan di bidang registrasi, statistik, perawatan, dan peinbinaan khusus 

narkotika; 

2) pengevaluasian di bidang registrasi, statistik, perawata.n, dan pembinaan 

khusus narkotika~ 

.3) perna.ntauan di bidang registrasl, statistik. perawatan, dan pemblnaan 

khusus narkotika. 

Bidang Registrasi, Perawafal\ dan Bina Khusus Narkotika terdiri dari : 

a) Subbidang Registrasl dan Statistik; 

Mempunyai tugas mclakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan 

kebijakan, pembinaan, pengevaluasian dan pemantauan di bidang registrasi 

dan statistik tahanan dan warga binaan pemasyarnkatan, pengeloJaan benda 

sitaan negara dan barang rampasan negara. 

b) Subbidang Perawatan dan Blna Khusus Nar:kotika. 

Mernpt.myai tugas melakukan penyiapan baban penyosunan pelaksanaan 

kebijak:an, pembinaan1 pembimbingan, pengevaluasian dan pemantauan dl 

bidang pelayanan, penyuluhao, pendidlkan tahanan dan warga binaan 

pemasyarakatan serta pembtnaan khusus narkotika. 

Universitas Indonesia 

Analisis Pengelolaan..., Rahadyanto, Pascasarjana UI, 2009



53 

Gambar4.3. 

Struktur Organisasi Olvisi Pemasyarakatan 

SUB BIDANG KEAtMNAN 
06-.N KETERTIBAN 

SUS Ell DANG fl,MKEMAS, 
LATJA & f'iWOUKSI 

BIOANG REGISfRAS!,. 
PERAWAT AN & BlNSUSTIK 

SUS BIOA \'G REGISTRASI 
DAN STAT!STKA 

SUB BIDANG PERAWATAN & 
GINA KHUSUS NARKOTIKA 

Sumbet : Lampiran Perat\Kan Menteli Hukum dan HAM R! t>:omor: M-01.PR07.10 Tahun 2005\entang 
Organisasi dan T ata ketja Kantor Wllayah Oepartemen Httlmm dan HAM Rl 

4.3.3. Divisi Keimigrasian 

Divisi Keirnigrasian me-mpunyai tugas membantu Kepala Kantor 

Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas kantor wilayah di bidang 

keimigrasian berdasarkan kebijakrn1 teknis yang ditetapkan oleh Dircktur Jenderal 

Imigrasi, dengan menyelenggarakan fungsi: 

a) Perencanaan, peJaksanaan> pengendalian dan pengamanan teknis operasional 

di bidang keimigrasian; 

b) Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang 

laJu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian; 

c) Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang 

penindakan keimigrasian dan rumah detensi irnigrasi; 

d) Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang 

sistem informasi keimigrasian; 

e) Pengaturan. bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang 

intelijen keimigrasian dan tempat pemeriksaan imlgrasl. 

Divisi Keimigrasian terdiri dari Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan 

Status Keimigrasian~ dan Bidang 1ntelijen, Penlndakan dan Slstem Informasi 

Keimigrasian. 
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a. Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimjgrasian 

Bidang Lalu LJntas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas 

melaksanak:an kegiatan di bidang lalu lintas dan fasiiitas kcimigrasian., izin 

tinggal orang a sing dan status kcwarganegaraan -scsuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dcngan menyelenggarakan fungsi: 

l) pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pcngaturan, dan pengamanan teknis 

pelaksanaan tugas di bidang Jalu Jintas kelmigrasian; 

2) pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknls 

pelaksanaan tugas di bidang lzin tinggal orang asing dan status 

kewarganegaraan; 

Blda1tg Lalu Lintas, Tz[n Tlnggal dan Status Keimigrasian terdiri darl : 

a) Subbidang Lalu Lintas Keimigrasian; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, 

pengevaluasian, pelayanan, dan pengawasan teknis pelaksanaan tngas 

keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian. 

b) Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian; 

Mempunyai tugas mclakukan penyiapan bahan pernantauan, 

pengevaluasian, pelayanan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas 

keimigrnsian di bidang izin tinggat orang asing dan status kewarganega.raan, 

b. Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Infonnasi Keimigrasian 

Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian mempunyai 

tugas melaksa:nakan kegiatan di bidang intelijen dan Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi, penindakan keimigrasian serta sistem informasi kelrnigrasian sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan 

menyelenggarakan fungsi : 

I) pelaksanaan kebijakan, bimbinga.£4 pengaturan dan pengarnanan teknis 

pelaksanaan tugas di bi&ng intelijen dan tempat pemeriksaan imigrasi, 

peninda:kan keimigrasian dan rumah detensi imigrnsi; 

2) pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan, dan pengamanan teknis 

pelaksanaan tugas di bidang sistem infonnasi keimigrasian. 
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Bidang lntelijen, Penindakan dan Sistem Informa.si Keimigrasian terdiri dari : 

a) Subbidang Jntelijen dan Penindakan Keimigrasian; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian 

dnn pengamanan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang intelijen 

dan tempal pemeriksaan hnigrasi, penindakan keimigrasian dan rumah 

detcnsi imigrasi 

b) Subbidang Sistem fnformasi Keimigrasian; 

Mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan pemantauan. pengumpulan 

data, pelayanan infom1asi, pengevaluasian, dan pengamanan leknis 

pelaksanaan tugas di bidang sistcm infonnasi keimigrasjan. 

Gambar 4.4. 

Struktur Organisasi Olvisi Keimigraslan 

L._--~~·RA_._SIAN __ _j 

BIDANG t.AIJJ UNTAS, IZ!N 
T!NGGAL & STATlJSKIM 

SUB BJOANG l.ALU utiTA$ 
KCIM!GRAS!AN 

SUB BIDANG !liN T\HGGAL 
& STATUSKEM\GRASIAN 

BIOANG !i.'TEUJE.N. 
PEN!NDAKAN & S!SfOiili.!M 

SUB 51 DANG INTEUJEN & 
PENJNDAKAN KBMIGRASWl 

SUB&IIJANG SISTEM 
IHFORMASI KE!MIGRASlAN 

Sumber : Lampiran Peraluran Men!eri Huku:n dan HAM R! Nomor: M.01.PR07.10 Tahun 2005 tenlang 
Organisasl dan Tala keija Kan!orWilayah Departernen Hultum dan HAM Rl 

4.3.4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Man usia 

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai togas 

membantu Kepala Kantor WiJayah dalam melaksanakan sebagian tugas kantor 

wilayah tii bidang pelayanan hukum dan bak asasi manusia berdasarkan kebijakan 

teknis yang ditetapkan oleb Direktur Jenderai/Kepala Badan terkait. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut,. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia 

menyelenggarakan fungsi : 
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a) Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang lmkum; 

b) Pengkoordinasian pelaynnan teknis di bidang hukum; 

c) Pelayanan administrasi hukum umum danjasa hukum lainnya; 

d) Peiayanan penerimaan pennohonan pendaftaran di bidang hak kekayaan 

intelektual; 

c) Pclaksanaan litigasi dan sosialisasi di bido.ng hak kekayaan intelektua!; 

f) Pelaksanaan pemenuhnn, pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak 

asasi manusia; 

g) Pengembangan budaya hukum, pemberian informasi hukum, penyuluhan 

hukum, dan discminas1 hak asasi manusia; 

h) Pengkoordinasian program legislasi daerah; 

i) Pelaksanaan pengkoordinasiaojaringan dokumentasi dan informasi hukum~ 

j) Pengawasan pelaksanaan teknjs di bidang hukum; 

Divisi Pelayanan Hokum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari Bidang 

Pelayanan Hokum, Bidang Hukum, dan Bidang HAM. 

a. Bidang Pe!ayana:n Hukum 

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang 

pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran, litigasi dan sosialisasi hak 

kekayaan intelektual, penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum serta 

pelayanan adminlstras1 hukum umum dan jasa hukurn Jainnya, dengan 

menyelenggarakan fungsi : 

I) pelak:sanaan pelayarum penerimaan permohonan pendaftaran hak kekayaan 

intelektuaJ; 

2) pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum dan jasa huk'1lm lainnya; 

3) pelaksanaan pcnyuiuhan bukum, konsultasi hukum dan hantuan hukum;· 

4) peiaksanaan 1itigasi dan sosialisasi hak kekayaan inteJektual. 

Bidang Pelayanan Hukum terdiri dad : 

a) Subbidang Pelayanan Hukum Umum; 

Mempunyai lugas metak:ukan pelayanan penerimaan permohonan 

pendaftaran hak kekayaan intelektual, pennohonan pendaftaran fidl!Sia, 

Universitas Indonesia 

Analisis Pengelolaan..., Rahadyanto, Pascasarjana UI, 2009



57 

pcnyiapan usulan pcngangkatan1 penindakan, dan pcmbcrhentian penyidik 

pegawai negeri sipit (PPNS), pengawasan notaris yang ada di wllayahny~ 

urusan kewarganegaraan, pemantnuan pelaksanaan tugas Balai Harta 

Peninggatan (BHP), pemantauan pelanggaran hukum di bidang hak 

kekayaan intelektual dan pengambilan berkas sidikjari. 

b) Subbidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum; 

Mempunyai tugas utelnkukan pembinaan, pembimblng:an, dan koordlnasi 

serta kerjasama di bidang penyuluhan hukum, eva!uasi dan pemantauan, 

pemberian bantllau huh.t1m dan konsultasi hukum. 

b. Bidang Hukum 

Bidang Hukum mernpunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan 

bahan perencanaan hukum, pengembangan hukum1 dan pembinaan jarlngan 

dokumentasi dan infonnasi hukum serta pengkoordinasian program legislasi 

daerah sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berJaku1 dengan 

menyelenggarakon fungsi : 

1) penyiapan bahan perencanaan hukum dan pengernbangan hukum; 

2) pembinnan dan pengembangan jaringan dokumcntasi dan informasi hokum; 

3) pengkoordinasian program legislasi daerah. 

Bidang Hukt1m terdiri dari : 

a) Subbidang Pengembangan Hukum; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

program peneiltian dan pengkajian bukum, analisa serta evaiuasl peraturan 

perundang~undangan daerah1 pengkoordinasian program legislasi daerah) 

serta peta permasalahan hukum di daernh. 

b) Subbidang Jaringan Dokumentasi dan Infonnasi Hukum; 

Mempunya1 tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sarna, 

koordinast5 konsultasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan 

pemerintah propinsi selaku pusat jaringan di daerah, lembaga resmi serta 

masyarakat, pengumpulan dan pengolahan peraturan perundang-undangan 
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serta pengeloJaan perpustakaan hukum sesuai dengan peraturan perundang­

undangan yang berlaku. 

c. Bldang Hak Asasi Manusia 

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang 

· penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana 

dan program, pengkoordinasian dengan instansi terkait, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan HAM sesuai perah1ran perundang-undangan yang 

berlaku, dengan menyelenggarakan fungsi: 

I) pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang 

pemenuhan: pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia; 

2) pelaksanaa.n kebijakan di bidang pemenuhan. pemajuan, perlindungan dan 

penghonnatan hak asasi manusia; 

3) penyelenggaraan disemina.si hak asasi manusia; 

4) pe!aksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; 

5) pelaksanaan evaluasi dan pemantauan. 

Bidang Hak Asasi Manu.sia terdiri dari : 

a) Subbidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak.Asasi Manusia; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan 

kebijakan teknis, pernantauan dan evaiuasi di bidang pemenuhan, pemajuan. 

perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b} Subbidang Diseminasi Hak Asasi Manusia; 

Mempunyai tugas meiakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan 

kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program di bidang pemenuhan, 

pemajwrn~ perltndungan dan penghormatan hak asasi manusia serta 

pengkoordinasian kegiatan rencana aksi nasional hak asasi manusia dengan 

instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Gambar4.5. 

Struktur Orgaoisas! Divisi Pelayanan Hukum & HAM 

&ID.I.I>G 
PEtAYAt~AN HUKUM 

SUB BID.MlG PElAYANAN 
HLKI.JM UYU"-' 

SUO S!DANG 
FENYULUHAN & E!ANKUM 

DMS\PELAYANAN 
H.UIWM DAN HAM 

S:OANG 

""'""' 
SU9 61l'!AN3 

PENGEMBANGlll•lliUKUM 

SUS B<DANG JA!'lJ~'(;AN 
DOJ<UMENTASI & INFOXUM 

BID.4NG 
HAM 

S'JB BIDANG PERL!NDUNGAK 
DAN PEMENUHAN HAM 

SUS 61DANG 
D1SEM:NASI HA.V. 

Sumber : Lampiran Peratur2fl Mmteri Hukum dan HAM Rl Nomor: I\H.ltPRJi7.10 Tahun 2005 lenlang 
Organisas1 dan Tala k.erja Kantor Wilayah Oepartemen Hukum dan HAM R! 

4.4. RENCANA STRATEGIS 

Visi dan Misi Kantor Wilayah Departemen Hokum dan Hak Asasi 

Manusia Banten 2004-2009 adalah sebagai berikut: 

Visi: 

"Terwujudnya pelayanan prima di bidang hukum dan hak asasi manusia pada 

tahun 20 10". 

Misi: 

a. Peningkatan tertib administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Departemen 

Hulrum dan Hak Asasi Manusia Banten; 

b. Peningkatan kompetensi aparatur h.ukum dan hak asasi manusia di 1ingkungan 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten; 

c. Peningkatan pelayanan dl bidang administrasi jasa hukum. keimtgrasian dan 

pemasyarakatan di Wiiayah. Banten; 

d. Peningkatan penyuluhan hukum dan sosialisasi produk hub..-urn, bantuan 

hukum dan pengetytbangan hukum di Wilayah Banten; 
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e. Peningkatan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia di 

Wilayah Banten. 

Dalam Daftar Jsian Pclaksanaan Anggaran (DIP A) tahun anggaran 2009 

Nomor: 0038.0/013~01.2!X/2009 tanggal 31 Desember 2008, Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menyelengg:arakan kegiatan­

kegiatan dalam beberapa program, yaitu : 

I) Program Penerapan Kepemeriotahan Yang Baik; 

2) Program Pembentukan Hokum; 

3) Program Pcningkatan Kesadaran Hukum dan HAM; 

4) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum; 

S) Program Peningkatan Klnerja Lembaga Peradilan dan Lcmbaga Penegak 

Hukum Lainnya; 

6) Program Penegakan Hukum dan HAM; 

7) Program Peningkatan Kualitas Profesi 1-lukum. 

Dokumen Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DJPA) Kantor Wilayah 

Depa.rtemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten meliputi pembiayaan 

kegiatan-kegiatan dari semua unit satuan kerja yang berada di Iingkungan Kantor 

Wilayab Departernen Hukum dan Hak Asasl Manusia Banten. 

4.5. KONDISI PEGAWAl 

Untuk mendukung tercapainya visi. mis~ serta tugas pokok dan fungsinya. 

Kantor Wtlayah Dcpartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten seperti 

halnya dengan organisasi-organisasi lainnya, ak:an sangat bergantung kepada 

dukungan sumber daya ma.nusianya. Berdasarkan data pegawai pada Sub Bagian 

Kepegawaian dan Ta.ta Usaha sampai dengan Bulan Nopember 2009~ jumlah 

pegawai yang ada pada Kantor Wilayah ~partemer. Hulrum dan Hak Asasi 

Manusia Banten adalah 88 (delapan puluh delapan} orang. 

Keadaan pegawal Kantor Witayah Departemen Hukum dan Hak Asasj 

Manusia Banten berdasarkan pengelompokkan pangkat I golongan adalah sebagai 

berikut: 
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Keadaan Pegawal Kanwil Banton 
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamln 

Golongan Jenis Ke:am1n -~ l p 
IV 9 3 12 I 

-
Iii 31 16 47 

···-·· 
II 17 12 29 

-~-

I - . ---
Jumlah Total aa 

Gambar4.6. 

Keadaan PegawaiBertlasarkan Pang kat 1 Golongan 

IV 

"" 
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Sedangkan keadaan data pegawai yang dikelompokkan berdasarkan jenls 

pendidikan dari SLTA bingga S2, rinciannya adalah sebagai berikut: 

c-· 

Tabel4.2. 

Keadaan Pegawai Kanwil Banten 
Berdasarl<an Jenis Pendldikan dan Jenls Kelamin 

Pendldikan Jenis Kelamin 
Jumlah 

L p 

S3 . . . 

82 10 2 12 

r- S1 28 15 43 
··-- ..• 

Dill 1 1 2 .. 
SLTA 18 13 31 

Jumlah Total 86 

I 

Sumber: Data Pogawai Kantor IMJayah Deptmmen llvlrum dan HAM Banlen, Nopembfir 2009 

Gaml!ar 4.7. 

Kea<!aan Pogawal Berdasart<an Tingkat Pandldikan 

SLTA 

2% 

S2 
14% 

49% 

SUmber: Data Pog8Wili Kantor IMJaya/lBanten (diafah kembali) 

Universitas Indonesia 

Analisis Pengelolaan..., Rahadyanto, Pascasarjana UI, 2009



BAB5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bah ini akan membahas mengenai anatisis: kegiatan pengelolaan 

anggaran pada Kantor Wi1ayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Banten ditinjau dari aspek perencanaan dan aspek pengendalian manajemen, serta 

strategi tmtuk pengeJoJaan anggaran tersebut. 

5.1. PENGELOLAAN ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH 
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM BANTEN 

Tugas mengenai pengelolaan anggaran pada kantor wHayah, telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republlk Indonesia 

Nomor : M~01J'R.07.1 0 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kcrja Kantor 

Wilayah Departemen Hukurn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada 

kantor wilayah, tugas pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Subbagian 

Keuangan dan Perlengkapan, sedangkan untuk penyusunan dan pelaporan 

anggaran dilaksanakan bersarna oleh Sub Bagian Penyusunan Program dan 

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan. 

5.1.1. Penyusunau Anggaran 

Dalam penyusunan anggaran, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Banten selain menyusun anggarrut untuk kantor wilayah, juga 

bertugas untuk melakukan koordinasi administrasi dan menghimpun usulan anggaran 

dari seluruh satuan kerja seperti 1embaga pemasyarakatan~ rurnah tahanan negara. 

rumah penyimpanan benda sitaan negara, balai pemasyarakatan, dan kantor 

imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Banten. Penyusunan anggaran pada kantor wilayah seharusnya 

melibatkan : 

a. Kepala Kantor Wilayah, selaku pengawas. 

b. Kepala Divisi Administrasij selaku koordinator. 
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c. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan> Kepala Bagian Umum, 

Kepala Sub Baglan Penyusunan Program. Kepala Sub Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan, se1aku para pMelaah_ 

d. Staftcrkait, sebagai pelaksana 

Penyusunan anggaran yang berjalan saat ini bersifat bottom-up. Para unit 

pclaksana teknis menyampaikan usulannya ke kantor wilayah, yang sclanjutnya 

oleh kantor wilayah dihimpun clan diteliti untuk kemudian disampaikan kc Biro 

Perencanaan Departcmen Hukum dan Hale Asasi Manusia Rl selaku unit eselon l. 

Informan dari kantor wilayah menyatakan ; 

"Pada a;'"·al tahun anggaran he!jalan, kantor wilayah melakukan 
permintaan data meliputi program kruja, rencana kegiatan, usulan 
belanja dan data pendukung lainnya kcpada seluruh satuan kerja di 
bawahnya. Data yang terkumpul kemudian dihimpun dan diteruskan 
ke eselon I, dalam hal ini Biro Perencanaan Deparlemen Hukum ckm 
HAM". 

Data-data usuJan anggaran dari seluruh satuan kerja olch kantor wilayall 

dihimpun di Sub Bagian Penyusunan Program. Data usutan dari masing-masing 

satuan kerja lersebut kemudian digabungkan kc daJam bentuk kertas kerja rincian 

kegiatan dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL). Kemudian disampaikan 

oleh knntor wilayah ke Biro Perencanaan Departemcn Hukurn dan Hak Asasi 

Manusia RI. 

Pada tingkat satuan kerja, seperti yang disampalkan oleh informan dari 

Lemhaga Pemasyarakatan Serang, usuJan anggaran disusWI bersama-sarna oleh: 

l) Kepala Kantor (Kalapas); 

2) Kasubag TU; 

3) Kaur Kepegawaian dan Keuangan; 

4) Bendaharawan. 

fnforman dari Rupbasan Serang menyatakan : 

"Di dalam penyusunan anggaran, di Rupbasan biasanya kita rapat. 
Kuasa Pengguna Anggaran, Penandatangan SPM, bendahara, 
temasuk .~taf pengelola keuangan Rapat intem tersebut membahas. 
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Usulan rincian kegiatan dan anggaran yang disusun, mengacu pada Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran sebelumnya atau DIP A tahun 

berjalan. Secara rinci, infol1llan dari kantor wilayah menyebutkan bahwa bahan­

bahan atau dokumen sumber penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: 

l) DIPA tahun sebelumnya 

2) DTPA !ahun berjalan 

3) SPM dan SP2D gaji bulan April tahun berjalan 

4) Rekeniog tertinggi dari langganan daya dan jasa (listrik, telepon~ air) tahun 

berjalan 

5) Usulan anggara.n- dari masing-masing divisilbidang, termasuk term of 

reference (TOR) dan rincian anggaran biaya (RAB) 

Selain dokumen sumber di atas, ada beberapa dokumen lain yang juga bisa 

menjadi dasar penyusunan anggaran, yaitu : 

1) Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) I Bezetting pega'>vai 

2) Fotokopi STNK kenrlaraan dinas 

3) Data aset atau inventarls kantor berupa Laporan barang milik negara a.tau 

laporan tahunan inventaris 

4) Kertas kerja RKA-KL, termasuk arsip data komputemya 

Dari dokumen sumber tersebut di atas, untuk mengukur kebutuhan unit 

pelaksana teknis mengacu pada data TOR dan RAB. Acuan tersebut digunakan 

untuk mengestimasi biaya kegiatan dan pengadaan yang diusulkan untuk tahun 

anggaTan yang akan datang. Kemudian. dokumen LB:MN, LTI, dan fotokopi 

STNK~ digunakan sebagai acuan perawatan aset Sedangkan fotokopi rekening 

pembayaran daya danjasa (biasaaya tagihan yang !ertinggi dalam !ahun berjalan), 

digunakan untuk acuan penunjang operasional kantor. 

Dokumen DIPA tahun sebelumnya dan DIPA tahun berjalan digunakan 

sebagai acuan mengenai kegiatan atau kebutuhan yang akan diusulkan pad a tahun 
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anggaran yang akan datang. Seperti yang dikemukaka:n oleh in forman dari Kantor 

Imigrasi Serang: 

"DIPA tahun sehelumnya kita jadikon acuan. Kita evaluasi dari 
taJmn sebelumnya .. yang dibutuhkan kurang lebilmya kita sesuaikan 
dengan kehulUhan,. 

Infonnan dari Lembaga Pemasyarakatan Serang rnenycbutkan: 

"Anggaran tahun sebelunmya dijadlkan acuan !intuk ke dcpan, umuk 
melengkapi. Sekiranya ada kebutuhan yang kurang nilai 
anggarannya, atau kegiatan yang di tahun ini lidak ada, untuk 
diwmlkan di tahun de pan" 

Dalam penyusunan anggaran belanja, penulis mengamuti bahwa ada tiga 

jenis belanja yang dibutuhkan. Jcnis bclanja tersebut adalah bdanja pegawai, 

belanja harang, serta bcJanja modal. 

Sebagian besar infonnan rnenyatakan bahwa koordinasi para pihak yang 

teriibat dnlam penyusunan anggaran sudah cukup haik. Tennasuk kompetensi 

plhak~pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran tersebur, dirasa oleh para 

infurmanjuga sudal1 cukup balk. 

Untuk pertanyaan mengenai peran dan tanggung jawab pimpinan dalam 

penyusunan anggarim~ para infonnan menyatakan bab.wa para pimpinan di unit 

masing-masing cukup berpe~ dan ikut terlibat Beberapa infonnan juga 

menycbutkan bahwa para pimpinah turut mengoreksi konsep usulan yang akan 

diajukan, dan melakukan perubahan atas uraian kegiatan yang diusulkan. 

Berdasarkan pengamatan penulis~ pelaksanaan penyusunan anggaran di 

Indonesia menganut sistem penyusunan anggaran campuran, di mana pemerintah 

dalam hal ini Departemen Keuangan menetapkan pagu global kepada kementerian 

atau lembaga (top-down appro(TCh). Kementerlan atau lembaga kemudian 

meminta da.ta usulan anggaran kepada satuan kerja tingkat wilayah, termasuk 

satuan kerja di bawdhnya untuk dJsampaikan kepada kementerian atau iembaga 

tersebut (bottom-up approach). 

Na.mun, kendala utama yang dihadapi kantor wilayah dalam penyusunan 

anggaran adalah masih adanya unit pelaksana teknis yang terlambat 

menyampaikan konscp usulan atau bahkan tiduk menyampaikan sama sekali. 
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Lebih lanjut, informan dari kantor wila.yah menjelaskan bahwa bila terjadi 

kondlsi seperti itu, guna memenuhi larget penyampaian usulan kepada Biro 

Pcrencnnnan Departemcn Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, kantor wilayah 

aknn mernbuatkan usulan anggaran dad satuan kerja tersehut dcngan mengacu 

pada anggaran tahun berjalan dengan perkiraan penambahan nilai anggaran, 

Namun hal ini, tetnp saja bereslko adanya ketldaksesuaian kebutuhcn sebenarnya 

atau yang menjadi pdorltas dari satuon kcrja hcrsangkutan. 

Sccara umum, balk kantor wilayah maupun para unit pelaksana leknis 

mengeluhkan masih adanya ketldaksesuaian kegiatan yang diusulkan dengan 

kegiatan yang rnuncul dalam DIPA. Mengenai ketidaksesuaian nominal anggaran 

yang diterima dalam DrPA, para unit satuan kerja dan kantor wilayah masih dapat 

memaklumL Sepcrti yang disampaiknn salahsatu informan, "namanya usttlan, 

belum lcntu nilalnya disetf.!}ui semua''. 

Selain itu, kendala waktu yang mendesak mengenai permintaan data 

tertentu terkait penyusunan anggaran oleh biro perenca:naan kepada kantor 

wilayah dirasa penulis mengakibatkan penyampaian data tidak optimal, karena 

terburu«buru~ masih ada beberapa satuan kerja yang belum menyampaikannya ke 

kantor wilayah sesuai waktu yang diminta oleh pihak biro perencanaan. Saat 

dikonfirmasikan kepada bjro perencanaan, staf yang menangani menjelaskan 

ba.hwa ,mereka juga t:erburu~buru karena adanya petubahan peraturan, kebijakan, 

aplikasi, dan sebagainya dari pihak Direktorat Jendetal Ailggaran Departemen 

Keuangan. 

Ketidaklengkapan data dukung untuk usulao anggaran tersebut turut juga 

memberi andil terhadap munculnya anggaran yang dibintang I diblokir oleh pibak 

Direktorat Jenderal Anggaran Dcparternen Keuangan. Saat dikonfonnasi. 

pemblokiran beberapa anggaran tersebut disebabkan tidak disertainya data 

dukung seperti TOR dan RAB. 

Kendala barn yang dihadapi oleh para unit palaksana tekuis di bawah 

kant or wi!ayah adalah proses penelaahan konsep DIP A tahun anggaran 20 l 0 
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dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Petbendaharaan Provinsi Banten. 

Pada tahun-tahun sebelumnya, pihak kantor wilayah yang melakukan pene!aahan 

konsep DlPA berdasarkan surat rincian alokasi anggaran (SRAA) yang diterima. 

Namun mulai tahun anggaran 2010, dengan konsep satu DJPA untuk satu satuan 

kerja.. maka proses pengajuan konsep DIPA dan penetaahannya merupakan 

kewenangan dan kewajiban rnasing-masing satuan kerja. 

Minimnya pengelahuan dan kcsiapun dari para unit pelaksana teknis alas 

perubahan aplikasi~ serta terbatasnya rentang waktu sejak diterimanya SRAA 

dengan penelaahan yang hanya satn hari, berdampak terhadap lerlambatnya 

proses pcnelaahan DlJ>A ltu sendiri. 

5.1.2. Pelaksanann Anggaran 

Setelah dokumcn daftar isian pelak:sanaan anggaran (DlPA) disahkan 

plhak Departemen Keuangan dalam hal ini oleh Kantor Wilayah Direlctorat 

Jcnderal Perbe:ndaharaan Provinsi Banten, Kantor Wilayah Oepartcmen Huk:um 

dan Hak Asasi Manusia Banten mulai tnerencanakan pelaksanaan kegiatan, 

Namun dalam prak1.eknya, terkadang usulan anggaran yang diajukan tidak sesuai 

dengan yang tertera dalrun DIP A. 

Dalam DIPA terkadang anggaran yang ada nilainyajauh lebih kecil dari 

yang diusuikan, ada kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan. bahkan ada 

beberapa mata anggaran kegiatan yang sifatnya baku I tetap tidnk muncul. Hal ini 

dirasakan oJeh salahsatu unit pdaksana teknis di Kota Tangerang terkait tidak 

tersedianya angga:ran untuk pemeJiharaan kendaraan. insentif jaga malam, dan 

seterusnya. 

Beberapa satuan kerja tetap melaksanakan kegiatan yang ada dalam DlPA, 

namun tidak sedikit yang mengajukan revisi atas uraian kegiatan yang tidak 

sesuai tersebut. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para infonnan dari 

beberapa unit pelaksana teknis : 

"lika terjadi ketidaksesuaian atas kegiatan yang sifatnya nrendesak, 
kami ajukan revi.si kepada pihak Kanwil DJPB melalui kantor 
wilayah kami." 
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Pengajuan revisi yang disampaikan oleh satuan kerjaJ akan dlproses oleh 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asas[ Manusia Banten. Oleh pjhak 

kantor wilayah, pengajuan revisi tersebut kemudian diajukan dan dikonsultasikan 

kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Banten, atau 

B ira Keuangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Man usia, maupun sarnpai 

tingkat Direktorat Jenderai Anggaran Departcmen Keuangan. 

Mengenai proses pelaksanaan anggaran pada kantor wilayab, beberapa 

pihak intern yang terkait menurut infonnan dari kantor wilay~h adalah sebagai 

berikut: 

I) Kuasa Pcngguna Anggaran, selaku penanggungjawab penggunaan anggaran; 

2) Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM~ yang bertugas menguji setiap 

pengajuan pennintaan pembayamo sehingga layak untuk dikeluarkan SPM; 

3) Bendahara Pengeluaran, yang bertugas mengelola penggunaan anggaran dan 

rneiakukan pertanggungjawaban adrninistrasi pengeluaran anggaran; 

4) Pemegang Uang Muka, merupakan pembantu Benda:hara Pengeiuaran dalam 

hal pengelolaan anggaran untuk masing-masing program. 

5) Bendahara Penerima, yang bertindak sebagai pengelola penerimaan negara 

untuk dibukukan dan dtsetorkan kepa.da Kas Negara. 

Sedangkan pihak ckstcrn yang terkail dengan proses pelaksan~n anggaran 

adalah KPPN (karftor pelayanan perbendaharaan negara). KPPN merupak:an 

Kuasa Bendahara Umutn Negara, yang dapat menerima atau menolak setiap 

pennintaan pencairan dana. 

Secara garis besar a'da dua mekanisme pencairan dana. yaitu sistem uang 

muka dan sistem langsung. Slstem uang muka terdiri dari dua jenis SPM (surat 

perintah membayar), yaitu SPM Uang Persediaan (UP) I Tambahan Uang 

l'ersediaan (!UP), dan SPM Penggunaan Uang Persediaan (GU). Sedangkan 

sistem langsung menggunakan SPM Langsung (LS). 
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fnforman dari kantor wilayah menjeiaskan mekanisme pencairan dana 

DIPA sebagai berikut 

a) Pencairan Sistem Uang Muka {UM) 

Pelaksana kegiatan mengajukM rencana kegiatan ke pemegang uang 

muka atau be:ndahara pengeluar:an. MeJaJui petsetujuan Kuasa Pengguna 

Anggaran, penga.juan uang rnuka tersebut dapat dicairkan oleh bendahara 

pcngeluaran. 

Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, pelaksana kegiatan harus: 

menyampaika.n pertanggungja\vaban kegiatan ke pemegang uang mukn atau 

bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran kemudian mcngajukan 

pertang&ungjawaban tersebut kepada KPPN. Komponen-komponen dalam 

pencairan sistem uang muka adalah : 

• -Nota dinas 

• Kwitansi pertanggungjawaban, yang nilainya di bawah 5 juta rupiah 

• Surat permintaan pembayaran (SPP) 

• Surat perintah membayar (SPM) 

• Surat pernyataan tanggungjawah belanja (SPTB) 

• Sural setoran pajak (SSP) 

b) Pencairan Sistem Langsung (LS) 

Pelaksana kegiatan atau pihak ketiga mengajukan pennintaan 

pembayaran ke pemegang uang rnuka atau bendahara pengeluaran. Dengan 

persetujuan Kua:sa Pengguna Anggaran, pennintaa.n pembayaran diajukan 

KPPN. 

Setelah SP2D h.-eluar dari KPPN, pembayatan dapat langsung diterima 

pihak ketiga tanpa melalui bendahara ( ditransrer langsung oleh KPPN ke 

rekening pihak ketiga). Komponen-komponen dalam pencairan sistem 

langsung adalah : 

• Ringkasan kontrak 

• Kwitansi pembayaran 

• Kontrak kerja (SPK) 

• Berjta acara serah terima barang 
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• Faktur pajak 

• Surat permintaan pernbayaran (SPP) 

• Surat perintah membayar (SPM) 

• Sur.1t setoron pajak (SSP) 

Sebelurn hahan-bahan tersebut diajukan kepada KPA, bendahara 

pengeluaran akan memeriksa kesesuaian kodc mala angganm kegiatan yang 

digunakan tcnnasuk mcmeriksa nilai pagu anggaran, rea!isasi _ sampai saat ini, Jan 

sisa pagu yang masih ada. Informan dari kantor wilayah menjelaskan proses 

peneairan dana scbagai berikut: 

• Pemegang uang muka membuat SPP1 Jalu diperiksa oleh bendahara 

pengeluaran; 

• Jika SPP disetujui, maka akan dibuatkan SPM; 

• Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SP!vl akan mengoreksi SPM yang 

dlajukan oleh bendahara penge1uaran~ 

• SPM yang sudah ditandatanganl, diserD.hkan kepada KPPN untuk diperiksa. 

• KPPN akan rnemeriksa SPM dan kelengkapan berkas yang diajukan. KPPN 

yang akan memutuskan SPM tersebut disetujui atau tidak untuk diterbitkan 

SP2D, guna pettcairan ke bank. 

Dalam pelaksanaan anggaran tersebut masih menemui beberapa kendala. 

Jnforman dari kantor wilayah juga menyebutkan bahwa : 

''salahsatu pertnasalahan yang dihadapi tentang pencairan dana, 
terkait dengan kwitansi pertanggungjmvaban ". 

Berdasarkan Keputusan Presiden RepubHk Indonesia Nomor 80 Tahun 

2003, pertanggungjaWaban dcngan kwitansi maksimum sampai dengan 5 juta 

rupiah. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor Per--66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan 

pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara., di mana KPPN 

mempedomani bahwa pertanggungjawaban dengan kwitansi adalah sampai 

dengan l 0 (sepuluh) juta rupiah. Lebih lanjut informan dari kantor wilayah 

menyatakan: 
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"hendaknya peraluran tersebut dapal disesuaikan agar bisa 
dipedomanf ". 

n 

Aspek pengendalian menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan 

dalam peJaksanaan anggaran. -Salahsatu kegiatan pengendalian dalam pelaksanaan 

anggarnn bisa mela!ui pengawasan. Kegiatan pengawasan itu sendiri meiibatkan 

bendahara. kepafa sub bag\an keuangan I kepala urusan keuangan (pada UPT), 

kepala bagian umum I kasubag TU (pada Ul'T), kcpala divisi administrasi, sampai 

kepada kepala kantor selaku kuasa pengguna anggaran. 

Fakta di lapangan didapat bahwa ada kegiatan pengendalian dalam 

pelaksanaan anggaran yang tidak berjalan semestinya. Berdasfirkon kcterangan 

Jnforman dari salah satu unit pemasyarakatan, disebutkan bahwa; 

"lni yang komi hadapi saat ini. Peran dari Kaur Kepcgmvuian dan 
Keuangcm tidak beJjalan, karena tidak diberi kewenangan. llanya 
diberi kesempatdn 1ft1tuk mer.gusulkan anggaran saja"', 

Informan tersebut menuturka.n bahwa untuk _pelaksanann anggaran dia 

samasekali tidak tahu menahu dan tidak terl ibat, karen a yang bekeija hanya 

bendahara dan dilaporkan langsung ke pimpinan. Sumber lain mengcmukakan 

bahwa beberapa satuan kerja unit pemasyarakatan masih menganut paham 

pelaksanann anggaran yang tidak trensparan sepert:i ihL 

5.1.3. Pelaporan Anggaran 

Setiap satuan kerja, termasuk Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Banten, mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan 

keuangan metaui aplikasi sistem ak:untansi keuangan (SAK) yang meHputi: 

a) Neraca 

b) Laporan realisasi anggaran bclanja 

c) Laporan reatisasi pengembaiian belanja 

d) Laporan realisasi pendapatan 

e) Laporan reaiisasi pengemhalian pendapatan. 

Laporan keuangan tersebut setiap bulannya disusun dan wajib 

direkonsiliasikan dengan Seksi Verifikasi Akuntansi KPPN setempa.t. 
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Rekonsiliasi ini bertujuan untuk mencocokkan data beJanja dan penerimaan yang 

tercatat di KPPN dengan data bekmja dan penerimaan yang dica:tat oleh satuan 

kerja. 

Jika basil rekonsiliasi data antara satuan kerja dan KJ)PN dinyatakan sama 

I sesuai~ maka akan diterbitkan berita acara rekonsiHasi. Berita acara inHah yang 

kemudian beserta arsip dam komputernya (backup data dan file kirim) dlserahkan 

olch masing-masing satuan kcrja kepada unit wilayah, Dalam hal ini kantor 

wilayah sebagai satuan kerja /unit akuntaosi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) 

juga menyampalkan datanya kepada kantor "vilayah sebagai unit wilayah I unit 

akuntansi pcmbanlu pengguna anggaran wilayah (UAPPA-W). 

Data laporan keuangan dengan apHkasi SAK dad masing-masing satuan 

kerja yang dihimpun di kantor wilayah, akan direkonsiHasikan tingkat wiJayah 

setiap triwulannya dertgan Bidang Akunt.ansi dan Laporan pada Kantor Wilayah 

Direktorat Jendera! Perbendaharaan Propinsi Banten. Bila basil rekonsiliasl 

tingkat wilayah tersebut dinyatakan sama I sesuai, maka akan diterbitkan Berita 

Acara Rekonsiliasi. Berita acara rekonsiliasi tingkat wi!ayah beserta arsip data 

komputernya (backup data dan file kirim) disampaikan kepada Biro Keuangan 

Departemen Hukwn dan Hak Asasi Manusia seJaku unit akuntansi pembantu 

pengguna anggaran- eselon 1 (UAPPA~El). 

Kesesuaian data merupakan tujuan rekonsiliasi, baik itu sejak tingkat 

UAKPA sampai tingkat UAPA di pusat Rekonsilhrsi dila.kukan sebagai 

pembandlng ketepatan input data sehingga. diharapkan data yang dihasilkan dalam 

laporan keuangan lebih akurat. 

Kantor WHayah Dep'artemen Hukum dan 1-Iak Asasi Manusia Banten pada 

tahun 2009 ini mendapatkan predikat terbaik pertruna dari Biro Keuangan 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal periyajian laporan 

keuangan dengan sistem akuntansi keuangan. Namun. itu semua tidak lepas dari 

kendala yang dihadapi. Sebagai contoh, masih adanya unit pelaksana teknis yang 

belum menyampaikan laporan keuangan basil rekonsiliasi dengan KPPN secara 

tepat waktu. Ha.l tersebut seperti djsampaikan oleh salah seorang infonnan dari 

kantor wilayah bahwa: 

"Kadang~kadang ada satkar yarrg masih sering terlambat 
menyampaikan laportm. Untuk itu kami telepon untuk meugirlm 
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langsung arsip data lwmputemya kc kanwil, herikut fotokopi berita 
acara rekon dan lampircy< lainnya ", 

5.2. ANALISIS DATA 

Berdasarkan langkah-langkah dalam ptoses analis data untuk peneJitian 

data kualitatif, penufis telah melakukan (a) wawancara dengan informan; (b) basil 

wawancara yang didapat, kemudian ditranskrip ke dalam bentuk tulisan 

(verbatim); (c) membuat koding dan mencatat kata-kata kunci yang muncul dari 

transkrip data tt!rsebut 

Setelah tahapan membuat koding dan mendapatkan kata-kata kunci, 

penulis kemudian memiHh kata-kata kunci tersebut untuk dilakukan 

pengelompokan data. Data yang bcrhubungan akan disatukan, dan data yang tidak 

berhubungan tidak dimasukkan agar memudahkan dalam mengolahnya. 

1. Rapat penyusufWl anggaran 

2. Peran dan tanggung jawab pimpinan 
dalam pengelo!aan anggaran 

• biasanya kaml di kantor mengadakan 
rapat intern 

• hal-hal apa saja yang nanti dituangka11 
dalam biPA itu, kita bahas dalam rapat 
intern itu 

• saya ngga terlalu terlibat 
• Kalo rapat khusus mab ... iatang 
• Tergantung pimpinan-plmpinan di atasnya 
• Kalo bisa mah .. ada rapat khusus secara 

kese!uruhan untult inventarislr kebutuhan 

• pimplnan cukup berperan 
• cukup herperan 
• pimpinan mengoreksi apa sudah cocok, 

apa ada yang kurang 
• bagus ... 
• bertanggung jawab 
• tergantung plmpinannya 
• kapa1a juga met~gawasi 
• respon pimpinan t~rhadap penyajian 

laporan baik 
• pimpina-n dl sini juga menguasai tentang 

laporan SAKPA & SIMAK.SMN 
• Kalo itu tergantung pimpinannya ... tapi 

beliau iil:ut mengoreksl 
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·:.l,;~/''' ;~ .· : .... ;_ , .. 
·, . -· "• .. . " 'i.'· ·, ,,;• 

' 
-- ,._ 

3. Dasar penyusunan anggaran • dokumen D!PA 
• kebutuhan yang kita usulkan itu benar· 

benar liita pikirk.an 
• tldak lepas dari bendaharawan 
• evaluasl dan rahun sebeiumnya 

• kita sesualkan dengan kebu!uhan 
dasamya DIPA ... tahun !alu dan yang 
sedang be~a!an 

• biasanya kita lihat D!PA tahun berja!an 

4. Koordinasi dengan pihak. terkait • usulkan ke kamvil untuk rene-ana 
(intern & ekstern) anggaran 

• koordlnasinya yang kurang jalan 
• hampir S'$IT!Uil terlibat 

' • ber'r:oordinasi dengan PPL 
• dnibatkan jug<! ... biasanya ltu untuk 

usulan ai'lggaran dart masing-masing 
divisi/bidang 

5. Kendala dalam penyusunan anggaran • koordinasinya yang kurang jafan 
• masih lerganlung pada orang-orang 

tertentu yang blasa menangani 
' • faktor SDM mempengaruhi 

• menyusun konsep DIP A, ya saya semliri 
• pertu dari pihak kanwil itu meninjau 

penyusunan anggaJar~ di sini itu !idak 
lepas dan bendaharawan 

• masih tergantung pada orang-orang 
terten!u yang b!asa menangani peke!jaan 

• kita kerepotan juga memeouhi kalau data 
d::ui UPT belum ada 

• ada satker yang tfdak memenurn 
pemtintaan usu!an anggaran 

• waktu mlnta dat<:L. minlanya llart inl 
harus dlkirim, atau paling lambat besok 
dikilim 

6. Saran untuk pehyusunan anggaran • pe!lu ada rapat khusus secara 
keseluruhan untuk lnventarisir kebutuhan 

• agar febih: tepat sasaran . 
• pembahasan tenebin dahulu dl tingkat 

'llilayah 
• sosiallsasi atas apllkasi yang se!alu baru 
• kadang ~Ia du kumng dapat pengarahan 

yang jelas dari pusat 
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1 2 J 

• Pellu dit!ngkattan koordinasl antar plhak-
pihak terkail ... baik itu kepada satker ke 
kita, maupun Kila dengan pusat 

• perfu ada pembenahan etas munculnya 
kelidaksesuaian mata anggaran yang 
lurun 

-~ +--···· ' 
7. Kendala dalam pe!aksanaan anggaran • saya kerepolan sendirt t:dak ada yang 

membanlu 

I • sampai saal ini, kami tidal\: diberi 
kewenangan 

• bendahara tidak Mnya meng:urusi I 

I 
permfntaan dan pembayaran saja i 

• semua dlla'<:sanakan oleh benflahara, 
sampai dengan belanja barangnya secara 
fisik. 

• mesli berlanya ke bendahara agar dapat 
lincian del.ilnya 

• anggaran yang ada lidak. sesuai dengan 
keingfnan 

• kegiatan yang dibul:uhl\an tidak ada, yang 
lidak dibutuhkan ma!ah ada 

I 
• KetidaksesL'aian akun dan kegiatan, 

harus dlrevisi 
• Kal.o bisa sih semua usulan dapat 

I direalisasikan Ka'.o penggolorr;:tan akun 
tidak sesuai 

• Sehan.rsnya punya fungsi maslng-masing 
• peme{la~ uang muka masih suka sa!ah 
• usulnya mah berapa, yang turon berapa 
• anggaran kHa utll!.ik tahufl depan banyak 

yang dibintang, tennasuk beberapa satker 

' 
• Banyat satker yang anggarannya jauh 

lebih kectl dari yang dlusulkan 
• apa yang kila usulkoo, temyata turunnya 

berbeda 
• ada juga ki!)}latan yang tidak sesual 

dengan usulan 
• beberapa mata anggaran kegiatan yang 

sifatnya baku, tidak rtu.mcuL 
• kendala saat in!, masi11Seputa' re~~ ~ 

anggaran 
• 1\etidakcocokan kebul.uhan dengan dana 

yang ada atas kegiatan 
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8. Saran untuk pelaksanaan anggaran • perlu ada penambahan personil 
• seilarusnya peraturan tersebut dapal 

' 
disesuai:'{an terlebih dahulu 

' • rrelai«J!(an pengawasan terhadap 
realisasi anggaroo secam berkala 

9. Kendala dalam pelaporan anggaran • kadang-kadang ada sa!l<er yang masih 
sering terlambat menyampalkan Japoran 

• T eikadang file itu terserang vin.-s hlngga 
backup data hilan_g 

• W,asih ada juga kok satker yang 
! menyampaikan laporan kurang tepa! 

waktu 
' • yang jadi operator, bula."l depan dilarik ke 

regu penjagaan .... gantl orang lagi 

10. Saran untuk pelaporan anggaran • backup data di berbagai media 

• Harus dikenakan sanks1 yang tegas 
kepada sa1ker yang lerlambat 
menyampai~an laporan 

• nonornya dinaikkan 
.......•... 

Berdasarkan katcgorisasi data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan scmentara dan ohsefver',v comment (OC) sebagai berikut: 

• Dari hasil wawancara dengan para lnfonnan yang bertugas dalam penyusumm 

anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran pada kantor wilayah 

dan unit pelaksana teknis, menunjukkan bahwa pada unit tertentu sebelum 

menyusun anggaran dilakukan rapat internal terlebih dahulu. Namun pada unit 

lain rapat secara khusus membahas pcnyusunan anggaranjarang.dilakukan. 

• Hampir seluruh informan menyatakan bahwa pimpi..'lan turut berperan dna 

bertanggungjawab dalam proses pengelolaan anggaran. 

• Dokumen DIP A tabun sebetumnya dan .tahun berjalan. digunakan sebagai 

acuan untuk membuat usutan tahun berikutnya. 

• Rata-rata informan nienyatakan bahwa koordinasi dengan pihak intern dan 

ekstern dalam pengelolaan anggarnn beljalan dengan baik. Namun, beberapa 

informan masih mengeluhkan koordinllsi yang kurang baik. 
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• Masih banyak kendala yang dihadapi dalam tahap pcnyusunan anggaran, antara 

Jain koordinasinya yang kurnng berjalan dengan baik, tidak semua satuan kerja 

berpartisipasi daJam menyampaikaH usulan tepat waktu, dan ada informan yang 

menyatakan bahwa penyusunan anggaran dilakukan oleh dia sendiri. 

• Beberapa informan memberikan saran bahwa petlu dHakukan rapal khusus 

uoluk invcntadsir kebutuhan agar lcbih tepat sasaran. Jnfonnan dart unit 

pelaksana teknisjuga mengharapkan ada pembahasan terlebih dahulu di tingkat 

wilayah, dan sosiaiisasi atas aplikasl yang selalu baru. Selain itu koordinasi 

yang baik perlu ditingkatkan, dari unit pusat ke wilayab maupun dad wHayalt 

ke satuan kerja. 

• Da!am tahap pelaksanaan angganm lebih banyak lagi kendala yang ditemui, 

antara Jain adanya ketidaksesuaian usulan anggaran dengan anggaran yang 

diterima, adanya penumpukan tugas berlebihan pada bcndahara yang 

mengakibatkan tidak berjalannya tugas pokok dan :fungsi pejabat tertentu 

berkaita.n dengan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

anggaran. 

• Informan tertentu dari unit pemasyarnkatan berharap adanya penambahan 

personil (staf pclaksana) yang dapat membantu meringankan tugas bendahara 

sehari-hari. Selain itu, kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran melibatkan 

pejabat I pegawai lain yang terkait dengan urusan kcuangan. 

• Secara umum, keglatan pelaporan anggaran deilgan aplikasi SAK di wilayah 

Banten telah berjalan dengan baik, namun terkadang masih ada juga satuan 

kerja ynng menyampaikan iaporan keuangan ke tirtgkat wilayah tidak tepat 

waktu, 

• Beberapa informan berharap adanya penghargaan atas kinerja J prestasi yang 

telah dicapai oteh operator pelaporan SAK dan SIMAK-BMN. 

Langkah anaHs;s data selanjutnya adatah melak"1Jkan triangu[asi. yaitu 

membandingkan informasi dari dua atau lebih sumber..sumber yang berbeda untuk 

melihat tingkat konsistensi satu sama lain. Dalam penelitian ini, basil wawancara 

dengan para infonnan akan dibandingkan dengan hasil wawancara informan 
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lairmya. Hasilnya. ada heberapa sumber data yang koheren dan adapula yang 

berbeda. 

5.3. TINJAUAN BERDASARKAN TEORI 

Berdasarkan kesimpulan sementara di atas, maka dapat di!ihat bahwa 

aspek pcrencanaan dan pengendalian manajemen yang kurang baik. berdampak 

pada proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan cmggarau di Kantor \Vilayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. 

Sesual teori yang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter perihal aspck 

perencanaao dalam fungsi pengelolann, perencanaan yang baik diharapkan dapat 

memberikan arah sasaran yang jelas dengan menetapkan usaha yang 

tcrkoordinasi. Selain itu perencanaan yang baik dapat meminimalisir waktu dan 

sumber daya, perencanaan juga dapat menjadi standar yang digunakan dalam 

pengendalian. 

Sasaran dan tujuan dasar diperlukan untuk merencanakan strategi dan 

teknik yong diperlukan dalam pelaksanaan (tahapan perencanaan operasional). 

Tujuau perencailaan operasiona! adalah untuk merinci tujuan dasar yang 

kemudian diikuti dengan aktifitas-aktifitas. 

Anggaran mempunyai penman penting dalam pelaksanaan sHdus 

perencanaan dan pengendalian manajemen, karena anggaran merupakan 

penghubung utama antata perencanaan dan pengenda,ian. Perencanaan berpertm 

dalarn pencapaian tujuan dan hal-hal yang berhuhungan dengan moneter, yaitu 

mengenai input yang dibutuhkan untuk aktifitas perencanaan periode anggaran, 

dan yang diambH dalam bentuk belanja pegawai, belanja harang, dan belanja 

modat Semuanya itu dapat dikombinasikan dalam "nilai moneter", Pengendalian 

berperan dalam menetapkan anggaran, yang menunjukkan secara jelas input dan 

sumber daya yang dialokasikan ke setiap departemen. Dengan kata lain; tanggung 

jawab pemenuhan tugas dicerminkan dalam sejumlah anggaran. Melalui anggaran 

dapat dltetapkan pula standar prestasi kerja yang jeias dan membantu koordinasi 

beragam aktifitas di dalarn organisasi. 

Pada tahap penyusunan anggaran1 aspek perencanaan yang baik bisa 

dimulai dari pelaksanaan rapat khusus untuk rnembahas usulan anggaran tahun ke 
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depan. Karena me!alui rapat itulah. pimpinan akan dapat meoetapkan sasaran 

yang ingin dicapa~ pengalokasian sumbcr daya yang ada, dan scbagainya. 

Perencanaan juga diperlukan untuk menjamin apakah semua cara altematif untuk 

mencapai tujuan telah dipertimbangkan~ prioritas dan skala waktu te[ah 

ditetapkan, dan apakah investasi modal dan biaya yang digunakan secara tahunan 

telab selesai untuk masa yang akan datang. Pcrencanaao operasional sering kali 

juga meliputi jarak periode waktu dari sekarung hingga J 0 atau 20 tahun yang 

akan dalang, dan k:emungkinan dinyatakan dalru:u hal keuangan atau non keuangan 

(tabapan penganggaran) 

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, 

dimsakan pula semakin penttngnya fungsi perbendaharaan dalam rangka 

pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efislen. 

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, sangat diperlukan pengendalian, karena 

anggaran merupakan sa.rana yang paling luas digunakan untuk merencanakan dan 

mengendaJikan aktifitas di setiap tingkatan organisasi. Disamping itu, anggaran 

juga merupakan salah s.atu alat utama koordinasi aktlfitas dalam organisasi. 

Interaksi antara pimpinart dan karyawan yang ber!angsung selama proses 

pcngelolaan anggaran akan dapat memhantu menetapkan dan mengintegrasikan 

berbagai kegiatan pada organisasi, dalam hal ini Kantor Wilayah Departemcn 

Hukum dan .Hak Asasi Manusia Baotcn. 

Sistem pengendalian dapat dibuat untuk mengawasi fungsi organisasi. 

Pengendalian atas sebuah fungsi dimaksudkan untuk memastikan bahwa aktifitas 

tertentu telah dilaksanakan dcngan benar dan tepat. Peogendalian anggaran sangat 

penting dilak:ukan karena anggaran merupakan salahsatu input dan ouput yang 

menonjol dan dapat diukur dalam menunjang kegiatan organisasi. 

Organlsasi sektor publik seringkali menghadapi ketiadaan pengukuran 

output secara tepat, sehlngga input yang dikons.umsi serlng digunakan sebagai 

pengukuran yang efekti£ PengendaHan dapat dilalrukan dengan memhandingkan 

hasil anggaran dengan basil aktual untuk menjaniin bahwa tingk:at pengeluaran 

tidak melebihi tingkat perencanaan aktifitas yang ingin dicapai (tahapan 

pengukuran dan pengendalhm). Pengukuruan meliputi pelaporan biaya aktual 

yang terjadi dan kemungkinan output yang dicapai. Sedangkan pengendalian 
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melibalkau pendeteksian posisi awal anggaran dan pengambilan tindakan koreks1 

atas penyimpangan. Individu atau departemen bertanggung jawab terhadap 

penyimpangan anggaran yang terjadi. 

Penyimpangan anggaran terjadi karena tidak efisien atau manajemen yang 

tidak baik, sehingga tindaka.n koreksi harus diambil. Perubahan input dalam 

anggaran perlu ditinjau kembali dan disesuaikan. Hal ini berartl bahwa dalarn 

perencanaan operasior.al juga diperlukan perbaikan. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa siklus perencanaan dan pengendalian manajemen dapat diHhat sebagal 

proses yang terus menerus. 

Dalam tahapan pelaporan keuangan, di mana meiiputl neraca, laporan 

rea!isasi anggaran belanja, laporan realisasi pengembalian belanja. laporan 

rea!isasi pendapatan, serta laporan realisasi pengembalian pendapatan. berperan 

untuk mcmberlkan gambaran mengenai kondisi keuangan secara umum daJam 

periode tertentu. Infurmasi dari laporan keuangan ini sangat bergona bagi 

pimpinan dan organisasi 110tuk mengevaluasi presta.si kerja organisasi. 

5.4. STRATEGI YANG PERLU DILAKUKAN 

Dalam upaya untuk menjabarkan strategi yang perlu dila!..-ukan agar 

peagelolaan anggaran pada Kantor WHayah Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusla Banten dapat berjalan lebih baik, penulis menerapkan kons:ep 

pengembangan pengendalian strategi dari Certo dan Peter (1991). Dengan 

langkah-langkoh sebagai berikut : 

• Proses pengendalian mulai dilakukan pada tiap tahap penge!olaan anggaran, 

baik di tahap penyusunan, pelaksanaan, maupun pelaporan. 

• Langkah berikutnya adalah metakukan pengukuran kinerja. 

• Hasil klnerja yang telah diukur tersebul kernudian dibandingkan dengan 

standar yang relah ditetapkan. 

• Pembandingan antara kinerja dengan standar akan mendapatkan hasil 

kesesuaian. Apakah kinerja sudah sesuai attu tidak sesuai dengan standar 

organisasi. 

• Jika basil pembandingan kinerja tidak sesuai dengan standar, maka perlu 

diambil langkah perbaikan meliputj perubahan rencana, metode, dan 
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sebagainya, Situasi kerja yang baru dimulai, dilanjutkan sampai pada proses 

pengukuran kinerja kembali. 

• Jika basil pembandingan kinerja sudah sesuai rlengan standar, maka 

perkerjaan dilanjutkan sampai pada proses pengukuran kinerja kembali. 

Dalam sebuah organisasi, pengendalian mencakup pengawasan, evaluasi, 

dan penge:mbangan aktifitas~aktifitds yang berada dalam organisasi terscbut. 

Proses perencanaan dan pengcndalian tersebut dilakukan terus menerus. 

5.5. IMPLIKASJ KEBIJAKAN 

Terkait dengan tugas penyusunan anggaran sebagaimana telah diatur 

dalam Undang~Undang Nomdr I 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, agar 

dapat berjaltm secara transparanJ partisipatif, efektif dan efisien, maka perlu 

diterbitkan suatu peraturan menge:na( standar operating procedur (SOP) dalam 

kegiatan penyusunan anggaran pada Kantor Wilayah Dcpartemen Hukum dan 

Hak Asasi M.anusia Banten. J>eraturan mengenai SOP tersebut dltujukan untuk 

mengatur tugas koordinasi antar bidang I divisi pada krmtor wilayah termasuk 

keterlibatan para unit satuan kerja dalam mercncanak:an dan menyusun usulan 

anggaran. 

Dalam hal pelaksanaan anggaran, terdapat perbedaan mengenai hatasan 

nilai pertanggungjawaban dengan kwitansi antara Keputusan Presiden Nomor 80 

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Kcuangan RI 

Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pcmbayaran Atas Beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perbedaan tersebut perlu disesuaikan~ 

agar tidak menimbulkan salah pemahaman dari pengelola keuangan dalam 

pencairan dana. 

Terbibtya Peratliran Menteri Keuangan Republik lndonc:sia Nomor: 

192/PMK.05/2009 tent:ang Perencanrum Kas menjeiaskan bahwa peran satker 

dalam menyusun perencanaan kas yang akurat sangat penting untuk menciptakan 

pengelolaan kas negara yang optimal. Sosialisasi mengenai Peraturan Menteri 
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Keuangan yang baru tersebut perlu dUaksanakan untuk memperkenalkan, 

menyamakan persepsi, dan meningkatkan pernalmman tentang arti pentingnya 

perencanaan kas sekaligus mengawali penerapannya yang direncanakan berlaku 

efektifmulaf awal tahun anggaran 2010. 

Materi sosiaJisasi Peraturan Menteri Keuangan tersebut diharapkan dapnt 

menje!askan kcpada seluruh satuan kerja mengenai Jatar belakang perlunya 

perencanaan kas, Jandasan hukum perencanaan kas, wnggung jav,rab bcndabara 

umum negara (BUN). dan ke·wajiban menteri/pimpinan lembaga terkait dengan 

perencanaan kas~ tujlJan perencanaan kas, fungsi perkiraan penarikan dana. 

mckanisme penyampaian perkiraan penarikan/pcnyetoran dana, cara satker 

menyusun perkiraan penarikan dana~ serta ilustrasi perkiraan 

pcnarikanlpenyetoran dana bulanan, mingguan, dan harian. 

Terkait dengan basil penelitian tnengenai pelaksanaan anggaran yang 

belum optimal. maka keberadaan peraturan yang ham ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang san gat berguna untuk pengelolaan anggaran yang lebih 

efektif dan efisien. Perencanaen kas bagi kementerian negarailembaga antara lain 

akan mengatur mengenai peroleban dana yang senilai dengan perkiraan penarikan 

dana danlatau perkiroan penyetoron dana untuk membiayai kegiatan yang akan 

dilaksanakan~ dan selanjtJtnya kementerian negarnl 1embaga memperoleh dana 

sesnai dengan w<tktu pelaksanaan kegiatan, sedangkan bagi bendaha.ra urnum 

negara (BUN) I Kuasa BUN dapat memastikan ketersediaan dana guna mernenuhi 

kewaji'ban negara serta mengambil tindakan yang efektif dan cfisien dalam rangka 

mengoptimalkan kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas. Lain darJpada itu, 

sebagai hal yang batu, akurasi perertcanrum kas merupakan suar:u proses yang 

memertukan usaba dan peran semua pihak, terutama satuan kerja kementerian 

negara/lembaga untuk mewujudkannya. 

Meskipun secara umum, penyampaian laporan keuangan tingkat wilayah 

sudab cukup balk. Namun hasil pcnelitian menunjukkan bahwa masih ada 

keterlambatan dalarn penyampaian laporan keuangan tersebut. Permasalaban 

penyamp:atan taporan keuangan ini k:urang Iebih berlaku sama dengan kantor 

wilayah Jainnya di Indonesia. Dalam tujuan bersama untuk meningkatkan predikat 

pelapornn keuangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sccara kolektif 
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yang masih berprcdikat disclaimer, maka dirnsa perlu untuk membcrlakukan 

secara tegas sanksi terhada'p satuan kerja yang belum melakukan rekonsiliasi 

Japoran keuangan. Sanksi tersebut bcrupa penolakan pencairan dana untuk jenis 

bchmja sdain be!anja pegawai, di mana selama ini sanksi tersehut belum 

diberlakukan secara tegas. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Menter! Keuangan Republik Indonesia 

bahwa pemberian sanksi itu bertujuan agar scmua pihak mempunyai komitmen 

yang kuat dl dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan 

pelaporannya. Prinsip-prinsip tata ke!ola yang baik. !ransparan, dan akuntabel 

harus terus dijalankan melalui akuntansi dan pelaporan keuangan yang baik. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

serta pemberian saran-saran terk..1il dengan masalah penelitian yang dapat 

digunakan dalam upaya optimaHsasi kegiatan pengelolaan anggarnn pada Kantor 

Wi[ayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Ban ten. 

6.l. KESIMPULAN 

Berdasarkan basil analisis data yang telah dilakukan dan berkaitan dengan 

teori yang telah diuraiknn pada bab sebelumnya, maka dapal diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

• Tiap~tiap kegiatan penge1olaan anggaran yang meliputi tahap pen-yusunan, 

pelaksanaan, dan pclaporan pada Kantor Wi!ayah Departemen Hukurn dan 

Hak Asasi Manusla Banten serta unll satuan kerja di bawahnya belum berjalan 

optimal ka.rena aspek perencanaan dan pengendalian yang kurang matang. 

• Koordinasi antara unit pusat. wilayah, dan satuan kerja masih lemah, sehingga 

proses penyusunan anggaran tidak berjalan optimal dan masih terdapat 

ketidaksesuaian kegiatan dan anggaran dengan kebutuhan sebenarnya. 

• Kurangnya koordinasi dan hubungan kerja antar bidang/divisi dalam 

menyusun rencana kegiatan dan anggaran, serta mekanisme pencairan dana. 

• Berbagai hambatan yang dihadapi datam pelaksanaan anggaran antara lain 

adalah kurangnya sosialisasi peraturan I kebijakan tentang mekanisme 

pencairan dana yang sering berubah. 

• Pada beberapa satuan kerja ditemui bahwa transparansi keuangan tidak 

bednlan, Proses pclaksanaan dan pengawasan anggaran hanya dilakukan oleh 

bendahara pengeluaran dan hanya berkoordinasi kepada kepala kantor selaku 

kuasa pengguna anggaran. Sehingga beberapa pimpinan dan pegawai dalam 

urusan keuangan tidak terlibat dalam proses pengendalian, mereka terlibat 

hanya scbatas pcnyusunan anggaran untuk usulan kepada kantor wilayah, 
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6.2. SARAN 

Berdasarkan analisis basil penelitian, maka dalam upaya optimalisasi 

kegiatan pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 

l-Ink Asasi Manusia Banten, disarankan hnl-hal sebagai berikut: 

• Kantor W ilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, 

tennasuk unit-unit satuan kerja di bawahnya, agar dapal menerapkan 

perencanmm dan pcngendalian yang !ebih baik tcrhadap proses pcnyusunan, 

pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, 

• Koordinasi yang lebih baik antara unit pusat, wilayah, dan satuan kcrja :perlu 

ditingkatkan melafui rapat dan sosialisasi. sehingga me\Vujudkan clemen 

partisipasi antar pihak-pihak terkait 

• Dalam rangka mewujudkan aspek perencanaan yang baik dalam pclaksanakan 

anggaran, perlu dilakukan soslaHsasi atas · Peraturan Menteri Keuangan 

Repuhiik Todonesia Nomor: 192/PMK.05/2009 ten!ang Percncanaan Kas. 

Manfuat dari perencanaan kas tersebut adalah agar kementerian 

negara/lembaga dapat mernperoleh dana senilai perkiraan penarikan dona 

dan/amu perldraan penyctoran dana untuk membiayai kegiatan yang akan 

dilaksanakan, selanjutnya kementerian negara!lembaga dapat mempero1eh 

dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain ttu, manfaat 

perencanaan kas bagi pihak KPPN sebagai bendahara umum negara adalah 

dapat memastikan ketersediaan dana guna memermhi kewajiban negara serla 

mengambil tindakan yang efektif dan efisien dalam rangka optimalisasi 

kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas, 

• Scbagaimana disampaikao oieh Mardiasmo · dalam lndra Bastian (2006), 

salahsatu tujuan dan fimgsi pelaporan keuangan , pemcrintah adalah agar 

1aporan keuangan pemerintah dapat memberikan inforrnasi kepada para 

stakeholder dan dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

publilc. Melalui laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, diharapkan 

pula dapat menjadi alat untuk memonitor dan mengevaiuasi kinerja 

pemerintah, memberi dasar untuk mengamati perkernbangannya dari waktu ke 

waktu atas pencapaian target, dan membandingkannya dengan kinelja 

pemerintah lain. 
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• Para pimpinan hcndaknya dapat lebih memberikan kepercayaan dan 

kewemmgan kepada bawahan secara rnerata dalam melakukan kegiatun 

pcngelolaan anggaran, sehingga pekerjaan-pekerjaan dalam masing~rnasing 

tahap pengelolaan anggaran tidak bertumpu pada pegawal tertentu saja. Sclain 

itu kepercayaan dan kewenangan yang diberikan. diharupkan dapat 

meningkatkan motivasi kerja para pegawai serta tugas p<:<kok dan fungsi 

masing~masing pegawai dapal berjalan optimaL 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. PERENCANAAN A.\'IGGARAN 

1. Bagaimana mekanisme penyusunan anggaran pada unit anda saat ini? 

2_ Apa yang digunakan seb~ dasar penyusunan anggaran pada unit and a? 

3, Dalam proses penyusumm anggaran,. apakah masih berorientasi pada 

kegfaran lahun sebelumnya? 

4. Bagaimana pernbagian kerja penyusWlan anggaran di organisasi saudara? 

5, Apakah pegawai yang bertugas menyustUl anggar.m memihki kompetensi 

yang cuk11p dalam menyusunan anggarnn? 

6. Pihak·pihak mana s<jja yang lerlibat dlllam penyusunan anggnran pada unit 

anda? 

1. Bagaimana koordinasi kerja dengan pihak~pjhak terkait tersebut? 

8. Bagaimana penm. dan tanggung jawab pimpiaan terhadap proses 

penyusunan anggaran? 

9. Faktor apa yang menjadi kendaia dalam proses penyusunan anggaran pada 

unit anda? 

10. Menurut andn,. apa yang perlu dilakukan agar penyusunan anggaran dapat 

berjalan !ebili baik'l 

B. PELAI<SANAAN ANGGARAN 

1. Bagaimana mekanlsrne pcla.ksanaan angga.ran yang ada pada unit anda saat 

. '? liD. 

2. Siapa sliia yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran di unit kerja anda? 

3. Apa yang digunakan seb~ dasar pelaksanaan anggacan pada unit anda'? 

4. Apa yang dapat dilakukan agar penyerapan anggaran dapat berjalan 

op1imal? 

5. Apakah progrant kegiatan dan anggaran yang ada seiama ini sudah sesulli 

dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi unit anda? 

6. Jika ada ketidaksesuaian antara program kegiatan I anggaran dengan 

kebu!Uhan, apa yang pedu dilakukan? 
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7, Jika perlu melal.:ukan revisi anggaran, pihak mana saja yang terkait dengan 

proses pengajuannya? 

8. Bagaimana peran dan 1anggung jawab pimpinan terhadap proses 

pelaksanaan anggaran? 

9. Metode pengawasan apa yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran'? 

10. Faktor apa yang menjadi kcndala dalam proses pelaksanaan anggaran pada 

unit anda? 

11. Menurut anda. apa yang perlu dilakukan agar pelaksanaan anggaran dapat 

berjalan lebih baik. 

C. PELAPORAN ANGGARAN 

1. Bagaimana pelaksanaan laporan keuangan dcngan Sistem Akuntansi 

Keuangan pada unit anda? 

2. Pibak mana saja yang terkait dengan pelaporan keuangan dongan Sistem 

Akuntansi Keuangan? 

3. Bagaimana pelaksanaan rekonsiliasi lapo.ran keuangan pada tmit anda? 

4. Koodala apa yang dihadapi daJam rekonsiliasi pelaporan keuangan7 

5_ Bagaimana peran dan tanggung jawab plmpinan tedrndap penyajian 

pe1aporan anggaran pada unit anda? 

6. Menurut anda, apa yang perlu dilakukan agar pelapuran keuangan dapat 

beljalan lebih balk? 
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TRANSKRIP HASIL WAW ANCARA 
lnfDrman dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Serang 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Mas ... kitn bicara tentang perencanaan anggaran. Pertanyaan saya 

yang pertama, bagaimana mekanisme penyusuna.n aoggaran di 

Rupbasan? 

Mekanisme penyusunan di Rupbasan ... sebelum anggaran ltu 

dibu~ biasanya kami di kantor mengadakan rapat intern. Artinya 

hal-hal apa s'lia yang nanti dituangkan dalam DJPA itu, kita bahas 

dnlarn rapat intern itu. Y a. kila ambil contoh misalkan dari bidang 

keuangan. bJdang .saya sendiri ... k!ra-kiranya untuk tahun kedepan, 

zpa saja yang harus dibutuhkan kita usulk&n da1am rapat itu ... 

sebe1um anggaran ltu terbentuk. Artinya, hal-hal yang memang 

seharusnya dJanggarkan, semua itu ada dafam rnpat intern itu. 

Jadi, kira-kira pihak yang terkait dalam proses penyusunan 

~ggaran itu di rapat itu? 

fya. dari rapat dulu. Nanti ke!emu misalkan untuk lafmn depan. 

apa saja yang kekmangnn di t.ahun ini, dalam rapat itu kita ooba 

usulkan. 

lni berkaitan dengan pertanyaan kedua. .. Terus, yang digunakan 

sebagai dasar penyusunan anggaran itu apa? 

Informan : Ee ... Dasamya itu dari kebutuhan. Sekiranya misalkan. ee tahtm 

Peneliti 

Informan 

.ini contohJah dari barang masuk ... dari bama. biasanya ee ... untuk: 

talruu ini i>anyak. rnisalnya saya ambil contoh rninyak.. rninyak 

tanah. ltu rnisalkan kita., diangkut kaio .. ee palmi manual, artinya 

pakai orang kM butub letJ1181L Untuk talruu ini contoh tidal: ada 

barang penganglrutnya, yaitu troli. NaiL kita ooba anggarkan untuk 

talruu depan unluk pembelian troli tersebut. Artinya, dari 

kebutuhan ... kebutulum kantor. 

Apakah juga tennasuk kebutnban talum sebelumnya yang belum 

terealisasikan secara optimal termasuk juga? 

Iya. termasuk 
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Peneliti Jadi, dalam proses penyusunan anggaran itu juga herorientasi pada 

kegiatan tahun sebelumnya ya? 

Informan : lya.. betul betul. Jadi ee ... misalnya tahun sehelumnya itu bel urn 

ada. sekiranya emang harus diadakaa untuk kebutuhan kantor itu 

kita usulkan .. tahun berikutnya 

Peneliti Terus ... kalo di Rupbasan itu, proses pembagian tugas dafam 

menyusun anggaran ilu bagaimana? 

lnforman : Di dalam penyusunan anggaran... kalo di Rupbasan sendiri 

biasanya kita rapat.. Kuasa Pengguna Anggaran, terus untuk 

Penandatangan SPM d.iikutsertakan.. terus staf-staf pengelola 

keuangan sendiri. 

Penelili 

Infonnan 

Peneliti 

Infonnan 

Pooeliti 

l:nforman 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

lnfonnan 

Peneliti 

lnforman 

Pooeliti 

Informan 

Peneliti 

Masing-masing bertugas sesuai tugasnya ya? 

Sesuai tugasnya, iya. 

'l'erus, kalau dalam menyu5J.l.D. anggaran itu, pegawai yang bcrtugas 

di masing-masing itu memiliki kompeteosi yang cukup'L, menurut 

mas? 

Kalo menurut saya. .. cukup, cukup 

Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penyusunan anggaran'! 

Artinya... ini luar .. atau? 

Bisa intem bisa ekstem 

Olt. kalau luar, mungkin dari kantor wilayah sendiri ... 

ltu saja yah. .. ? 

lya 

Terns .. gimana dengan koordinasi... dengan kanwiL. koordinasi 

ked a dengan kanwil? Apakah lancar saja .. atau ada kendala apa? 

Artinya ke!ja selama ini? 

Koordinasinya. 

Koordinasinya? 

Kcordinas:inya grmana. kaitannya dengan proses penyu.suna.n 

anggaran 

Informan : Bagus ... bagus ... lancar 
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Peneliti 

Infonnan 

Peneliti 

Kalau bisa lebih dL ee digambarkan gitu, koordinasi kerjanya 

dalam bentuk apa ya? 

Girnana lllllS? 

Koordinasi ketjanya dengan kanwil dalam menyusun anggaran, 

terkait apakah itu sifatnyateknis .. atau ad-vis? 

Informan : Dari pertama kan kita menyusuna rencana anggacan dulu .. rencana 

anggaran biaya, kita coba usulkan ke kanwiL (ehem) kita coba 

Peneliti 

Inform an 

Peneliti 

Jnforman 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Infonnan 

Peneliti 

usulkan ke kanwiJ untuk rencana anggaran Rupbasan itu, b::thwa 

untuk Rupbasan itu .. keperluan-keperluan untuk tahun berikutnya 

udah ditulillgkan daiam rencana anggaran ita. 

Kalau peran dan tanggung jawab pimpinan Rupbasan terhadap 

proses penyusunan anggar~ menurul mas gimana? 

Yalt. bertanggungjawab 

Cukup yab .. 

Cukup .. cukup berperan 

Teru~ .. kita berbicarn kendala nih.. Apa yang jadi falctor-faktor 

kendala? 

Ya kalau faktor kendala di penyusunan, mungkin... (ehem) 

keyakuya sib ga ada ya mas, kalo untuk penyusUiliUt Oalam artL 

kalo selama ini kita untuk penyusunan kabutuhan kantor .. kita bisa 

sesuaikan sebelumnya Kalo untuk kendala sih .... 

Apakeh bisa muogkin aplikatif? .. ataukeh kebijakaa? 

KebijakmL. bisa Terns IllUfl8kin dari segL, apa namanya? Untuk 

penyus1man.. dari aplikasinya sendiri kadaog suka ada. .. 

Ee ... proses penyusunan anggarnn itu kafl ada berkas-berkas yang 

dimintukan ya.. seperti bezelting, kemudian lampirnn-lampiran_ .. 

seperti langganaa daya dan jasa tertinggi, istilehnya dokumen 

pelengkap 1mtuk penyusuoan anggaraa itu. Terus, mungkin 

aplikasi yang jadi konsep usulan ke kanwil kaa mengikeli aplikasi 

yang telah diseragamkan oleh Biro Perencanaan ga ada masalab 

atau bagaimana? 
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Infonnnn 

Peneliti 

Inform an 

Pooeliti 

Infonnan 

PeneJiti 

Inform an 

Peneliti 

lnforman 

Peneliti 

lnforman 

Ga ada masalah sejauh ini ... artinya dari mulai (apa) bezetting 

pegawai .. cukup lengk"''. 

Datanya cul-up Jengkap ya? 

Cukup lengkap .. Ya kernw>gkinan kalo masalalJ, mungkin dari 

komputemya atau gimana gitu ... kalo selama komputemya bagus, 

ya ga ada masalah pelaporan 

Terns. ada saran ga.. kira-kira 1mtuk proses penyusunan a:nggaran 

di Rupbasan untuk lebih baik di masa depan? 

Yah.. kalo untuk saran. ada yah.. untuk Rupbasan .. Mungkin lebih .. 

artinya kila mulai dari awal penyusunan.. ee program untuk 

angaran itu. Kita kan udab dilihat becdasarkan kebutuhan. Nab .. 

terk:adang kebutuhan-kebutuhan yang kita .. memang harus ada, itu 

kan dilihat lagi .. itu kan melalui kebijakan kan mas ya1 

Betul 

Terkadang hal itu, mungkm tidak dicantumkan, entab itu dianggap 

belum perlu alau gimana. .. nab mungkm sih untuk ke deparmya, 

sekiranya untuk anggaran itu lebih ditanyakan. Artinya kebutuhan 

ini kira-kira harus apa ngga? Lebih tepat sasaran.. 

Soalnya berkaitan dengan adanya revisi itu kan karena 

ketidaksesuaian antara k:ebutuhan yang direncanakan dengan 

riilnya Nab sekarang kita babas mengenai pelaksanaan anggaran ... 

Kalo pelaksanaan anggaran, elL kalo pelaksanaan angganan di 

Rupbasan, mekanismenya seperti apa? 

Kalo pelaksanaannya kita. .. disesuaikan dengan anggaran. Artinya 

anggaran yang ada disesuaikan, kalau emang kebutuhannya untuk 

mata angg:aran ini kita sesuaikan. Ribet jalannya mas semestinya. .. 

Apa ada kendala saat alokasi anggaran yang ada di RKA-KL 

seperti ini? Saat diajulrnn ke KPPN ada sesuatu yang tidak bisa 

dicairbn gitu? 

Kalo keadala pcncairan sih mungkin... eh kalo seandainya 

pelaporarmya belum masu.k, contoblab pelapofllll wttuk SAl ya. 

kalo kita mau pengajuan pencairan unluk el1.. rutin, nab itu 
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Peneliti 

lnforman 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Informan 

Pcneliti 

Informan 

Peneliti 

lnfonnan 

Peneliti 

lnforman 

Peneliti 

lnforman 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

lnfonnan 

Peneliti 

biasanya barus disertakan dengan pelaporan SAl dulu, anieya udal! 

rekon SAl dulu. Kalo m.isalkan yang benmngkutan belum rekon 

SAl, anieya staf dari keuangan belum rekon aplikasi SA!. itu tidak 

bisa 

Itu kegiatan apa saja? 

ftu untuk GU 

GU ya. jadi knlo belanja pegawai tidak diha!angi. Tapi kalo selain 

itu hams dilampiri pclaporan SAl 

Iya. 

Berarti kalo pelaksanann anggaran di Rupbasan,. siapa saja yang 

terlibat? 

Yang leb1h utama bendahara, penandalangangan SPM, Kasubsi .. 

Kasubsi apa.. ? 

Kasubsl Administrasi dan Pengclolaan, kemudian sebelum itu 

dikelahui oleh pimpinan (Kapala Kantor) ... selebihnya peng-inpul­

an oleh Staf Keuangan .. untuk pembuai:an surat perintah mernba:yar 

(SPM), kemudilm kitalaporken ke KPPN. 

OK.. Dasar yang dijadikan. ee makl!ud saya, yang dijadiken dasar 

di Rupbasan apa saja? 

Pelaksanaan anggaran di Rupbasan'f 

lya .. 

Ini dasar .. .'l 

Mungkin gini.. dasar pe!aks&laan kan sumber dana dari DIP A, 

mungkin pemah menerima semacam SKP A begitu? 

Semacam SK ghu mas? 

SKP A .. sural kuasa pengguna anggarnn. Jadi pelimpahan anggaran 

untuk membiayai ang,garan tertentu di Rupbasan 

Kalau unluk pelimpahan ... kayaknya ga ada ya mas 

Oo .. ga ada ya Hanya murni dari DIP A 

Mumi, dari DIP A 

Mengacu dari semacam peratumn dari pemerintah saja.? 
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Informan 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Inform an 

Peneliti 

lnforman 

Peneliti 

lnforman 

Peneliti 

Inform an 

Peneliti 

He eh .. KPA sendiri rnalah mernbuat untuk pelaksanaan, contohlah 

dari pengelolaan membuat semecam surat wnuk bertugas dl 

pengelolaan keuangan. 

Kalo menurut mas, apa sih yang harus dilakukan agar pelaksanaan 

anggaran bisa lebili optimal? 

Kalau boleh saya ambil contoh nih mas .. eh mata anggaran 

pemeliharaan ini kan banyak fungsinya untuk pemeliharaan kantor 

agar bisa dioptimalkan. Gimana kitanya supaya. contoh 

pemeliharaan gedung, lcita tarik dana itu mala anggaran 

pemeliharaan kantor 

Untuk program kegial.an dan anggaran yang ada di Rupbasan sant 

ini menurut mas sudah sesuai dengan kebutuhan TIJPOKSI 

Rupbasan'! 

Sesuai .. 

Cukup sesuai? Pastinya kala yang. orang kalau ditanya pasti 

merasa. anggarannya kurang.. kurang. Kalo menurut Mas 

Informan? 

0., iya. Kalo kurang kernungkinan sih kurang ya mas. Artinya,. kita 

tidak tabu.. untuk Rupbasan sendiri tidak bisa elL kita roba 

menyusuo uotuk satu tahun anggaran, tapi terkadang di 

pertengahen banyak barang masulc. 

Maksudnya, barang sitaan7 

lya. barang sitaan yang masuk Bisa kemungkinan meningkat mas. 

Kita coba IUlggarkan untuk perawatan .. tapi temyata banyak bariUlg 

yang masuk. Otomatis barang tersebut kan kita harus rawat 

Jadi secara garis: besar~ materi uraian kegiatan dM nllai anggaran 

yang eda itu dirasa cukup ... ? Atau uraian kegiatan sudah sesuai tapi 

nilai anggarannya yang kurang7 

Kalo untuk selarna ini cukup ... 

Atau mungkin eda kegiatan yang dirasa sebenamya 1idalc kami 

butubka:n. Ada ga? 
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Infonnan : Tldak ada .. Semua kebutuhan yang kila us:ulkan itu benar-benar 

kita pikirkan mas 

Peneliti Kalau di suatu waktu ada ketidaksesuaian antara program kegiatan 

dan anggaran dengan kebutuhan riil di Rupbasan, apa yang 

dilakukan? Seperti tahun lalu, saya ingat di tahun 2008 atau 2009 

ada pemeliharaan kendaraan yang tidak turun. Berarti ada 

kelidaksesuaian kebutuhan, kemudian diajukan revisi 

lnforman 

Penetiti 

infonnan 

Peneliti 

Waktu itu dari ... diambilkan dari anggaran lain. Nah, kaJo kok bisa 

kayak gitu itu gimana yah? Krut kita bingung nih, mau ambil untuk 

perawatan tersebut. 

Tahapa.n pengajuan revisinya gimana? 

Kita layangkan surat pennohonan revisi dari Kepala Rupbasan 

kepada Kal<anwil 

Jadi pengajuannya dilakukao sesuai pcraturan yang berlaku ya .. 

Nab, kalo kembali kepada peran dan tangguog jaweb pimpinan .. 

bagaimana per an dan tanggung jawab pimpinan dalam pclaksnnaan 

anggarao? 

lnforman Yah.. cukup berperanmas. 

Peneiiti Apakah ada pimpinan., mung..ldn yang dulu minta suatu pemblayaan 

kegiatan tapi kegiatan tersebut tidak ada anggarannya? 

lnfo.rman : Tidak ada mas. .. kalo kegiatannya iidak ada anggarannya kitajuga 

tidak bisa laksanakan 

Penetiti Siapa yang rnelakukan pengawasan penyerapan anggaran, apa 

bendabaraaya saja? 

infonnan Mungkin dari bendebara melaporkan, kemudian kepala juga 

mengawasi sampai berapa persen. 

Peneliti Keodala yang moogkin dihadapi dalam pelaksanaan anggaran? 

Apakab suatu kondisi pengajuan SPM ada penolakan dari KPPN? 

lnforman : Mungkin sifatuya balmsa s,Ya ya mas.. keterangan dalam SPM 

P1meliti 

nilainya sesuai. namun harus lebih rinci bahasanya.. untuk unrlan 

parminlllan pembayaraannya Kadang suka balik lagi. 

Kendala pelaksanaan di Rupbltsan? 
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fnforman 

Pcneliti 

Infunnan 

Peneliti 

Infurman 

Peneli1i 

Informan 

Peneliti 

Informan 

Pene1iti 

Informan 

PeneHti 

Informan 

Peneliti 

Kadang di kantor kebuluhannya kan tidak pas dengan yang di 

DIP A, kebutuhan kantor tapi tidak ada anggarannya 

Ada saran mas? 

Harus disesuaikan.. misalnya kebutuhan yang satu bisa 

diminimalkan untuk membiayai kebutuhan lain. selama masih 

dalam aturan yang berlaku. 

KanwiJ Banten kan mendapalk:m penghargaan sebagai nomor satu 

pclaporan keuangan se Kanwil seJuruh Indonesia .. 

Ya. saya dengar itu 

PelakSlUlaan pelaporan keuangan dengan SAK di Rupbasan apa 

sudah cukup bmk? 

Kalo dari SAl tidak ada masalab. .. sudah bagus. DaSll!llya kan kita 

dari SPM. kita inpuL kita samakan dengan pembukuan KPPN. 

Kemudian setelah sama. kita sampaikan kepada kanwil. Mungkin 

dari .. gimana kita memwat kumputer. Terkadang file itu terserang 

virus hingga backup datahilang. 

Sering teljadi? 

Baru teljadi satu kali. Tapi sejak itu kami backup data di beruagai 

media 

Kembali ke peran dan tanggung jawab ptrnpman. Bagaimana 

terbadap pelaporan keuangan? 

Kalo pelaporan SAl beliau kadangmenanyakan nilai ini darimana? 

lni apa dan darimana Jad.i saya agak susah menjawalmya, dan 

mesti berlllnya ke bendabara agar dapat rincian detilnya 

Saran dari mas untuk ini apa? 

Saran saya perlu sosialisasi mas .. tentang kebijakan, apJikasi dan 

lain-lain se<ara detil 

Seya rasa peran serta KPPN Serang dalam bal ini yang menangani 

pelapomn meminimalisir kesalahan yang ada Hal ini perlu 

dicontoh oleh KPPN lain untuk meminimalisir kesalahan yang 

masih sering muncul saat Kanwil merekon wileyah. Padahal KPPN 

tersebut sudah merekon pembukmm dengan satker tiap bulannya 
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Infonnan 

Peneliti 

Inform an 

Betul sekali, saya rasa predikat KPPN Serang sebagai 

peroontobm>. Sllllgat bagus, bisa ditiru oleh KPPN lain. 

OK mas> saya rasa cuknp informasinya Terima kasih 

Sama-sama mas 
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P<melili 

'J'RANSKRIP HASIL WAWANCARA 
lnforman dari Lembaga Pemasyarakatan Serang (1) 

Baik pale. pertanyaan saya, mengenai mek:anisme penyusunan 

anggaran di LP Serang ini gimana pak? 

lnforman Mekanisme penyusunan anggaran di sini itu tidak lepns dari 

bendaharawan yah, .. Karena data-data untuk kebutuhan, akan kita 

konsultasikan untuk usuJan agar efel'1if dan efisien 

Peneliti Jadi termasuk juga orientasinya kepada tahun sebelumnya ya pak? 

Informao Iya. dari itu acuannya untuk ke depan, untuk meJengkapi 

Peneliti Untuk pembngian kerjanya itu berapa orang pak'l 

rnforman Kalo pembagiannya itu tiga ordllg pak Bendaharawan, Kasubag TU. 

dan Kepegawaian pak. 

l'eneliti Dengan bapak ya pak? 

Worman He elL 

Peneliti Menurut bapak, hanya ketiga orang itu yang berkompetensi? 

lnfonnan Betul .. 

Peneiiti Selain beliau-beliau itu, ada pihak lain ga pak yang terlibat dalam 

penyusunan anggaran? 

!nfonnan Y a ada dilibatkan juga pak.. ada Kaur Urn urn dilibatkan cek usul 

kebutuban apa nih yang dibutuhkan. Jadi kami tidak semata-mata 

burtiga sJ!ja pak... semua kita panggil, baik dari Kasi Binadik, 

Binkamtib, KKPLP. Semu8llya di!ibatkan 

Pe!leliti Jadi koordinasinya baik ya pak? 

Worman Baik pal<. .. 

PeneHti Kalo peran dan tanggungjawab pimpinan gimana pak terhadap 

peuyusunan anggaran ini? 

lnforman Dengan sendirinya.. basil dari kita~kita ini kita s~ikan ke pimpinan. 

k:ira-kira kehutuhan yang diusuJkan,. pimpJnan mengoreksJ apa 

sudah cocok, apa ada yang kurang. 

Peneliti Biasanya itu kalo umumnya ya pak ... jadi dari pibak penyusW1 itu 

rnenyampaikM kcnsep usulan ke pak kepala Atau arla dari pak 

kepala instruksl untuk mengusulkan kegiatan tertentu? 
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Informan Ada juga pale .. 

Peneliti Biasanya apa tuh pale .. belanja modal ya? 

Jnfonnan lya betul pale ... 

Peneliti Kirn-kira dalam proses penyusunan anggaran tadi. kendaJa yang 

dihadapi LP Serang apa pale? 

Jnfonnan Knlo kendala sih pasti ada ya pak. Apa yang diusulkan tidak sesuai 

dengan yang turon pak. 

Peneliti Ka.l.o saran dari bapak? 

Infonnan Kalo bisa sih semua usulan dapat direalisasikan" kira-kiranya urgent 

dan harus dilaksanakan 

Peneliti Mung kin.. menurut bapak, apakah pedu ada pihak dari kanwil 

melakukan survey untuk kehutuhan yang diusulkan oleh LP Serang? 

Infunnan Seharusnya perlu pale ... dan terlibat juga pllk. Kami kan bernaung di 

bawah kanwil Jadi perlu dari pihak kanwil itu meninjau. 

Peneliti Kalau tentang pelaksanaan anggaran pak. ltu mekanismenya! 

Informan Seharusnya pwtya fungsi masing~masing.. tapi sampai sekarang ini. 

sebagai Kaur Kepegawaian dan Kauangan.. (ragu-ragu untuk 

melanjutkan) Kendala sampai saal ini, kami tidal< diberi 

kewenangan pak. .. 

Peneliti Oleh .. ?? Pak Kepala? 

Informan Pale Kepala.. Seharunya kan dalam birokrasi ada fungsi masiag­

masing. Misalnya untuk urusan belanja barang seharus.nya kan dari 

Kaur UmUill, bukan oleh bendabara Karena bendaham seharusnya 

mengurusi pennintaan dan pembayanm saja Tapi ini semua 

dilaksanakan oleh bendahara. sampai dengan belanja barmgnya 

secara fisik 

Penehti Jadi semua dilakukan oleh bendaharawan? 

Informan Bendabarawan pale .. Inl yang kami hadapi saat Inl. Peran dnri Kaur 

Um!liil jadi tidak beijalan karena tidak diberi kewenangan. Hanya 

diberi kesempatan untuk mengusulkan. 

Peneliti Hmm.. kalo di LP Serang ini, ada atau benyak pale ketidaksesuaian 

kegiatan yang diusulkan dengan yang muncul di DIP A? 
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lnfonnan Ga ada sjh pak .. paling perkara nilainya saja pak yang tidak sesuai 

dengan usuJan 

Peneliti KaJo revisi .. ada pak? 

Infom1an Ada pak.. dari bama 

Peneliti Pihak yang terlibat dalam pengajuan revisi siapa pak? 

lnfonnan Kasubag TU .. bend ahara .. dan Kaur Kepegawaian, pak 

Peneliti Baru diajuknn ke Pak Kepala ya pak? 

lnforman Iya pale 

Peneliti Terns .. kalo masalah pengawasan pclaksanaan anggaran, siapa yang 

mclakukan pak? 

lnforman 

Penellti 

lnfonnan 

Pene1iti 

lnfonnan 

Peneliti 

lnt'orman 

Peneliti 

Tnronnan 

Pimpinan pak .. 

Pimpinan? Bukan bapak? 

Langsung Pak Kepala ... dengan bendaharawan 

Jadi bukan dari bend ahara ke bapak dulu, teros .. 

Tidak paL Bendahara langsung ke Pak Kepala 

Kale saran dari bapak? 

Sebaiknya job-job yang sudah ada, dan itu harus dijalankan sesuai 

tugasnya. 

Baik pale terima kasih at:as infonnasinya 

Sama·sama pak 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
Infonnan darl Lfmbaga Pewasyarakatan Serang (2) 

Poneliti Pak. pertanyaan ssya itu.. terhadap penyusunan anggaran, 

pelaksonaan anggaran, dan pelaporan anggaran 

Infonnan lya .. 

Peneliti Kalo dairun penyusunan anggaran pak .. bapak terlibat ngga dalam 

penyusunan anggaran untuk: taliUn berikutnya? 

lnforman lya pak, terlibat... 

Peneliti Pihak-pihak mana saja pak yang terlibat? 

Infonnan eh .. saya. sebagai bendahara. .. Kaur Kepegawaian dan Keuangan ... 

dengan Kasubag TU .. dan Kepala sendiri 

Peneliti. Kemudian... yang menjadi kendala dalam proses penyusuna.n 

anggaran di LP Senmg itu menumt bapak apa pak, kim-kira? Ada 

kendaia ngga. .. da1am pros:esnya 

lnforman Dalam proses penyusWlan anggaran .. sebelulnya keinginan ataupm1 

maksud dan iujuan da.ri satk:er sendiri .. perlu dipenuh.i juga sib pak, 

Akan tetapi.. dalam realisasi penyusunan anggaran yang telah 

disahkan. yang sudahjadL tidak sesuai dengan keinginan 

Pcneliti OK.. 

lnfonnan Apa yang bahasa keren keuangan itu alot temen gitu yah pak .. helle 

Peneliti Allotment .. iya 

lnfonnan lya, A lot Iemen .. kalo Bahasa Serangnya gitu .. 

Penelili Hehe ... Jadi saran menumt Pak lnforman.. ada itu juga. ah usulan 

itu dapat .. ' 

Infonnan Terealisasl sesuai keingioan. .. 

Penoliti Eemm .. berarti ada kelidaksesuaian antara yang diusulkan.. dengan 

yang diturunkan 

IrJbnnan Diturunkan, iya. ada juga eh.. barang-barang invcntaris yang tidak 

sesuai deugan keinginan. .. separti halnya dengan MAK 53 ... 

Peneliti Belanja raodal? 

Informan Belanja modal.. tapi nyatanya ... 

Peneliti Masuk di .. 
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Informan Ngga. ee nilai nominalnya di bawah 10 juta 

Peneliti Mm ... iya, iya teknis itu ya pak 

Informan Teknisnya. Memang belanja modal tersebut sesuai dengan 

keinginan ... keinginan kita Misalnya belanja barang alat dapur .. 

Peneliti Iya. tapi penggolongan akunnya itu ... 

Jnforman Akunnya. 

Peneliti Penggolongan akunnya itu menyulitkan bapak? 

Informan lya.. dalam proses pencairan. 

Peneliti Ow .. OK 

lnforman Bisa saja sih kalau seandainya akunnya 52 sih kita bisa. .. nah ini 53 

Peneliti lya. Proses pencairannya itu jadi kendala ya pak. 

Informan He eh .. 

Peneliti ltu talum? 

Informan Tahun sekarang juga belum. .. masih ... 

Peneliti Tahun sekarangjuga rnasih belum kepakai ya pak? 

Infonnan Belurn kepakai .. karena apa? ltu kalo seandainya kita beli pulang .. 

itu kan alat dapur. Alat dapur kan ngga sembarangan, karena harus 

kuat gitu kan? Itu kan yang rnenyediakan barang tersebut agak repot 

pak. .. di pasaran Serang juga jarang ada Kita lari ke CV atau PT 

yang mengelola itu kayaknya kerepotan... karena tidak sesuai 

dengan aggaran kita 

Peneliti 

Infonnan 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Kalau ... Sip sip, terima kasih pak. .. K.alau umpamanya pengawasan, 

istilahnya realisasi anggaran sampai dengan saat ini.. itu yang 

melakukan pengecekan realisasi siapa pak? Apakah bapak saja. atau 

dari Kaur Keuangannya. atau siapa pak? 

Yang sama-sama mengecek realisasi, sampai berapa persen hingga 

saat ini ... ltu terutama Pak Kalapas sendiri .. mm Kasubag TU dan 

kita sebagai pelaksana, bisa mengatur realisasi sampai sekarang itu 

berapa. Jadi tiga orangtersebut.. 

Bend ahara? 

Heeh.. 

Kalau .. apa pak, Kaur Umum kalo di sini? 
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lnformnn Kaur Umurn .. ada 

Peneliti Itu ada keterlibatan ngga pak? 

Jnforman Keterlibatan pak .. keterlibstun. tapi curna inventarisasi 

PeneHti Oo Inventansasi.. ke? 

lnforman Dari nplikasi SAl ke S!MAK-BMN 

PeneHtl Oo .. setelah dibeiL 

Secara umurn .. pnk. Pclaksanaan anggaran ada kendala ngga pak .. 

secarn umum? 

Informan : Secara umum. kalo rnenurul saya sendiiL karena sa.ya sendiri pak. 

Berkaitan dengan pengelolna'1 anggaran ... ee sebetulnya say-.a ptmya 

kendalanya,. kerepotan sendiri 

Peneliti Karena lugasnya terlalu berat ya.. 

lnforman Hehe 

Penehti Hehe ... Karena yang metaksanakan hanya bapak sendlrL 

lnforman lya .. rnungkin bnpak sendiri juga tahu dari awal 

Peneliti Jadi .. SDM leh pak ya? 

Infonnan lya.. 

Peneliti Kira·kira menurut bnpak, ada star yang membantu tugas bapak? 

Informan Keinginannya begitu, iya .. Kalaupun saya jadi bendahara juga 

diganti, mudah-mudahan peraliban bendahara nanti ada stafuya 

Peneliti 

Infonnan 

Peneliti 

Jnforman 

Peneliti 

Informan. 

Peneliti 

Inforrnan 

Peni3liti 

Informan 

Jadi yang di ruangan ini s.iapa pak.? 

Cuma saya sendiri 

Oo banya bapak sendiri 

Jadi mohon maafkalo,. 

Wah. beratjuga ya 

Mohon maar kala .. meja banyak berkas-berkas 

Jadi kalau membuat SPM juga bnpalc? 

Saya. Seperti halnya menyusun konsep DIP A, ya saya sendiri 

Konsep DIP A juga bapak .. ? 

SAl juga lnporan rekon, saya senditi. Rekon ke kanwil, seperti 

sekarang in:L saya belum sempat saya. mau mengajukan giiji. Tapi 

bulan 2 ... eh tanggal 2 sudah setesa.i sebenamya di KPPN. tapi 
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Peneliti 

belun1 sempat ke kanwil. Yah, keinginan saya perlu ada 

penambahun personH .. 

Siapapun bendaharanya, butuh tambahan personiL yah tenaga untuk 

membantu bendahara ya pak.. 

lnfonnan Hehehe .. ya gitu 

Peneliti Nah,_. kita sekarang ke pelaporan __ tadi bapak sampaikan bahwa 

bapak juga yang melakukan rekonsiJiasi ke KPPN .. ke kanwil.. terns 

peugiriman SP21)_ Jtu kalo rekonnya___ terlepas dari jumlah 

persoru~ kendala rekonnya apa pak? Untuk rekonsiliasi laponm 

itu .. 

lnforman Seya kira ngga ada kendala pak.. 

Peneliti Cumasatu.,. SDM tadi ya? 

Informan Iya. Coma gini pak ... kala seandainya penginputan, .. ini ada min 

plus nya ya pak_ .. kalau penginputan SPM, SP2D itu terbit. jadi 

saya tahu untuk merekon SAI itu kan paham mata anggarannya, jadi 

ngga ada masalalt. Cum a kalau kita bergelut dengan ban yak: job. itu 

pedu ada penambahan personal 

Peneliti Kalo dalam penyajian pelaporan keuangan ni pak"'. peran dan 

tanggung jawab pak kepala gimana pak? 

Informan SangaL. sangat berperanjuga .. 

Peneli!i Mendukung ya pak? 

Informan Iya._ 

Peneliti Jadi saran sudah tennasuk yang tadi pak ya... Kirn-kira kalau 

menurut Pak Informan paling tidak ada saran Wltuk penarnbahan 

tenaga untuk membantu tugas-tugas. Karena secara umum sudah 

beljalan dengan baik ya pak, banya untuk optimalisasi ya itu ladi ya 

pak ... 

lnfurman lni maaf pak ya .. kalau permasalahan-permasalaben yang sifatnya 

moodesak, itu kadangkala saya paling ujung .. paling terakhir. Iya 

kan. .. pengalaman yang sudah-sudah mungkin Pak Pcne!iti waktu di 

keuangan,. saya tuh paling terakhir. Karena saya pekerjaannya semua 

minta selesai dikeijaka..t. Seperti kemarin, masalah konsep DIP A. .. 
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Pene1iti 

lnforman 

dalam SRAA-nya 7 milyar sokian, dalam aplikminya B milyar .. ilu 

kan aldlimya LP paling teral<hir untuk memberikan konsep, itupun 

masih ada selisih dua puluh dua juta empat ratus .. 

Yang tadi di mana pak? ... izin senjata ya pak? 

ltu lidak muncuL di RK.A-KL nya ada.. tapi di SRAA nya tidak. 

Tidak sesuai. Setelah saya hitung RKA~KL dikurangi SRAA, itu 

dua puluh dua juta empat ratus selisihnya. mau dimasukan ke 

mana? Kalau digaji sudah ada standar ... 

Pooeliti Tapi kila mengacu pada SRAA 

lnforman SRAA_ lapi bedadengan RKA-KL 

Peneliti NaiL ini termasuk kendalajuga pak 

Infonnan Iya. makanya saya terakhir. Gimana nih LP eh Departemen Huk"Urn 

dan HAM, padaha1 nomor satu 

Peneliti Hehehe .. dilihat dari kode saiker. LP Serang memang nomor satu ya 

pak_ 

Informan Hebe .. iya betul 

P-lili 404522 

Informan Akhimya gimana solusinya pak? SRAA atau RKA~KL? Tapi 

akhimya sudah sesuai pak 

Peneliti 

Infurman 

Baik pak.. infonnasinya terima kasi!t Mudah~mudahan bisa berguna 

yapak 

Sarna-sarna pak 
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Peneliti 

TRANSKRW HASIL WAWANCARA 

Infonnan dari Kantor lmigrasi Serang 

Saya rnau bertanya tentang pengelolaan anggaran di Kanim 

Serang... yang pertama tentang perencanaan anggaran, terns 

mekanisme penyusunan anggaran di Kanim Serang itu seperti apa? 

Inform an Eh.. kaitannya dengan anggaran yang 20 l 0 ini mas ya? 

Penellti Yah .. yang lalu lalu juga ngga apa apa 

Inforrnan Yang sepengetahuan saya, mengenai penyusunan anggaran pada 

kantor.. atau instansi kami .. Kami mengajukan RKA-KL ke kanwil, 

dan dila.njutkan kanwil kepada unit eselon 1 kita di Biro 

Perencanaan, setelah itu kami hanya menunru,'U sampai dengan .. 

atau disetujuinya anggaran untuk tahun beijalan. Sedangkan yang 

tahun 2010 ini mekanisme teiah dirubah bahwa setiap sat.ker 

menyusun konsep DIP A atau anggaran sesuai kebutuhan unit kerja 

sendiri. 

PeneJitl 

lnforman 

Sebenamya, untuk usulan memang diajukan oleh satker sesuat 

kebutuhannya. Terns dasar penyusunannya itu rnengacu pada apa? 

Apakah dari tahun sebelumnya, tetap harus berlanjut? 

Ki!a evaluasi dari tahun sebelumnya. yang dibutuhkan kurang 

lebihuya kita sesuaikan dengan kebutuhan 

Peneliti Jadi berorientasi pada tahun sebelumnya? 

Informan Iya. Jadi acuan pastinya .. 

Peneliti Terns pembagian keijanya untuk prosoo penyusunan anggarnn di 

I!Wgrasi Serang itu gimanamas? 

lnfunnan Pembagian ]re,janya itu, ldta .. 

Peneliti Siapasaja? ... siapamengeljakan apa gitu? 

Infonnan Kalo di Imlgrasi Serang sendiri, untuk penyusunan anggaran ini ya 

mas? 

Peneliti lya 

lnforman Pertama KP A. .. kedua KTU ... 

Peneliti Kasubag Tlfi 

lnforman lya. Kasubag TU ... ketiga Kaur Keuangan. dan bendaham 

Analisis Pengelolaan..., Rahadyanto, Pascasarjana UI, 2009



Peneliti 

Inform an 

Kemudian menurut mas .. ini jujur saja. .. pegawai-pegawal yang 

terlibat dalam penyusunan anggaran itu sudah cukup merniliki 

kompetensi? A!au tetap butuh piliak diluar ketiga orang tadi? Atau 

perlu keterlibatan slaflain? 

Prinsipnya. ya sebenamya bisa dilaksanakan o1eh pejabat-pejabat 

itu tadi 

PeneJiti OK.. Itu intemfflnya Kalo ekstern oya? 

Informan Kalo ekstemnya kita melibaikan konsultasi doogan kanwil selaku 

atasan dari UPT, kemudian Konwil DJPB <!an KPPN 

PeneHti Peran dan tanggungjawab pimpinan atas penyusun anggaran ini? 

Informan Iya terlibat..karena beliau ingin tabu 

Penellti Kira~klra konsep usulan disusun oleh para pejabat tadi plus 

bendaharn, kepada KP A. Atau ada usulan dari KPA sendiri untuk 

mengusulkan kegiatan ini dan itu? 

Informan Oya.. ada. Karena yang lebih paham mengenai kebutuhan.. ya KPA 

itu sendiri. 

Penehti Tapi kira~kira ada kendala ga mas? 

Jnforman Kendala. pa:.ti ada. Apa yah? Hebeh 

Peneliti Atau seperti kemarin... adanya perubahan yang sifutnya telcrtis 

tethadap aplikasi. 

Informan Iya itu ... 

Peneliti Terus .. faktor SDM kira-kiramempengarnhi ga? 

lnforman Mempengatu.hL 

Peneliti Terus saran dad mas? Apa perlu ada usulan mengenai peJatihan? 

Informan Yah perlu ada pemberian materi untuk penyusunan anggaran, 

adanya pembaha.an terlebih dahu!u di tingkat wilayah... agar 

anggaran itu, maksud dan tujuannya dapat tercapai. 

Peneliti OK, sekarang kita masuk pelaksanaan anggaran. Piliak-pihak yang 

terlibat siapa saja mas? 

Jnforman KP A, penandatangan SPM. Kaw- Keuangan, bendahnrn 

Peneliti Dasar pelaksa:naannya mas? 

Inform an Dasar pelaksanaannya ya DIP A 1tu .. 
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Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang itu ya mas ... Kala 

menurut mas, apa yang perlu dilakukan agar penyerapan anggaran 

dapat lebih optimal? 

Disesuaikan dengan kebutuhannya. .. kenyataannya ini anggaran 

yang turun itu tidak sesuai dengan kebutuhannya Jadi terjad.i 

penyerapan yang tidak maksimal ... karena yang dibutuhkan tidak 

ada, yang tidak dibutuhkan malah ada 

OK. jadi ini menjawab yang nomor 5 .. ada ketidaksesuaian antara 

program kegiatan anggaran yang dibutuhkan dengan yang 

diusulkan Terus biasanya apa yang dilakukan mas? 

Jnfonnan Berdasarkan pengalaman yang terjadi, kita harus merevisi dengan 

pihak terkait 

Peneliti Siapa saja mas? 

Infonnan Yah kanwil kita sendiri ... Kanwil DJPB, unit eselon 1 kit;:t yaitu Biro 

Keuangan habis itu ke Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan 

Peneliti Dalam pengawasan anggaran, pak kepalanya terlibat ngga? 

Jnforman Terlibat... karena setiap bulannya kita membuat laporan kredit dan 

anggaran. 

Peneliti Artinya beliau menunggu dari para pejabat yang menyuswt atau 

beliau juga menanyakan., gimana realisasinya? 

Informan Kadang ada .. kadang-kadang begi.tu ... 

Peneliti Ada kenda1a ga? 

lnforman Ketidaksesuaian akun dan kegiatan 

Peneliti OK. ada saran mungkin? 

Informan Apa yah? ... untuk ke depan. uraian tiap tiap akun itu disesuaikan 

Peneliti Kira-kira menurut mas, adanya perubahan mengenai kewenangan 

dan keterlibatan satker dalam penelaahan DIPA kemarin bisa 

memini.malisir ngga? 

Informan Meminimalisir... kala dikasih waktu yang memadai. Ta¥i 

kenyataannya .. he he he waktunya terlalu singkat dan rasanya tidak. 

profesional. Kalau cukup waktu bagi satker wttuk penelaahan di 

DJPB, ya ak:an bagus dan terserap secara maksimal. 
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Peneliti Berkaitan dengan pelaporan keuangan sekarang mas ... Kan Kanwil 

Banten mempunyai predikat terbaik pertarna, secara umum Kanim 

Serang berkontribusi. Secarn umum masih ada kendala ngga? 

Jnfonnan ; Alluundulillah sampai saat ini, pelaparan keuangan dan SAl lcita 

Peneliti 

lnfoiJIJan 

ngga ada kendala 

OIL ada saran-saran kira~kira ? 

Saran .. yah ... dibekalin lagi lah pengelahuan tentang pelaporan 

keuangan .itu 

Peneliti Tetap perlu ada semacam sosialisasi rnengenai kebijak:an baru? 

Informan Ya. perlu ada sosialisasi 

Peneliti OK, mas. Cukup. Terima kasih banyak 

Oman OK 
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Peneliti 

[nforman 

Peneliti 

In forman 

TRANSKRIP HASIL WAW ANCARA 

Informan dari Kanwil Depkumham Ban ten (I) 

OK. mas, saya mau tanya soal pelaporan keuangan pada Kanwil 

Ban ten. 

Baik, mas ... 

Kan, Kanwil Banten mendapat penghargaan atas penyajlan 

pelaporan keuangan terbaik nomor satu untuk Kanwil Depkumham 

se-Indonesia .. Gimana sih menurut Informan ... pelaksanaan laporan 

keuangan dengan sistem akuntansi keuangan pada Krutwil Banten 

ini? 

Mm ... pelaksanaan laporan keuangan dengan Sistem SAK. .. bagus, 

mas ... termasuk SIMAK-BMN ... selama ini beljalan dengan baik 

dan tepat waktu 

Peneliti SIMAK-BMN jugaya? 

Informan Iya mas ... 

Peneliti Terkait dengan pelaporan keuangan dengan SAK tersebut. .. Pihak­

pihak mana saja sih yang ikut terlibat? 

Informan Pihak-pihak yang terlibat ... maksudnya gimana mas? 

Peneliti Maksudnya. dalam proses pelaporan keuangan, itu berkoordinasi 

dengan siapa? atau ... siapa saja yang mengurusi? 

Informan Oo ... pihak yang terkait dengan pelaporan keuangan dengan SAK 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

itu ... K.PPN ... Ditjen Anggaran .... Biro Keuangan 

Ditjen Anggaran? Bukan Ditjen Perbendaharaan? 

Eh, iyaa. maksudnya Ditjen Perbendaharaan... Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan .. he he he 

Hehe ... Mnun ... Mungkin bisa dijelasin bentuk koordinasi dcngan 

masing-mnsing pihak tersebut seperti apa? 

OK. Dengan KPPN, kami melaksanakan rekon dengan KPPN 

setiap bulannya Jadi mencocokkan pembukuan transaksi keuangan 

antara kami sebagai satk:er, dengan pembukuan yang dilakukan oleh 

KPPN ... 

OK .. 
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Inforrnan : Terns .. untuk Ditjen.. eh Kanv.<ll Ditjen Perbendaha.raruL kami tiap 

1riwulannya melalrukan rekon tingkat wilayah.. dengan Bidang 

Aklap 

Peneliti Bidang Aklap itu ... Bidang Akuntansi dan Pelaponm yah? 

Jnforman Jyamas ... 

PeneHti Kalau rekon tingkat wilay~ beTtuii mungkin kita bisa ... eh 

maksudnya satker kita pun terrnasuk sebagai pihak yang terkait 

dalam pelaporan keuangan kita dong yah? 

lnforrnan 0, iya mas ... termasuk itu yah. hehehc. Jadi malu nih ... Terus pihak 

selanjutnya yaitu Biro Keuangan ... di Bidang Aklap juga Jadi 

setelah rekon wiiayah selesai.. triwulan I sampai dengan (V itu 

dilaporkan ke unit eselon 1 kita 

Peneliti OK .. Nab, sekarang ... Soal peleksanaan rekonsiliasi itu sendiri, 

gimana? 

Informan Pelaksanaan rekonslliasL beijalan dengan baik mas. Sebelum 

tanggal 5 bulan yang bersanglrutan, rekonsiliasi tingkat satker sudah 

selesai. 

Peneliti Mungkin ada kendala yang dihadapi? 

Informan Mmm. selama ini saya rasa tidak ada kendala 

Peneliti Tennasuk menghlmpunlaporan dati satker ... ? 

Informan Yah.. seperti yang mas tahu waktu masih di keuangan ... Masingw 

masing satker mengirimkan ADK. berita acara hasil rekon mereka 

dengan KPPN kepada kita. kemudian lcita 1rimpun untuk rekon 

w:ilayah. Cuma yah gitu.. kodang-kadang ada satkor yang masih 

sering terlambat menyampaikan laporan, podahal batas walctu sudah 

mepet.., 

Penetiti K.alau gitu gimana? 

Infoman Biasanya kita telepon, mas ... lcita suruh lcirim langsung ADK-nya ke 

kanwil, berikut !atnpiran BAR dan sebagainya. ·- pnkoknya kita kejar 

hebe 

Pcneliti Nah.. kalo peran dan tanggungjawah pimpinan dalam hal pelaporan 

keuangan ini girnana? 
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Informan 

Peneliti 

Infonnan 

Peneliti 

Ioforman 

Peran dan tanggung jawab p1mpman... terhadap penyajlan 

pelaporan anggaran kanwil saya rasa direspon dengan baik.., Karena 

pinlpinan di sini juga menguasai tentang laporan SAKPA & 

SIMAK-BMN 

Terus ... Menurut anda .. Ada saran ngga .. atau kira-kira menurut 

lnforman, apa yang perlu dilakukan agar pelaporan keuangan dapat 

berjalan lebih baik? 

Menurut saya mas... eee... yang perlu dilakukan agar pelaporan 

keuangan dapat beija.lan lebih baik.. Harus dikenakan sanksi yang 

tegas kepada satker yang bersangkutan apabila laporannya tidak 

tepat waktu ... Kedua, menaikkan honor pengelola SAKPA dan 

SIMAK-BMN .. hahaha ... Karena selama ini masih minim, menurul 

saya dengan honomya dinaikka.n, bisa memberi sernangat para 

pengelola SAK.PA dan SIMAK-BMN ... Kemudian perlu semacam 

hadiah untuk satker-satker yang berprestasi, biar menambah 

sernangat pengelola SAKP A dru1 SIMAK-BMN 

OK, mas .. terima kasih atas informasinya 

Sarna-sarna mas ... semoga sukses 
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Peneliti 

TRANSlffill' HASIL WAW ANCARA 
Infonww dari Kanwil Depkumham Banten (2) 

Baik pak. .. saya mau tanya nih tentang pengeloJaan anggaran di 

kanwil ini ... 

Informan Iya mas .. 

Peneliti Yaug pertama tentang perencanaan anggaran pak .. Bagaimann 

dengan mekanisme penyusunan anggaran di sini pak? 

Informan Mm .. mengena.i penyusunan anggaran sih saya ngga terlalu terllbat 

sih ya. Palingan untuk yang rutin aja 

Peneliti BeJanja eks rutin ya pak? Apa aja tuh pak? 

Informan Yahh... bclanja 51,52 

Peneliti Belanja pegawai, be1anja barang ya pak."" 

Infonnan Iya mas .. 

Peneliti Bellll1i• modal pale? 

Informan Nahlt .. kalo belanja modal silt. saya ngga ikutan bahas tub.. Paling 

dP-pet tt~gas aja.. buat us:uian program kepemerintahan tuh ya 

(Program Penernpan Kepemerintahan Yang Balk) .. untuk anggaran 

tahun depan. .. gitu 

Peneliti OK pale. trus dasar kegiatan yang diusulkan dari mana pale? 

Informan Dari yanglalu J!ia mas ... dinaekin berapa persen gitu 

Peneliti Untuk materi kegialan ... maksudnya uraian kegiatan yang diusulkan 

sama ,Ya ya pale dengan yang lalu? 

[nfonnan 

Peneliti 

Infonnan 

Peneliti 

Biasanya gitu mas... kecuah ada instruksi dari pimpinan untu.k: 

tambahkan kegiatan apa gitu. Soalnya kalo di kepemerintahan 

{Program Penerapan Kepemerintalum Yang Baik), ken biasanya 

belanja yang ada sifatnya baku yah .. 

Kecuali ada tarnbahan kahutuhan ya pak? 

Betul mas.. kayak yang waktu itu, kltA usulkan tambahan volume 

untukOB 

Seadah jadi nih .. kQI!Sep usulan untuk tahun depan, trus diserahkan 

kemana pak'! 
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In forman 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Ke Kasubag Keuangan... trus dari Kasubag Keuangan diserahkan ke 

PPL ya sekarang rnal1.. hehe (tertawa kecil) 

Kalo sebelumnya pak7 

Y eb .. kalo sebelumnya kan dikelolakan di Keuangan sendiri sampai 

selesai 

Konsep usulannya ya pak? 

Jya, usulannya mas .. 

Ngga ada rapat khusus ya pak, ngebahas ini? ... ngebahas usulan 

anggarun tahun depan 

Informan : Kalo khusus rnah ... Jarang sib yah mas. Tergantung pimpinan-

pimpinan di atasnya 

Pooellti Paling belanja tertentu aja ya pak? ... mau bangun apa. .. mau beli 

apa .. 

Infonnan BetuL 

Peneliti Hmm.. jadi udall diserahkan ,Ya gitu ya pak ... Kira-kira paK ... 

kendala apa yang bapak tahu soal penyusunan anggaran ini? 

L"lforrnan : Kendalanya.,. (bel]lildr sejenak) y:Jh itu tadi IIlllS .. koordinasinya 

yang kurang jalan. Kalo bisa mah.. ada rapat khusus secara 

keseluruhan untuk inv-entarisir kebutuhan. 

Peneliti Faktor SDM pak? 

lnfonnan Ya itu pastL. karena jujur aj~ di kita ini masih tergantung pada 

orang~orang terten:tu yang biasa menangani pekerjaan ... dengan 

aplikasi gitu ya mas. 

Peneliti lA dong pak? Lu lagi.. lu legi 

lnfonnan Hahaha (tertawa),.. betul mas 

Peneliti Hahe ... nab pale.. sekarang kalo soal pelaksanaan -an. Pihak­

pihak yang berurusan dengan itu siapa s,Ya pak? 

Infonnan Yab saya ... (bendabara), terus Pak Kasubbag KenanSan, Kabag 

Umum, Ka1ivmin, dan Kakanwil tenlunya 

Peneliti Kalo bapek sendirL ada yang rnernbanlu pak? Dalam tugas sehari­

hari? 
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Informan Ya k:alo di keuangan sendirL hampir semua terlibat ya Karena kalo 

saya ngga ada yang bantuin,. bisa sering sakit kepala terns nantinya 

tru!S ••• hehehe. Jadi temenctemen setnlla di sini (keuangan) saling 

membantu. Misalnya untuk bikin SPM, pembuat daftar gaji ... 

Peneliti Kalo para pemegang uang muka pak1 Ada kendala ngga.. 

maksudnya dalam pelaksanaan tugasnya, apa masih ada kendnia? 

Informan : Kalo pemegang uang muka. pastinya selalu berkoordinasi sama 

saya kan mas .. tapi yeh gitu, masih banyak berkas tagihan tuh yang 

bolak balik ,Ya 

Peneliti Bolak balik gimana pak ... salah? 

Informan lya mas .. ada lresalahan dalam berkas tagihannya Yah.. pajaknya. 

Peneliti 

Kadang bentuk rekapnya ngga sesuai dengan maunya KPPN. Saya 

sib bolak balik ngasih tabu ... tapi yah masih suka salah lagi, salah 

lagi. 

Mmm. balk pak Nab, kaln soal ural an kegial.!m dalam RKAKL 

yang tunm. Apa masih ada ketidaksesuaian antara program kegiatan 

anggaran yang dibutuhkan dengan yang diusuihm? 

Informan : Kadang-kadang iya mas. Apalagi nilainya. usu1nya mah berapa. 

yung lurun berapa Kalo kegiatan yang ngga klop mah. jarang untuk 

program kepemerintaban .. 

Peneliti Kalo berdasarkan pengalarnan yang teljadi pak, kalo kita barus 

revisi anggaran, itu berkoordinasi dengan siapa s:ija pak? 

Infonnan Yah ... Kanwil DJPB. .. Biro Keuangan 

Peneliti Dalam pengawasan anggaran, pirnpinllll terlibat ngga? 

Inform an Y all.. kalau yang sering ngecek realisasi sih ... Kasnbbag Keuangan .. 

dan Kadiv AdrnlnJstrasi 

Peneliti Kalo wttuk pencairan anggaran, komponennya apa aja sih pak'? Bisa 

dlsebutin satu..satu? 

lnforman Ten!ang komponen yung dibu!uhkan dalarn pencairan dana DIPA .. 

lni untuk yang UM yah.. mm.m... nota dinas, lrnitansi 

pertanggungjawehan untuk nilai kurang dari 5 juta. Terns SPP, SPM 

SPTB... sama pajak mas. Kalo untuk LS, ringkasan konlrak, 
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Peneliti 

Infonnan 

Peneliti 

Infonnan 

kwitonsi pembayaran, SPK atau kontrak, berita acara serah terima 

barang, faktur p!ljak """ 1rus SPP, SPM, dan SSP" 

K.Jo kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pencairan dana 

apa s!lja pak'l 

Salahsatunya sih ... masalah kwitansi pertanggungjawaban mas. Kan 

berdasarkan Keppres 80, pertanggungjav.'Sban dengan kwitunsi itu 

makslmumnya sampai 5 juta. Tapi oleh KPPN, berdasarkan PP 

nomor 66 tllhun 2005 bilang bahwa pertanggungjawnban dengan 

kwitansi adalah sampai dengan 1 o juta Lah ini gtrnana .. kan 

seharusnya peraturan tersebut dapat disesuaikan terlebih dahulu. 

Biar orang tuh ngga bingung mempedomani yang mana 

Baik pak." Saya rasa cukup. Terima kasih banyak ya pak atas 

informasi dun waktunya 

Sama~sarna mas ... 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

lnforman dari IU!nwil Depkumbam Banten (3) 

Peneliti Terima kasih sebelunmya nih pak .. atas wal.-tunya. 

In forman lya mas. .. 

Peneliti Bapak... saya mgm bertanya tentang mekanisme penyusunan 

anggaran di kanwil ini? 

lnforrnan : Mekan:isma .. Biasanya kita susun usulan tahun depan dalam Dentuk 

RKAKL Tapi sekarang, di keuangan hanya menyusun usulan untuk 

kegiatan yang ada pada Program Penerapan Kepemerintahan Yang 

Baik... sama Program Kineija, tapl untuk kinerja juga tidak 

sepenuhnya .. berlmordinasi dengan PPL 

Peneliti 

Infonnan 

Penellti 

Infonnan 

Feneliti 

Informan 

Peneliti 

Inform an 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

lnforman 

Untuk usulan dari satker pak? 

Untuk sekara.ng, sudah ada peralihan ke mas sendiri (hehehe) ... Jadi 

usulao dari masing-masing satker yang masuk, lci!a sampaikan ke 

PPL. 

Kalo prmpman yang lain... ee ... ikut terlibat ngga pal,. dalam. 

penyusunan anggaran'! 

Y a terlibat llll!S. •. ( ternenyum) 

Komponeu apa saja pak ... menurut bapak nih, yang digunakan 

sebagai dasar usulan? 

Untuk dasar acuan, biasanya kita lihat DJPA tahun betialan. 

kegiatan npa saja yang pedu ditarnbahkan nilainya atau d!tambabkan 

kugia!annya. 

Selain itu pak? 

Tagiban daya dan jasa tertinggi ... 

Listrik, telepon, air, internet ya pak? 

lya. .. ehintemetjuga 

lyapak ... 

Ooo .. ya itu. Terus itu mas ... SPM dan SP2D !!'lii bulan April tahun 

betialan Kemudian TOR dan RAB... acuan tersebut digunakan 

untuk memperldrakan biaya kegiatan dan pengadaan yang diusulkan 

untuk tahun anggaran yang a.kan datang... Kemudian. dokumen 
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Peneliti 

lainnya sepeni DUK, LBMN, L TI, dan fotokopi STNK, digunakan 

sebaga.i acuan perawatan aset Sedangkan fOtokopi rekening 

pembayaran daya dan jasa digunakan untuk acuan penunjang 

operasional kantor. 

Kalo riari bapak sendiri ... Apa ada saran atas kendala yang mungkin 

ditemui pak? 

Informan : Mmm.. apa yah? Mungkin perlu ada pembenahan atas munculnya 

Peneliti 

ketidaksesuaian mnta anggaran yang turon dengan yang diusulkan,, 

Padahal kan itu sudah dirapatkan di Jakarta, tapi kok masih ada 

kecolongan kayak gitu yah mas? 

Iya pak. Hmm kafo tentang pe!aksanaan anggaran pak? Apa ada 

kendaJa juga? 

lnforman Kalo kenda1a saat itU, masih seputar revisi anggatan mas ... Hal itu 

kan disebabkan karena ketidakcuookan kebutuhan dengan dana yang 

ada alas kegiatan lain. 

Penelili Revisi itu sendiri ... apakah cukup berbelit pak? 

lnforman Berbelit sib tidak mas .. tergantung pibak yang rnenyetujui. SeJama 

itu masih. kewerum.gan Kanwil DJPB sini,. saya rasa tidak terlalu 

lama Nah... kalo yang harus me!ibatkan unit pusat kita (Biro 

Keuangan) ataupun DJA, biasanya butuh waldu. 

Peneliti Mmm.. OK pak. Nah, kalo pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

pelakaanaan anggaran siapa fO!ia pak? 

Worman Ada intern.. ada ekstem. Pihak intern yang terkait yaitu KP A, 

Penandatangan SPM... terns Bendahara Pengeluaran, yang juga 

dibantu oleb. para Pemegang Uang Muka, dan Bendahara Penadroa. 

Nah ... kalo ekstemnya itu ya KPPN. 

Peneliti Kalau pengawasan yang dilakukan atas pelakaanaan anggaran pak. .. 

Siapa s~a yang melak.ukan? 

Infonnan Selain dari pimpinan. .. Kami di sini juga melakukan pengawasan 

1erhadllp reallsasi anggaran secara berkala. Berapa persen sudah 

terealisasi, berapa nilainya.. berapa sisa dananya, kegiatan mana 

yang sudah dan yang belum terlalsana.. 
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Peneliti Berjalan dengan baik ya pak ya? 

lnforman 0 iya mas ... cukup baik 

l'eneliti Na!t. soal pelapornn nih pak Sebelumnya saya ucopkan selamat 

ntas keberhasilan Kanwil Banten menjadi kanwil terbaik pertama 

dalam pelaporan SAl tabun 2009 ini 

Tnfonnan Iya. terima kasih mas 

PeneHii Bisa diceritakan pak. sedikit kiat-kiatnya? 

lnforman Hehe" kiat~kiat apa ya'? Yah .. sejauh ini kami berusaha uotuk 

melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentua.n yang berlaku 

secara tepat waktu, baik itu SAK rnaupun SABMN. A.kar1 fetapi. 

permasalaban tetap saja ada.. Masih ada juga kok satker yang 

menyampaikan laporan kurang tepat waktu. 

Peneliti Kalau gitu gimana pak? 

lnforman Y ab.. kita hubungi terns, agar target pelaporan bisa tepat waktu. 

Peneliti 

Kalo pelaksaru!llll-.. semua satker kita sudab melaksanakan 

pelaporan dan rekon tiap bularmya dengan KPPN masing-masing 

Saya dcngar ... dulu beberapasatker, operatomya SAl sering diganti? 

Itu masih pak? 

lnforman : Mungkin masih .. tapi udak seper1i yang lah>, mas .. Mungkin satker 

Peneliti 

Infonnan 

juga mer:.yadari pentingnya. tugas pelaporan ini Kalo dulu kmL. 

yang jadi operator, bulan depan ditarik ke regu penjagaan. ... ganti 

orang lagi .. , ngajarin lagi. Tapi sekarang rasa-rasanya sudab ngga 

mas ... 

Baik bapak.. terima kasih nih alas informasinya 

Sama~sa.ma mas ... semoga sukses 
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Peneliti 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
Jnforman dari Kanwil Depkumbam Banten (4) 

Sebe!umnya telima kasih atas wal:tunya, pak. .. Pak, saya mau tanya 

tentang mekanlsme penyusunan anggaran di Kanwil Banten iru 

gimana sih? 

Jnfonnan (ehem) .. l'ada awal tahun anggaran berjalan, kami di kanwil 

meminta data usuJan kepada tiap-tiap divisi dan seluruh satuan 

ketja. .. meliputi program ke(ia, rencana kegiatan, usula.n be!a.nja dan 

data pendukung lainnya Data yang terkumpul kemudian dihimpun 

dan diteruska.n ke eselonl. dalam hai ini .. ke Biro Perencanaan. 

Peneiiti A}la yang menjadi dasar untuk penyusunan anggaran pak? 

lnforman Ya. .. dasamyaDIPA .. tahunlalu dan yang sedang bedalan. Sebagai 

acmm kegiata.n ya.ng aka.n diusulkan 

Peneliti Berarii berorientasi pada tahun sebelumnya ya pak? 

Infonnan 0, lya., 

Peneliti Mm.. Slapa saja yang terlibat da!am penyusunan anggaran Inl pnk? 

Informan Siapa saja? Hehe (tertawa kecil) Yah. saya (Kabag PPL), mas 

sendiri (Kasuhbag Penyusunan Program), Kasubbag Keuangan, 

Kadivm.in ... 

Pene!iti Kakanwi! pak? 

Infonnan K.alo itu tergantung pimpinannya .. tapi beliau ikut mengoreksi. 

Peneliti Ka.!o para kepala divisi Jainnya gimana pak? Apa beliau-beliau turut 

dilibatkan pak? 

Infonnm Ya dUibatkan juga.. biasanya itu untuk usulan anggaran dari 

masing~masing divJsi/bidang, termasuk TOR dan RAB 

Peneliti Kalo menurut bapak koordinasinya gimana pak? ... autara masing­

masing pihak yang terkait 

lnforman Yeb cukup bailc. Tapi kedang kita fui kurang dapat pengariiben 

yang jelas dari pusat 

Pene!iti Peribal apa pak? 

Inform an Yah.. sosiaJisasi at.as apJikasi yang seJalu barn. Belum lagi wa.ktu 

minta data .. minlanya hari ini harus dikirim, atau paling lambat 
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besok dikirim. Yahh. .. kita kerepotan juga memenuhi kalau data dari 

UPT belum ada Jadi kita kan harus minta dulu, dan butuh waktu. 

Terus Jtu mas ... anggaran kita untuk tahun depan banyak yang 

dibintang. termasuk beberapa. satker. A1asan dari DJA ka.rena usuJan 

kita tidak dilengkapi data dukung. Lab.. prulahal data dukung itu kita 

anlar langsung ke biro perencana.w ... kok bisa dibilang ga ada tub 

gimana ... 

Peneliti Hmm ... Iya yah pak. Nail. kalo yangjadi kendala biasanya apa pak? 

lnfonnan Kendala? .. yah salah satunya itu. Masih ada s:atkcr yang tldak: 

memenuhi pennintaan us.ulan anggaran sampai batas v;aktu yang 

telah ditentukan. 

Peneliti Termasuk data-data pendukungjuga ya pak1 

Infonnan Data du1."11Dg dari satker .. iyaa 

Peoeliti Kalo gitu gimana pak..? kan kita retap horus menyampaikun daftar 

usulan keselumhan satlrer se-Banten sesuai jadwal 

Jnforman Ya.. paling kita siapkan usulan dart lcita Buat antisipasL. 

kegialannya kita sru:nakan dengan tabun yang ada.. nilainya kita 

uunbahkan 

Peneliti Kendal a lain pak? 

Infnnnan Ya. apa yang kita usulkan, temyata turunnya berbeda Padahal saat 

rapat pemballasan di Jakarta udah jadi gitu, elL kok pas turon 

SRAA lain lagl hasilnya Banyak salker yang anggarannya jauh 

lebib kecil dari yang diusulkan, ada juga kegiatan yang 1idak sesuai 

dengan usulan 

Peoeliti Lebih patuh lagL. ada satker kita yang ada beberapa anggaran yang 

tidak muncul ya pak.. 

lnfunnan lya. kaya gitu gimana. .. satker itu beberapa mata anggaran kegiatan 

yang sifatnya baku, tidak muncuL. karcna lidak adanya anggaran 

untuk pemeliharaan kendaraa.'l, insentif jaga malam, dan seterusnya. 

Peneliti Kala menurut bapak... apa yang perlu dilakukan agar kegiatan 

penyusunan anggaran ini dapat beqalan lebih optimal pak? 
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Informan : Per1u ditingkatkan koordlnasi antar pihak-pihak terkait... baik ilu 

l-epada satker ke kita, maupun kita dengan pusat Untuk apa !<ita 

rapat ka Jakarta membabas usulan, tapi temyata yang tunnL be<la 

lagi helle 

Peneliti Kalo deogan satker pak? Verlu ngga... kita agendakan rapat 

membahas usulan? 

Informan : 0, ya perlu .. Tapi tidak dirapatkan juga tolt. mercka seharusnya 

sudah tau kewr.Yiban dalam menyampaikan usulan. 

Peneltti 

lnforman 

Balk pak., saya rasa cukup. Terima k(U;ih atas wal1n dan 

infonnasinya 

Sama~sama 

Analisis Pengelolaan..., Rahadyanto, Pascasarjana UI, 2009




